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PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRD
NOMOR < TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangks penvelenpparsan pemerintaban daerah,
Pocrmerintah Keta Metro memiliki tugas dan tangpung jawab
untuk mengalur dan mengurus sendirl urusan pemerintahan
darrah menurut azas otonomi dan tugas pembaniian, untuk
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaha peningkatan
dava saing daesrah dengan memperhalikan prinsip demokras),
pemnerataan, keadilan daiam sistern Negsrs Kesatuan Republik
Indoncsia;

. bahwa salah sahi tugas dan tangeung jawab yang dijalankan

oleh Pemerintah Kota Metro adalah pengelolaan keuangan
doerah yang tertib, taat pada peraturan porundang-undangan,
efimien, ckopemis, elkeklil, ransparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
unluk masyarakal;

bebwg Peraluran Dacrab Kota Metro Nomor 2 Tabun 2010
tentang Pokok-Pokok Penpelolaan Keuangan Daerah dipandang
tidak sesua lagm dengan regilasi dan kondisi saaf ind, sehingga
perlu dizganti:

. babwa  berdasarkan pertimbangan  sebaggimana  dimaksod

datam huruf a, huruf b, dan auruf o di atas, maka peru
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Thacrah;

. Pagal 18 ayat () Undong Undong Dascr Negate Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Normor 12 Tahun 1993 fenlang Pembentukan
Kabwipaten Dali I Way Kanan, Kabupaten Dati T Lampunyg
Timur dan Kotamadya Dati [1 Metro (Lembaran Megara Bepublik
Indonecsia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 3825);
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Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Penedintahan
PDaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2614
Momor 744, Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia
Nomor 5587 scbagaimana tek:h beberapa kali dishah terakhir
dengan  Undang Undang Nomor 9 Tubun 2075 (Lembeoran
Negara Republik Tndonesiz Tabien 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor S&79);

Peraturen  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Deaerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesiz  Tabun 2014 Nomor 02 Tambahan
Lemlmran Negara Nomor 5333], schagammana telah diubah
{erakhir dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tabun 2020
(Lemnbaran Negara Republik Indoncsia Tehuan 2020 Nomor 144,
Tarrbahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor ©523)

. Peraturan fPemerintah Womor 12 Tahun  201%  tentang

Pengelolann Keuanpan Daersh (Lembarzn Negara Republik
Inddonesia Talwn 2019 Nomor 42, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221

Peraturan Daerali Kota Metro Nomor ¥ Tahun 2013 tontang
Pembentuban Produk Hulum Donersh (Lembaran Daerah Koto
Metro Tahun 20i3 Mormor 7, Tambahan Lembaran Praeran Kota
Metro Noror 7);

. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Derangkat Daerah Kala Meuo
iLembaran Dacrah Kola Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tamhbhahan Lembaran Daersh  Kota Metto Nomoo 24
Sebopaimana telzh divihah dengan Peraturan Dacrah Kota
Metrn Neomor @ Tahun 2019 [Lembaran Daerah Kota Metro
Tuhwan 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrall Kota Metro
Momor 9);

. Perrturan Daerch Kota Metro Nomor 14 Tshun 2018 tentang

Penprelolnun Barang Miliz Daerah  {Lembaran Daciah kota
Melrn Tatnin 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Dacmahb
Eota Metro Nomaor 14);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH,
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Dacrah adalah Kota Mctro

Pemoriniats Daerall adalah Walikota dan porangka! doerah schage: unsar
penyelengeara pemerintahan daerah.

Walitcota adalah Walilkota Metro,

Orpanizasi  Perangka: Daerah yang selaniufnya  disingkal  OFD adalah
Peranckat Dacrah Kota Metro vang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Pengelolann Keusngon acrah.

Dewan Perwakilan Rakovat Dacrah vang selanjutnva disingkst DPRD adalah
DFPELD Kota Melro.

Sckretaris Daerah adaiah Sckretaris Dasrain Koita Meiro.

Kruangan Daerah adalah scmua hak den kewajibao Daerab dalsm rangka
penyelenposrean Pemermtahan Daerab yang depat diniac dengan uang seri
scpala benluk kekavaan yang dapat dijadikan milik Dacrah berbubungan
denean hak dan kewa'iban Dacrah tersebul.

Peneelolaan Kevangan Dacrzh adalab keselorohan kepiatan yang mehiput:
DerenCdanann, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahdan,  pelaporan,
perlangeungiawaban dan pengawassn kevrangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanfa Negars vapng selanjuinya disinglatr AFPDN
adalah rencana keuangan tahunan Pemeriniah Poasat yang ditetapkan dengan
undang- unda@ng,

Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selunjutnya disingkat APED
adalah rencana keuangan tahunan Pacrah vaog ditetapkan dengan Peralurarn
Laerzh.

Penerimasn Daerah adalah uang yang masuk ke kas Duoergla.
Penzeluaran Dacrah adalsh tang yang keluar dar kas Deersh.

Pendapatan Dacrah adelah seniia hak Daerah vang diskui sebagai penambah
nilai kekeayvaan bersih dakbam penodde tehian anggaran yang berkenaan.

Nana Trensfer Umum adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kcpadsa
Dasrah untul digunuban sesuai dengan kewenanpgan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka oelagsanaan descnivabsas.

Pana Transfer Khusus adatabh dana yvang dislokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membanty mendansi kegiatan khusus, baik fisik
maapin nonfisilk yang merupakan urisanDaerah

Diana Bawm Hasil yvang selanjurnye disingkat DEH adalah dana vang bersumber
darl pendaputan (ertenila APRBN yvang dislokssiken kepada Daerah penghasil
bordasarkan  angks  persentase  tertentu demgan nojusn mengarang
ketimpangen kemampuan kevangan antara Pemerintabh Pusat dan Daerala,

Dana Alokasi Umum veng selanjutnya  disingkat DAL adalah dana vang
bersumber dari  pendapatan  APBN  wang  dislokaskan  dengan  tuuan
pemeratonn kemampuan keuangsn anlar Dacrah uniuk mendanai kebutuhan
Dacraly dalam rangka nelaksanean desenlralisass,



jdih.metrokota.go.id

13.

200

21

23

L3

20

28,

ALE

30,

itk B

Dane Alokast Khusus vang selanjumya disingkat DAK adalsh daus vang
bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan kepaca Uaerah tertentu
dengan tujuan untak membantu mendanai Keglatan khusus vang rncruipakian
Urnsan Memerntaban yvang menjadl kewenangsn Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang & iT AR
sebagai pengurang nilw kekayaan bersih dalam periode Labiun anggaran yaug
berkenasn.

Pembiavasn adalah sctiap pensrimaan yang perhs dibsyar kembahi dan fatau
pengeluarsn yang akan diterims kembali, bailk pada tzhur anggaran vang
berkenasn maupun pado tzhun-tebnan anggaran beriloamya,

Pinjrman Daerah sdalzh semua transaksi yang mengakibatkan Daerak
menerima sejumlah uang asu menerima manfaat yang bernilai vang dar
pihak lain achingge Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali,

Utang Daeah yvang sclanjutnya disebut Utang adalah jumlah wang yang wajib
dibayar Pemerintah Dacrah dan/aran kewajiban Femerintzhh Dacrah vang
dapst dinilai dengan uang berdaserkan peratursn perundang- undamgan,
perjarisg, ainu berdasarkan sebab lainnya yang sah,

Pemberian Puyaman Daerah adalab bentuk investasi Pemnenntah Daeran pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umnm Dacrab
mifik Pernerindaly Dacrall lainnya, Dadan Usaha Milik Negars, Badan Usaha
Milik Daerat, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperolel bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

Diaoa Cadacgan adalah dana yang disisibkan untuk mendunol kebutuban
pembanginan prasarana dan sarana Daerah vang tidak dapat dibebankan
dalam 1 {satu) tahun anggaran,

Beban adalah peouiminan manfaat skomomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan vang menurunkan ekuitas atau nilai kekoyasn bersih yang dapatc
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atan timbulnya kowaiiban.

Rencons Penbansunan Jangka Mensngeh Daerah yang sclanjutnya dimngkat
REIME adalab dolumen perencangan Daerah unmk periode 5 (lima) tnkure.

Reneana Pombangunon Tobunan Dacrah yeng selanjutnya discbur Rencena
Kora Pewmerinlsh Daecal: dan yang selanjulnya  disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 {safa) tabuan.

Kchijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dolumen yang
memuaAl kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan scrta Rsumsi
vang mendasarinya untuk periede 1 fsani) tahun.

Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya disinglat PPAS
acalah Program privritas dan batas maksinal anggaran yang diberikan kepada
prrangkat Dasrah unfok seticp Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam
penvusurian Rencana Kerja dan Anggamun Satuan Kerja Perangkat Dacrah.

Rencans  Kera dan Angparan  Batusn Kerme Perangkat Dacrah, vang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalab dolumen yang memudal memesnd
pendapatan  dan  belanja SKPD  atau  dokumen vang memuatl rencand
pendapaian, belanja dan Pembiayasn SKPDR yang meiaksanokan fungs
Bendahara Umamn  Daerah oyanp digunakan sebagal dasar  penyusunan
rancongans PR,

Krerongka Penpelusman Jangka Menengabh adalsh perdekatan penganggaran
herdasarkan kelnjukan dengan pengambilan keputusuan erhadap kebijalcan
tersebul dilakubkan dalam perspelai§ lebib dan 1 [satu) whon anggaran dan
memperlimbangkan unplikast blava akibat keputusan yang bersanglutan pada
tahun barikutnya vang dituangkan dalam prakiraan meju,
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Program adalah pentuk insinmen kebijukun yang berisi 1 fsatu) atau letah
I{rgjatan vang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkst Daerah atau
masyarakat vang dikeordinasikan oleh Pemeriniah Daerah unluk mencapai
sasaran dan luiaan pembangmnan Dacmah.

Kepiatan adalah bagian dari Program yeng dilaksanakan ofeh 1 {satu} atau
beberapa Saman {orja Perengkat Ducrah sebasai bogiun dari pencapaian
Sasaran lerukur pada suelu Program dan terdiri dari sckumngnilan tindakan
pengerahan sumber duya balk yang berupa peracnil atsu sumber daya
manusia, herang mods] termasuk  peralaran dan leknoboi, dana, atan
kombinasi dari boberapa atan semua jenis sumber daya tersebut, scbagal
masukan untuk menghasilkan Keluaran dalan bentuk barang/ jasa.

Kematan Tahun Jamak adalah kegiatan veng dianggarkan darn chilaksanakan
unluk masa lebih dard 1 (sat) tehun anpgamn yang pelerjaannya (Hlakukan
molalin kemtralk tahun amalke

Keluaran adalah barang atan jasa wvang dibhasilkan olch kegiatan yang
dilaksenakan untuk menduloing peneapsisn Sasaran dan tujuan Frogram dan
kebiakan.

Hasil adalah segala sesusiu yang mencerminksn berfungsinga Keluaran dan
Kegiatan ¢alam 1 {sa:ujPrograim,

Susaian adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang
diharapkan dar suahl Kegiatan.

Kinerjo adalah Kelusran/Haasl dar Program /Kegalan yang akon atan telah
dicapai schubungan dengan pengganaan anggaran dengan luantitas dan
kualites yang terukds,

Kas Umurn Dasrah adolab tempal penvimpanan uang Daerah yang dicentukan
uleh Walikota untuk menampung seluruh Pencrimaan Daerah don membayvar
seliinih Penpeluaran Daerah.

Relening Kos UPmum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daeral yang ditentukan oleh Walikota unouk menampung selurah Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh  Pengelusren Daerah pade lank yang
ditelapkar.

Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Porangkat Docrabh yong
selanjutnya disingkat DPA SKEPD adsalah deoluamen yang memusl pendapatan
dan belanja SKPD atau dexumen vang memuat pondapatat, belanja, dan
Pembisvaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
dipunakan sebagai dasar polaksunaan anggaran oleh Pengguns Arggaran,

Surar Penvediaan Dana vang sclanjutnya disingkat 53PD adalah dokumen vang
menyataken fersedianys dana sebagei dasar penerbitan Sural Permintaan
Pernbayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya  disingkat SPP adalab
dolumen yang dipunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Uang Persedidan vang setanjninya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yanp diberikan epada Bendahara FPengeluaran unfusx
membiaval Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangleat Daerah)Unit
Sztuan Kerjs Perangket Dasrah danyatau untuk membiaysl pengeiuaran yang
menurut aifal don ujnoennys tidak mungkin dilakokar melshal mekanisme
Pernbayaran Langsung,

Pembavaran Langsung ysng selanjiinya disingkat L3 adalah Pembayaran
Langsung kepnda Bendsham Penpeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar
perianjian kerja, sural tugss, danfatan surat perintah keria lminnva melalui
penerbitan Sural Perintah Membayar Langsung.
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Tombuhan Uang Persediaan yang selanjuinya diseliuur TU adalah fambahan
ueng muoka wang diberiken kepada Bendahara Pengeluaran Berdahara
Pengeluaran pembantu untuk membiayai penpelsaran atas pelaksanaan APEL
yang tidak cukup didanai dani vang persediaan dengan batas wakiu dalam 1
[ratu) bulan,

Sural Perintah Membayar yang selanjubnya disingkar 8PM adalah dokumen
e digunakan uniuk penerbitan Surat Perintab Penesiran Dana atas Bebarn
penge:.uaran BPA-SKPD.

Surat Perintabh Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disinglkul SPM-UF
adalah dokumen vang diganakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencasran
Dana atas Beban pengclusrsm DPA SKPD yang dipergunakan schage: UP
untink mendanai Kegiatan,

Surat Perintaly Membayar Ganti Usng Persedinan yang sclanjutnya disingkat
SPM GU adalah dokumen yang digunakan untak peperbitan Surat Perintah
Pencairan Dana  atas Schan  pengeiaaran DA SEPTD)  yang  cananys
dipergunaken uniuk menpgant UP yang teiah dibcianjakan.

Surat Perinlah Membayar Tambshan Usong Persedizan yempe sclanjutnya
disingkat SPM-TU rdalzh dokumen yang digonakan untukl penerbitan Sural
Perintah Pencairan ana atas Beban pengeluaran DPFAa SKPE,  karcna
kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pemhoyaran Langsung dan
Uang Persecisan.

Surat Perintah Membavar Langsung vang selanjutnva discbul 5PM-L3 adalah
dolumen yang digunskan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKETT kepada pibak letiga

Hurat Perinlah Pencairan Dana yang sclanjurnye disingkat SP2D adalab
deloamen vang digunakan sebagal dusar pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Dacrah yang sclanjutaoyva disingkar BMD adalah scinua barang
vang dibeli atau diperoleh atas Beban AFBD atau herasal darl perolehsn
lainnya vang sah.

Sisa bih Perhitungan Anggaran yvacg selanjutnya disebut SiLPA &dalsh
aefizih lebik realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selamna 1 {satu)
periods anggaran.

==

Piuang Deerab wdalsh jamleh uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Dacrnh dan/atau hakx Pernerintah Dacrah yang dapat dinilal dengan usng
sehapal  akibat perjanjisn arau akibat  lainnya  berdasarkan  ketemtuan
perotiron perundang-undangan atan akibat lainny: yang sah.

Urusan Pemermaban  acdalah kekuasaan  pemeriniahan vang  menjadi
kewenangan Prosiden yang pelaksanaannva dilakukan oleh  kementerian
negara don penyelengpsra Pemerintahan Daerah uniuk melindungi, melayani,
membeordazakan dan menscjahicrakan masyarakat.

Pelayanan Dasar adalah peiayanan publik untulk memenuhi kebunshan dasar
WOrg negora,

Standar Pelayvanan Minimal adalah  ketertuan mengenai jeris dan muto
Pelayanan Dasar yang merapakan Urusan Pemerintabian Wajib vang berhale
diperolel setiap warga negara seosars monimal,

Hadan Lavanan Umum Dacrah yvang selanjurnya dismgkat BLUD adalah sistem
vang diterapkan olch Salusn Kerja Perangkar Daerah atau Unil Satuan Kerja
Peranglkar Daerah pada Satuan Kerjan Peranglar Daerah dalam memberikan
pclayanan kepaca mamaereksl yang mempunyoad fleksibilizas dalwm pola
pengelokaan keudngen  selepui pengecualian dari ketentuan Pengeloiaan
Kevangan Daetrab pada umumnya.
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Satuan Kerja Perumphat Daerah yang selanjutnys disingkat ShPL adalah unsur
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urnisan
Pemerintahan Daerah,

Saruan kerja Pengeloia Keuangan UDavrah vang sclanjuinya dizingkal SKPKD
adalzh vnsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Dacrah yang
melazsanakan Pengeloln Kenangan Dacrahl,

Unit SXFD adalah basian SKPD vang melaksanakan 1 (said) atau beberapa
Program

Pengzuna Anggaran vang selarjutnya disingkar PA adalab pejabul pemcgang
kewenangan penggunadn anggaran unluk melaksanakon ldgas dan fungsi
SKPD vang dipimpinnya,

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat XEPA adalab: pejabat
vang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian kewenangan Pengguna
Angparan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKFD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sclanjuinya disingkat TAPD adulab L
vang bertugas menvispkan dan melaksanakan kebijakan Walilkola daiam
rangka penyusunan APBD.

Peiabat Pengelola Keusngan Daerah yang selanjutnya disingkat PPEKD adalah
kepaia SKPKD yang memplunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
be-tindak sehanat Bendahara Unmim Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya disingkel BUD adalah PPED yeng
bertindak dalam kspasitas sebagal Bendahara Umum Daerah.

Kuasa BUD adalah peiabat yeng diberi kuasa untuk melaksanakan tagas BUD.

Pejabat Pelagsana Trknis Kegiatan vang sclanjulnya chsingkat PFTE adalah
pejubal pada Unit SEPD yang melaksanakan 1 {satu} #lau beberapa Kegiatan
dari suam Program scsuss dengan bidang tugasnva.

Pejabal Penatausahasn Weusmgan Satuan Kera Perangkat Daerah yang
aclanjuinya disingkat PPE SKPD adalab peabar yang melaksanakan funpgsi
lala vsaha kevangan paca SEKPDL

RBendohara Penerimasn adalash  peiabar yang ditunjux untuk menecrima,
menyimpan, meayetorkan, menalausahakon, dan memperlanggung jawabkan
wanp Pendapatan Daecrah dalam rangka pelaksanaan AFRTY nada SkPL.

RBrndahars Pengeluaran acalah pejabar yang dittnjuk menernma, menyimpan,
membayarkan, menateusanekan, dan mempertangeungasabi-kan nang untuk
keperluan Belanja Daeran datam rangka polaksanasn AFRD pada SKEPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pogawal nogeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang
dinngkat cleh pejabal permbina keoegawaian dan diserah fugas dalam saatu
jabatan pomerintehan  atau  diserahi  tupgas npegara lainnya dan digaij
berdasarkan prraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Negars yang selanjutnya disingkar BUMN edaleh badan
usaha vang sclurab atau sebagian besar modaloya dimiliki oleh negara melalu
penovertaan  secara langsung vang berasal dan Bekavasn negara yang
dipisakan.

Badan Usaba Milik Daerah vang selanjuinya disingkasl BUMD adalab lesdan
ussha yvang seluruh atau sebagian besar modatnya dimliki oleh Pemerintah
Daeran.



jdih.metrokota.go.id

.

i &

au.

Bl

Angparar Kas sdalah perkirsan arus kas masuk yang bersumber  dari
peneritmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur Ketersedinan dana
vang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap poriode.

Stendar Akuntansi Pemerintahan yang selapjutnye disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntans) vang diterapkan dalam menyusun dan menyaiikan
laporan keuangan pemeringah.

Kehijakan Aluntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, komvens,
aturan dan praktk spesifik yang dipilih oleh Pemernnlah Naerah scbhapai
pedoman dalam menyusun dan menysjikan laporan keusngan Pemcrintah
Daemhb unituk memenuhi kebutuban penprane laporan keuangan dalam
rangca meaingkalkan keterbandingan laporan keuangan lerhadap anggaran,
antlas perinode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Dasrah vang selanjutnye disingkat SAPD adalah
rangkaian sistemalk dur prosedur, penyelenggar, peralatan dan clemen leis:
untik mewjudkan fungsi aluntansi sejubk analisis transaksi sampal deogac
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Dacral,

Bapan Akun Standar yang selanjutnya disinghket BAS adaloh daftar kodefikasi
dan klasifikasi terkait transaksi keusngan yenop disusun secara sistemalis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan poelaporan keuangan
Pemerintah Dacral,

Hari adalah hari kerja,

Pazsl 2

keuansan Dacral: melipuari -

i

(1]

]

(3}

hak pemerninteh Daerab untuk memurgut pajak daerah dan retribus duerah
serta melakubkanpnjamarn,

kewajiban pemerintah Daerah untuk menyvelenggarakan Unasan
Pemerintahan Dacrah dan membayar tagthan pihak keliga;

Penerimaan Dacrah;

Pengeludran Dacrat,

wckayaan Dacrah yang dikelola sendirl atau olch pihak lam berupa uang, surat
verhargs, pludsemng, barung, serta hak lain yang dapal dinilai dengan uang,
termasuk kekavaan daseah yarg dipisahkan; dan/atan

kckayaan pihak lain yang dikuasal oleh Pemerinteh Daerah dalom  ranghka
penvelengparaan tuges Pemerintahan Daersh den/slso kepeotingan anmmam,

Fazal 3

Pongednlaan Keuwangan Daerah dilakular  secara tertib, efisien, ekonomis,
sfeleif, transparan dan  bertangmung awab dengan  mempechatikban rasa
leeadilan, kepaiuwan, manizat untuk masvarskat, serls leal pado ketentuan
peraturanperundang-undangan.

Pengelolaan  Keuangan Doerah  schagmimana  dimaksud  pada  avat (1)
diwujudikan dalam AFPBED.,

APBED schagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan dasar bag Pemerintah
Dacrah unluk melskukan Penerimaan dan Pengeluaran Thaerah,
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BAB U
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Paxal 4

Waiikota zelalu pemegang kokuasasn Pengelolasn Keuangsno Daerah dan
mewakili DPemerintah Doerah  dalem kepemilikan  keleayaan dacrah yang
chipnsahkan.

Pemepang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirmedksiad
pada ayat (1} mempunyai kewenangan :

.

b,

menyvusun rancangan Persloran Daerah  teniang AFBO. rancangan
Peraturan Dacroh tentong perubahan APBD dan rancangan Poraturan
Dacran wenlang periangeungawaben pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APDBD, rancangan
eraturem Daerah tentang porubahen APBD, dam rencangan Peratoaran
Daerah lenlang portanppungiaweban pelaksanaan AFPBD kepoda DPRD
untuk dibahas bersamas;

moneteplian Pernrturan Dacrah lentang APBD, Peraturan Daerah tentang
perutimhan APBD, dan Peraturan Dacrah tentang portanggungiowaban
pelaksanaan APBD vang lelah mendapat persctujuan bersames DPRD,

menctapkan kebijalian terkait Pengelolaan Keuangan Dacrah;

mengambil  tindakon  tertrmtu dalam keadaan  mendesak tr:r]ca@t
Penpgelolaan  Keuangan Daersh yang sangast dibulubkan oleh Daerah
dan/atau maﬁ}-u:'nlm.t:

menelapkan kebijakan pengelolaan APRID;
menelapkan KPA;
menctaplkan Bendabora Penerimaan dan Bendahara Pengrluaran;

menetapkan pejabat yang berlugas melakukan pemungutan pajak daerab
dan retribus: dasrah;

menetapkan pejabat vang bertugas melakckan pengelolaan tang dan
Piutang Daerakl;

menetlapkan pejabat vang bertugas melakukan pengujian alas tagihon dan
mermerintahlkan pembayarar;

renslapkan pejabat lainnya dalam ranghs Pengelolaan Keouangan Daerah
sesual peraturan peruncang-undangan;dan

rnelolisanalian  kewsnangsn  lman sesual dengan ketontuan  perstiran
peruclang-undangan,

Dalam melaksanakan kekuasasn sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
Walilcota melimpabhkan sebagian atau seurub kekudsasnnya yang berupa
perencanaan, pengangearan, pelaksanaan, penatausabasn, pelaporan dan
pertangpungiawehan, serta pengawasan Keuangan Dacrah kepada Pejabat
Peranpgkat Daerah,

Pejabar Perangkat Dacrah sebagsitnans dimaksud pada ayar (3) terdint atas |

a

b

-

L.

Sekretaris Dacrah selaku koordinator Pengelolaan KcuanganDacrah;
Kepala SKPED aclaka PPRD:dan

Kepala SKPD sclaku PA,
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Pelimpahan schagian atau seluruh kckusssan sebagaimana dimaksud pada
ayvat [3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan anfard yang
memenniahlkan, mengyt, dan menerima, atau mengeluarkan vang.

Pelimpahan kokuasnen  sebagoimans dimaksad pads syatl (3} diletapkan
dengan RKeputusan Wahikola.

Pasal 5

Walikota sclalou wakil Pemerintah Daserah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
vang dipisabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} berkedudukan
sebagai pemililt mndal pada perusabaan wmum daerah alau pemegang saham
pudo perseroan dacrah.

Fetentuan uengenai  Walikota selaku  wakil Pomerintah  Daersh  dalam
kepemilikan kekavaan dastah yung dipisahkan schagnimana dimaksud pada
avat {1] dilasksanakan sesuai dengan ketentuan  poraturan  perundang-
undanman.

Bagian Kedua
Hoordinator Pengelolaan Keoangan Daerah

Paaal &

Sekretaris  Daerah selaku  koordinator  Pengelolaan  Kouangan  Paersh
sehagaimana dimaksud dalaon Pasal 4 ayal (4) huroaf a mempunyal [HpRs
a4, koopdinasi dalam Peongelolaan Beuangan Daerah;

b, koordinasi di bidang penvusunan rancangan APBD, rancangan periibahan
APDD, dan rancangan portanggungjawaban peloksonasn APRLD;

r koordinss penyizpan pedoman pelabksanaan APBL;
memberian persetujuzn pengesahan DPA-SKPD,

2,  konrdinest pelalsanann tugns lainmva di bidang Pengelolaan Kevangan
Draerab sesusi dengan keenmuan peraturan perundang-undangan; dan

f. mermitnpuy TAPD.

Dialesnt  melaksunskan mgasnya  scbagaimana  dimaksud pada wyal
(1], kanrdinatar Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawsly kepada
Walikaota.

Begian Ketign
Pejabat Pengelola Kevangan Daerah
Pasal 7
Kepala SKEPED sclaku PPRD mempunyai tugas |
a  menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dacrah;

b menvusun raacangan Perauran Deerah tentang AFBD, rancangun
Peramuran Dacrabh tenlang perubshan APBD. dan mancangan Peraluran
Dacrah lentang perianggungiawahan pelalsananan APRDY

c.  melaksanakan prmounguian Pendapatan Dasrab yang telah diabur dadam
Peraruran Dacrah;

d  melaksanakan Dungsi BUD; dan

e melaksanaksn  bugss  lainnya gesual dengan ketentusan peratoran
perundang-undangan.
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PPRD dalatn melakssnakon fungeinyo seloku BUD sebupasisaans dimaksoad
pada ayat (1) hunit ¢ berwenang |

a. menyvusun kebijakan dan pedomarn pelaksanasn APBL;
b, mengesahkan DPA-SKPTY;
o malalukan pengendalian pelaksanaan APBLY,

memberikan  petunjuk  feknis  pelaksanaan  sistem penerimaan  dan
pengeluaran kas umun daerah;

¢. melaksanrakan persungutan pajak daerah;
enereiaphan SPD:

g-  menviapkan pelaksanasn pinjaman dan nemberian jaminan atas aama
Pemetintah Therah;

it melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangpan Dacrah;

Lo menyajikan informast keuanegan dacrab; Jan

1o melakukan pencdlsian dan pengesahan dalsm hal penerimzsn dan

Pengehuaran Daerah sesund  peraturen perundeng-undanszan,  tidak
dhlakubkan melabsi Rekeoing Kas Wissrn Daerah,

Pasal B
PPKD  selaku BUD mengusulkar  pejabat di lingkungan SKPED kepada
Walikota untuk ditetapkan scbagal Kuasa BUD.

Kuwus BUD  schegmimana dimaksud pada ayal (1) didetapkan dengan
Kepulusan Wakknls,

Kuasa BUD sebagaimana dimaksad pada avat (1} mernpaiyad (ugas ;

a, menyiapkan Anggaran Kas;

h. menyiapkan 3P0;

¢, menerbithan BP20:

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan peneclusran APBD oleh bank
dan/atan lemhaga keuanegan lainnva vang telah ditunjulk:

¢, mengusanakandan mengate danas yang diperlukan dalam pelaksanasn
APBILY,

f. meayimpan vang daerah;

g mecaksanakan penermpaianaiang dacrah dan mengelola/menatausahakan
invostosi;

h. meialkukan pembavaran berdasarkan permintaan PAYKPA glas Beban
APBLY:

1. mclaksanakan Pemberian Pinjaman Dacrah atas nama Pemerintab Daerat;
3 melakulian pengeloloan Usang dan Piutang Dacralhe dan

k., melakukon penagihan Piatang Daerak,

Kuasa BUT senapqimana dimaksudd pada aval (1} berianggung jawab kepada
FRPKD selalou BUD,

Pasal 9

Walileota atns usul BUD dapal menetapkan lebibh dari 1 {satu] Kunsa BULD i
hoglkungan SKPKD dengan perlimbangan besaran jumlah wang vang dilkelols,
bebun kena, lokaai, dan/atau rentang kendali,
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Bagian Keempat
Pengguna Angparun

Pazal 10

Kepalna SKPD sclaku PA mempunyal tiagas -
a. memrusin RKA-SKPLY

. menyusun DPA SKPT;

o,  melakiukan Undakan yvang mengakibarlcan  pengeluaran  oas  Beban
argearan belanma;

d.  melskaandkan anggaran SKPN yang dipimpinnya;

& melakiikan pengupian atas lagiban dan memerintahkan perebavaran;
f. melaksanakan permunguatan retribusi dacrady;
a

menpadakan tkatan/peran)ian kerja sama dangan pihak lain dalam batas
argearan yvang telah ditctapkan;

h. menandatangani SPM;

L meogelota Tang Jas Piulang Daerah yang menjadi tangoung jawab SKPD
vang dipimpinnyas

i menyusun dan menvampaikan  laporan keoangan . SKPT vang

dipinpcinyag;
k. mengawasi pelakssnssn anggaran SEPD yanp dipimpinnya;
. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

mn. meneiaphan peiabat lsmnve dalam SKPD vang dipimpinnya dalam renpgka
Pengelolaan Keuangan Dacrah; dan

rn.  mwlakeanzkan fugas lannya sesund dengon ketentuan  peraturan
perundang-undangai.

Pa bertangoung jawab atus pelaksansan mgas dan wewenangnys scbagaimanas
dimaksiyd pada aval (1) kepada Walikota melalui Sekretans Daerah,

Bagian Helima
Kunsa Pengguna Anggaran
Pagal 11
PA dapal mellnpahkean schagian xewenangannya kepada kepala Umt SKPD
selakany KPA.

Pelimpahan kewenangan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
perliimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atan rentang iendaoli.

Pelimpahan kewenangan sebapaimana dimaksud pada ayat (1 ditetapkan olen
Walilkows atas vaal kepala SKPD.
Felimpalian kewenangan sebagaimana dimaksud pada avar (1) metipuas -

a. melabukan Undakan yang mengakibetkan penecluaran atas Beban
anggaranbelsnja;

b, melaksanakan anpgaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
g melakukan pengujion atas tugihun dan memerintablan pembayanan;

d. mengadakan ikalan/perjanjian Kevja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetaplan:
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e, meaksanakan pemungutan retribusi dacrah;
mengawasl pelaksanaan anggaran yang menjadi tangsung jawabnya; dan

g, melaksanakan tugas KPA lamnya sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan sehagaimana dimaksud pada avat [9: KPA
bertangrung jawab kepada PA,

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sainan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 1Z

PASHPA dulem melskyenakan Kepialare meneleplan peabat nada SKPD /S Unit
AP aclalon PPTE.

PPTK sebagunitnana dirmaksond pada ayal (1) berluogas memlante ogas dan
wewenang PA fKPA.

Dalem meiaksanakan (Ugss dan wewenang sebagaimans dimaksud pacda aval
(2}, PPTK nertanggung jawab kepada PAJKPA,

Pasal 13

Penelupan PPTE sebapsirnang dirnaksed dalam Pusal 12 ayat [1] berdassrban
portimnbargan kompeicns: jabatan, besaran anpgaren Kegiatan, beban kerja,
fokasi, rentang kondall dandatau pertimbangan  objektif laincya  vang
kritarianva ditetapkan Waiikora.

PPTE schapaimnang dimmaksud pada daval (1} merupakan Pegawal ASN vang
meendadaki jabatan strukiural sesusl dengan tugas dan fanesinya,

Dalam hal bGdak lerdapal Pogawa ASN yvang mendudula pabaian siruldoral,
PASEPRPA dapat menciapkan pojahat fungsional amuam aclaloa PPTK yang
krlerianya dilelapkan Walikod,

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatansahaan Kenangan Satuan Herja Peranghkat Dacrah

Pasal 14

Kepala SKPD selaku PA menetapikan PPE-SKPD sehagzimana dimaeksud daiam

Pazal 1% ayvat {1) huraf k unhie melaksanakan furgsi tata useha kewangan
padas SKPIL

PPE EKPD sebuagoimeona dimnohsud pada avat (1) moempunval tagas  dan

WOWGIANE

a. melalubkan verifilkas: SPP-UP, 8PP-GUI, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukU
kelengkapannya vang diajitkan aleh Berddaham Pengeligiman;

B menyapkan SPM;

£

nclalkukan venfkae! laporan pertangeungjawaban Bendohara Penerimann
dan Bendahara Pengelaaran;

d. melakzsanskan Mangsi skoantansd pada SO dan

€ mmenyusan laporan keuangan SRPTE
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FPE SKPD sehagamimang dimabsed puds syvat {1} bdek merangkap scbhagad
pejalad dun peppwan vang berlugay reclukukan pemungulan pajak daerah dan
retribusl deerah, PBendahara Penerimaan, HBendahera Penpcelusran, dan/fastau
PPTH.

Bagian Kedelapan
Penatansahaan Keuangan Unit SKPD

Pagzal 15

Dalam hal PA melimpabkan scbagian kewenanganaya kepada KPA ksrena
perhmbangan sebagnimana dimaksud delam Pasal 17 avar [2), PA menetaplkan

PE Unit BKPFD untuk melaksanakan fungsi tata usabha keuanpgan pada Unit
BKPL

PPK Unit 3KPD :-a-r:l;mg:li.ma:m dlirma ks pmh.l Byl [T} miengranven pugas
a. melakukan verifilkas] SPP-TII dan SPP-LS heserta bukii kelengkapaninva
vang digjukan oleh Bendahara Pengelaaran pembantii;

b mooyiapkaon 3PM T dan 3SPM-LSE, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS veng
liajukan olch Bendahara Pengeluaran pembantil; dan

c. taelalnlean verifileasi lsporan periangpungawaban Bendahara Penenmian
pembantu dan Berwdohara Pengelusran pembanil,

Bagian Kesemhilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahasrs Pengehliavan

Pasai 16

Wallkots menctapkan Bendahara Penerimaan vntuk  melaksanakan fagas
kebendaharaan dalam rangka peiaksanasn anggaran pendapalan pada SKPD
atas usul PPRT? selaku BUD.

Bendahara Penerimasn schagaimans dimaksod pada avar {1) memilika tugas
datn wewenang monerima, monyimpan, menyetor ke Relkening Kas Umum
Drsernh, mennlzusahakan dan memperlanggungiaweabksn Pendapawan Deaerah
yang diterimanya.

Pasal 17

Datam hel PA mebmpahkan scbagian kewenangannya kepada Ki"a, Waliknta
dapal menetapkan Bendahatma Penenmaan pembantu pada unit kerja SKPLD
yanE bersangkutan.,

Betlabara Penerimaan pembantu eebogpimana  dimaksud poda avat {1)
memniliki tuges dan wewenang sesual deongan lingkup ponupasan yvang
diterapkan Walikota,

Pasal I8

Kepala BKFD atas usul Bendahsrs Penerimasan dapat menetapkan pegrwai
vang bertugas membania Bendahara DPenerimaan untok meningkatkan
efektifitas pengelolaan Pendapatan Dacrah,

Pegawar veng  bertugas  membeniu Bendahars Penorimaan sebepaimana
dimaksud pada ayvat (1} meloksonekon tugas dan wewenang scsual dengan
hnghup pemagasan vang ditetapkan Kepala SKPTY,
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Pasal 19

Walikols  giss wusul PPED menclupksn Bendahara  Pengelusran  untuk
melaksanakan tugas kebendaharsan dalam ranglen pelaksanaan anggaran
briania pada SKID,

Bendabara Penpeluarar scbapaimana dimaksud pada ayat (1) semalidt tugas

dan wewenang sebagai berilat :

a mengajuxkan permintaan penmibayaran mengegunalkans 3PP UP, 3PP GU, 5PP
T dan SPPLS:

b menerima dan memyimnan UP, GU dan TU;
¢ mclaksanakan pembayaran dart UP, GU, dan TU yang dikebdeoye;

rl  menolak perintah bavar dari PA vang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan ocerindang undangan;

e. meneliti kelengkzpan dokumen pembayaran;

1. membuat laporan pertanpmungawaban fecara admisusicalil kepada PA
can laporan pertangmengjawaban secara fungsional kepada BUD secars
penodik; dan

¥, memungul dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketenmian peratuaran
peruncang-undangan.

Dalam hal PA melimpahken kewenangannya  kepada KPA sehagsimsna
dimalksuc dalam Pasal 11 avet {1] dan ayvsl (2), Walikot: atass usul PPED
menezapkan Bendahara Pongeluaran pembantu.

Bendahara Pengeluaran fpembant sebapaimana dimaksod pada syat (3)
memilikl nagas dan wewenang |

. mengaiukan permintaan pembayaran menggunoakan SPP TU can PP L3,

b menerins dan  menyvimpasn | pelimpahan U dari Bendahara
Penpriiaran;

o menerima dan menyimoan T danBUD;
meluksanakan pembayaran  atas pelimpahan UP dan ‘TU yang
dikelolativa;

¢ menolzk pernntah bavar dan KPA vang tdak sesua denpan ketentuon
peraturanperundang-uncangan;

f  meneliti kelengkapan dokumnen pembayaran;

g memungut dan menyelorkan pagak sesual dengan ketentuan peraburan
perundang-undangan;can

b mcmbusl pocsn perlanegungawaban secars admimstatf kepada KPA
dan laporen perangpungjawasan sccarn fungsiona!l kepada Bendahara
Pengzluaran secara periodis,

Pasal 20

Eepola SKPD atas waul Bondahara Pongeluaran dapat menclapken pegawai
yang bertugas membanty Berelnbharn Penpefusran untuk  meningkeatkan
cicktifitas pengelalaan Belanja Dasral.

Pi_:ga.wai vang berfugas membaniu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) melakssnalkan tugas dan wewenanc sesuai dengan
lingkup penugnsan vang ditelaphen Koepala SKPD,
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Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendabhara Pengeluaran dilarang -

a.
i

(L)

)

(2

4]

melakitksn kegiatan perdagangon, pekerfaon pemboronpgan dan penjualun jasa;

herlindak schagal dan/ataw ponjamin atas kegiatan, pekerjaar, penjuslan jasa;
dan

rmenyimpan wang pada sustu bank atau lembaga keuangan lainnva aas nama
pribadi baak sccara langsung maupun tidak lapgsung.

Bagian Kesepuluh
TAPD

Paszal 22

Dalam proscs penyusunan APBD, Walikata dibknia oleh TAPD yvang dipimpin
oleh Scloetaris Paerai.

TAPD schapaimiana dinwksud pada ayal [1] wendivi sas Pojabal Perencana
Daerah, PPEKD, den pejabat lain sesual dengan kebutuhan.

TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyad tugas
A mombahas kebiyakan Pengelolaan Kevangan Dacrah;

b, menyvasun dan membabas rancanegan KUA atau raneanpan perubahan
KUA:

o, menmyasun dan membahas rancangan PPAS alaa rsncangsn poerubahon
AL,
d. meclakukan verilikasiREA-SKPD;

membahas  Rancangan APBIY, Rancangan Perubaban  APBD,  amn
Fancangan PertanppingawabanAPRT,

f. membahas hasil evaluasi APBD, TDPerubahan  APBD, atau
Pertangmingawaban APRTYH

g melakukan veritikasi rancangan DPA SEPD 'rancangan perubahan DPA
SRP

b menyispkan sural edaran Walitkola lentang pedoman ponyusanan  REA;
dan

Lo melaksanakan tugas lain scaual dengan ketehtiran peraturan perundang
Lialerpar.

Dalam melaksanakan tugas TAFD sebapaimana dimaksud pada avat (3] dapat
melibatlkan tnstanar sesia denpan kebutuhan,

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum
Penvusunan AFBD

Pasal 23

APBD  disusun  sesusm:  dengan kebutuhan  penvelengparaan Urusan
Pemerintahan Duserah yvang menjadi kewenangan Daerab dan kemampuan
Pendapatan Deerah.

APBD sebogaimana dimeksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani
KUA-PPAS vaug didasarkan pada RRPL,
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APBD mempunysl funpsy  otorisasl, perencanoon, pengawasan,  slokasi,
distribusi dar stabilisasi,

AFRE, perubaban APBD, dan pertanggungawaban pelakssnaan APBED scuap
tabiun  diletapkan dengan Peraturan Daerabh sesusi  denesn kectentuan
prerdlumn perundang-undangan.

Pasal 24

Serioud Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Daerah dalam benluk sng
dianpearkan dalam APBL.

Penenimaan Dacrah schagamana dima ks pacds aval (1} lerdind atas
g. Pundaparan Dacrah; dan
b, penenmasn omoiavaan daerah.

cngeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada avart (1) toocisi atas
. Belanja Daesrahgdan
b pengeluaran Pembiavasn daerah.

Peperrndian Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimalksd
pada ayat [2] merupakan rencana Pencnimaan Daerah yang (eralur secsrs
rasional yang dapat dicapai untult setiap sumber Penerimaan Daersh dun
berdasarkan pads ketertuan peraturan perundang-undangan.

Penpgelusran Dacrah yveng disnggackan dalarn APODD sebagaimana dimaksuad
pade syal (3) merupaksn rencana Pengeluaran Daerab sesuad dengan
kepastian lersedianya dana atas Penernmaan Daerah dalam jumlah yang
Cukiap.

Seuap Perweluaran Daerah sehagnimara dimeksud pada ayat (3) harus
memilikl dazar huabum vanpg melandasinga,

Belumak Pencrimaan Daeraly dan Peopeluaran Doerah sebagaimans dimaicsad
pada ayal (1) disnggarkan secara bruto dalam APTID,

Pazal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata usang rupiak.

Pasal 26

AP merapacan dasar Pengeloloan Keuangan Daerah dalam masa 1 [satu) tahun
argearan sesual dengan undang undang menpenal kewanpan nesars.

(1]

Bagian Kedus
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

APRI) menapakan sati kesatuan yang terdin atas :
a. Pendapatan Daerah;

b. Nelanja Dacrah; dan
c.  Pembiavaan Dscrah.
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ATBD scbagaimana dimaksud pada ayat [1] dilddosifikasilean menurat Urusas
Pemorintaban  Daerah dan Oreaoissesi o vene  dieapkan sesial  dengar
ketenhian peroturan perundang-undangain,

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemnerintabun Deerah dan Organisasi
sehagaimana dimaksud pada aval (2) disesuaikan dengan kebatuhan daerah
berdasarkan ketentuan peraburan perundang-undangarn.

Pasal 28

Pendaparan Daerah sebapaimans dimaksud delam Pasal 27 ayat (1] hasron a
melipnan sermue penerimaan vang melalu Hekenime Kas Umarn Daerah yang
L:dak perlu dibavar kembal: oleh Dacrah den pencernimaan lainnys yvang sesua
peratiran  perandahg ndangan  dialen sebhagsi penambah ekantas yang
nerupokan hebk daerah dolam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanjs Daeralr scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayet (1) hural b
metiplati semua penpgeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang tidak
perla diterimma kemball oleh Dasrah dan pengeluaran lainnya yang sesual
perafuran perandang-undangan diakui sebagal pengurang ckuitas vang
meripalan kewajiban daerah dalam 1 {satw) tahun anggaran.

Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1) horwl ¢
pichiput  scmua  pencritcaan  vang  porlu dibavar  kembali dandalau
pengeluaran yvang akan diterima kembali, batk pada tahun anpggaran yang
berkenaan meaupan pada tahurn anggaran berikutnya.

Bagian Hetiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Perplapaia Deernh divioei oeeoorui Urssan Pomnennuahan dacrah, organisasi, jenis,
chyek dan finclan obyek Pendapatan Daerah,

Pas=al 30

Pendapatas Daerah terdirl atas ¢

il
b

e

I

2]

pendapatan asl dacialy;
pendapatan transfer; dan

Fain-tain Pencapatan Baerah vang sah,

Pagal 31

Pendapatan ash Daerah sebapoimona dimeksud dalam Pasal 20 hurl a
melipnti :

a. Pajak daerah;

by, Retribwlai daerah;

. humil pengelolaan kekayaoan daerah vang dipisshkon; dan

d. lain-lain pendapatan asll dacrah vang sah.

Pendapaian pajal dacrah can reribusi dacrabh schagaimeana dimaksud pada

avel (1) boral & deo baraf b melipol pendaprisn sesuar dengan kelentoan
perailran dacrah vang medgaliy mengenal pagak daerat: dan retribusi daetats,
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(3}

(1)

Husl pengelolaan kekavoan dasrab yang dipisahkan sebognimoma dimalsud
padu gyal (1) hurul ¢ merupakae Peoeritnaan Doerah atas hasii ponycrtaan
modal daerah,

Lain-lain pendapatan asli Daerah yvane sah sebapainana dimaksad pada aval
(1) haruf d terdin adas

a.  hasil penjualary BMDO vane ldak dipisahian;

b.  bhasl pemanfantan BMD vang tidak dipisahkan;

. hasl kerja same dasrah:

d. jasa giro;

e.  hasil pengelolaan dana bergulir;

i pendapatan bunpa;

g, prnerimaan atas cuniulan gand kerugian Keusngan Daerah;

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain schagai akibal penjualan,
tulkar-meonukar, hibah, asuransi can/atau pongadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimssan ain scbagal akibal penyimpanan
uang pada bank, penecnmasan dan nasil pemani@atan barane dacrak ataul
dar kepiatan lainnya merapakan Pendapatan Dasrah;

1. perermngan keunbungsn darnn selisik nilan ke rupiah wrhadagp mata
UMDY ASIRE;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksonasn pekeraan;

k. pendapatan denda pajak daerah;

|.  perndapatan denda retribusi dacrah;

m. pendapoatan hasil ekseloasi atas jaminan;
n. pcrndapaton darl pengembalian;

. perdapatan dari BLUD; dan

p. perdapatan lodnnya sesual dengan  ketentuan peratran  porandang-
undangan.

Pusal 32

Proeirilah Daeraly ditararg ¢

.

L.

1)

2]

melakukan pun@itan atai vang disebut nama lainnva vang dipersamakan
dengan pungutan di uar vang diafie dalam andang-undang dan

melakukan pungutan yang menyebabkan ekoncmi biaya tinggl, menghambat
mebilitas penduchik, laiu lintas basang dan jasa anear daerah, dan kegialan
ekspor/impar yang merupaban program stralegis nasional

Pasal 33

Dalam hal Walikota melakuzan panguian aten yang disebul nama lainnya
schagnimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf 2 dilenar sanlesi administratit
ticladke dibavarkan hak-hak keuanganioya vang diamgr dalam  kKetenfuan
penmdangamndangan selama 6 (enam) bulan,

Balam hal Walikota melakikan pungitan sehapaimana dimaksud dalam Pasal
32 haraf b, dikenai sanksi administratif sesuai denpan kelestuan peratiaran
perundang-undangai.
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Hasil pungutan alau vang discbul nama lainnya yang dipersamakan dengan
puneutan yang dipuneut olsh Walikota di luar yang dianur dalam undang-
undang schagaimana dimaksud pada ayat {1] wajio disetorkan scluruhnya lea
lcas nogaTa.

Pazal 34

Pendapatan transfer sebageimana dimaksud delam Pasal 30 hural b melipus
a. i{ransler Pemcrintah Pusat;, dan

b,  transfer antac-dacral.

‘Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burcf a terdin
wlos ©

a. dana perimbangan;

. dana inscntf dacrah.

Transfer antar-dacrah sebagaimana dimaksoud pada ayat (1) haraf b owerdici
ALAS -

a. pondapatan bagl bhasil; dao

b,  hantusn koouangan.

Pasai 35

Dana perimbangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 34 cyat (2 hurut a
terdiri alas |

a. Dana Transfer TTeum: dan
b,  Dana Transfer Khasas.

Diana Transfer Umum sebagnimana dimaksud pada ayat (1) buruf a erdin
atas:

a. DBH; dan
b, DALl

Dana Tronsfer Khusus sebagaimana dimabeed pada aval (1) bamd b oterdir
ALAS

4, DAK Fisik; dan
.  DAK Non Fisik.

Pasal 36
DBH sebagrimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) hoeo! a bersvmber dari ¢
a.  pajak; dan
b.  sumber dava alam.
DBH vang bersumber dari pajak scbagaimana dimaksud pada ayar (1) haraf o

toemchm alas

a. pajak bumi den bangunan scklor perkebunan; da
b, Wajil Pajak Orang Pribadi Dalam Negeari.
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Pasal 37

DAL]  Lersuarnber  dar pendasatan APBN vang cwalokasizoan dengan  tujuam
pemeratsan kemampusre keusnzan antar daerch untck mendonod kebutaban
dacratl dalarn  ranghkd poeiaksangan deserilcalisast sesual dengac koicntuan
peraturan perundang-undangan,

Pagal 32

Darna Transfer Khusus sebagaimana dimaxsod dalam Pasal 35 avat (1) hural b
bersumber dari APBN vang dialekasikan pada Dacrah mmtok mendzna Kegiaian
kkhusmus vang merupskan Urusan Peinerintebir WELELE ﬂl&ﬂjtt-:[l kewenangan dacrah
vang, ditelapkan olehy Permeriniah Posal sesus: dengan ketentaan peraturan
perundang-undangas.,

Pagal 39

frana inscntif dacrah schagaimena dimaksud dalaen Pasal 34 avat (2 huraf b
bersumber dari APBN yang diglokasilem kepada Daerals lertents herdasarkan
kriteria tertentu dengan tujuan untuk memborikan peoghargsesn sles perbaikan
danfataw pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 40

Pengaickasian Transfer Pemernamh Pusat sebapaimana dimaksud dualam Pasal 24
avat (1} humaif a dilaksanakan sexaat ketentuan persturan prrunduang-undangan,

Pasal 41

Pendapalan bam haml sebapairnans dimmaksuid dalam Paszai 33 BYEL [3} nuruf a
merupakan dana yang bersumber der Pendapaian Duersh yong dalokasikan
keoads Dacrads lain beedasarkan  angka  persentase  ertenfy sesual dengan
ketentusan perateran perundsneg-undangat,

Fasal 42

1 Bantuan keusngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat [3) hurud b
meripakan dana yang diterima dari Daerab laicnyva baik dalam rangka kerja
sarma  dacrah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atan
tujuan wereentu lainnya.

Kl Bantuan keuangan sebagaimana diunaksud pada aval (1) lerdin atas ;
a.  bantuan keosngan dorl Deerah Proving; dee

b, hantuas keuangan dari Daerah.

Pasal 43

Lain-lein Pendapatan Dacrah yong sah sebogaimann dimebisud dalam Pasal 340
hurul & melipuli ;

a. hibah:
b, dana darmwat, daafatao

o, lin-lwin pendapatan sesual dengan celentiuan poraturan porundang.
undarean.
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Notnembklaior Program dalam Belania Daerah serwa indikartor capoian Hosil can
mdikator capaian Kclaarar vang didasarkan pada prioritas nasiomal disosoe
berdasarkan oomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil
dan indikator Keluaran sesuai dengan letenivan peraturan perundasane-
undangsan .

FPasai 52
Klesifilkasi Belanja Daerah tordini atas -
4, belanja operasi;
b,  belanja mmodsl;
belanja tidak terduga;dan

c. belanja trangier.

N

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf & merupakan
pengeluaran angearsn untuk Kegiatar sehari-hari Pemerintah Dasrah veng
memberi manfaal janpgks pendek

Belanja modal sehagsimana dimaksud pada avac {1} hurwf b merupalkan
pengeluaran anggeren untuxz perolchan asct terap dan aset lainnve veng
meiibert manlaEal lelsh dar 1 {satu) periode akuntansi.

Belanja Lefak terduga sebagaimana dimaksud pada avat (T huraf o merupakan
pengelua-an angearan watas Beban APBD untuk keperhian darural termasok
keperluan mendesak yvang tidak dapat diprediksi sebehimoya.

Pazal 53

Belanja operasi sebagaimaonag dimadisnd dalam Pasal 52 avat (1) harnaf a dirinei
HTAS OIS |
a  ovldanja pogawai;
b Lelanje borang dan jasa;
e oelama bungas
d belanja subsidi;

belanja hibah; dan
f belanja bantuan sosial,

Belanja modal sebagaimana dimakesad dalam Pasal 52 avat (1) huraf b dirinei
atas iems belanja modal.

Felanga Ldak lerdugy schagaimana dimaksid dalam Passl 52 ayat (1) huruf ¢
dirinei atas jenis belanga tidak terduga.

Belanja transler schagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat (1) hamef d divinei
AlAn jemis s
A lbefangs begn hasil,dan

h belania banlann keusangsn

Pasal b4
Belnnja pegawai achagaimana dimaksod dalam Paszal 53 avat (1) burul a
digunakan untuk menganggarkan kompensasi vang dilelapksn scsual dengan
ketentuan peraiuran perundang-undangan.
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Kompensas  scbagnimana dimaksud pada avat (1) diberikan  kepada
Walikota /Wakil Walikota, pimpinan fanggota DPRD, dan Pegawad ASN,

Belanja Pepawai ASN scbagnimana dimaksud pada avai (1) dianpgearkan pada
belarga SKPD bersangkutan sesuai denpan ketentitan persturan perunduang-
undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daersh dapatl memberikan tamhbahan penghastlan kepada Pegawnd
ABN dengan memperhaitkan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesual dengan RKetennlan peraturan perundang-undangan,

lambahan penghasilan sehagaimana dimaksud pada avat (1) dibenkan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, lempdal berlugas, kondisi kerja,
kelangkaan prodesl, presias kera, danfatan pertimbangan objelaif lainnya.

Pemberian tambahan penpghasilan kepada Pegawal ASN deeral sebogaimana
dimaksud oada avel [2) diatur dalam Peraturan Walikota scsuai dengan
keotontuan poraturan perdidang wcodurgan.

Pasal 56

Belanja barang dan jesa sebagaimana dimaksied dalam Fasal 33 avat {15 huoraf
b digunakan untuk mengenpgarksn pengadasn barsng/iasa yang nilai
manfaatnya kurang dari {2 {dua belas} bulan, termasuk barang/jasa yvang
alenn disershkan atau dijual kepada magyarakat/ pihak ketiga.

Poagadaar baraog/jase sebagpirmang dimaksud pada ayal (1) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegialan Pemerintahan Daeral,

Pagal 57

Felanjn bunea sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) hursf © digunakan
unitith mengsangeathan peombayaran bunga lang yang dihitung ates kewajibon
pokok Ulsng berdaearkan peganyian pinjaman.

i1}

12}

&

2

Pasal 58

Belanja subsidl sebagaimana dimaksvd dalam Pasal 53 ayat [1) haraf d
diptineban apar hargs jual produksi atau jasa yvang dihasilkan oleh BUMN,
BUMD dan/ataw badan wusaha milik swasta, sesuan dengan  ketenuan
peralliran perundang-undangan schingga dapat terjanegkau alehmasvarakat.

BUMN, BUMD dan/stau badan usaha milik swasta sebagnimana dimalkesnd
pada aysl (1} merupakan badan vang menghasilkan produk alau  jesa
Polavanzn Dasar masyarakat,

BIIMN, BUMD, badan usaba mbk swasta, dan/ataa badan hnkom fain
sebagaimana dimaksud pada avat {2) vangz ekan diberikan subsidi 1erlebih
dabulu dilakukan audit keuangan oleh kantor alnantan puhlik sesual denpan
ketentvan peraturanperundzrg-undangan.

Hasil awdit schagaimana dimalksud pada  aval (3] merupakan  bahan
pertanbangan untuk memberikan sulbaidi.
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Dalam ranghka pertanggungjawaben pelsksanaan APBD, penerima subsidi
sehagaimana diusaksud  pada aval (1) wajitb  menvamprilan  aporan
pertanggungjawaban pengpunaan dana subsidi kepada Walikois,

Eelenbaan Iesih lanjut mengenai tats cara pemberian dan pertanggungjawaban
sunsidi diatur dalam Peratiran Wabkots sesuai dengen ketenlnan peraniran
prriadang-1andangsarn.

Pasal 59

Belanja hibah sebageimana dimaksud dalam Pasul 53 svat (1) hural o
diberikan kepada Pemerintaby Pussat, Pemerintah Daerabh lainnys, HBUMDN,
BLMLD, danfatan badan dan lembags, serta organisasi kemasvarakalan vane
berbadan  hulum  Indonesia, yang  sccara spesifik elah ditetapkan
peruntukannya, hersifal tidak wajib dan tidek mengikal, serla tidak sccara
erus menerus setiap tahun angearan, kecuali ditentaxan lsin sesual doengan
ketentuan peraiuran perundang-undaligan.

Pemiberien hibeh sebapumana dimaksad pada avat (1) dinguxan wuntak
menunjang pencapaian Sassaran Propram dan Kegiatan Pemesintah Daerah
sestinl  kepenlingan Decrabh  dalam  mendukung  lerselenpgaranys Turgsi
pemerintahan, pembangunoen dan kemasyarakaten denpan memperhatikan
uaas keadilan, kepatutan, rasionalitas daa manlaat untuk masyeralkat,

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat [1] dianggarkan dalan APBD
sesllal denpan kemampusn  Keuangan  Daerah selelah  memprioritaskan
pemeniuban belangs Urusan Pemerintahan Wajib dan Irisan Pemenintahan
Pihhan, kecuab ditentukan  lain  sesuai dengsn ketentusn perataran
perundang-undangan.

Pazal 60

Beanja bantuan sosial scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 298 avat (1) huruf |
dipunaken untuk menganasarkan pemberian bantaan berupa uzne dan/fasau
Larang kepada individu, keluarga, kelomipok dan/atsu masyarakat yang
sifalnya bidsk secarn terus meneris dan selektl vang bertujuan uiraiz
melindung dan kemungkinan terjodinya resiko sosiaf, kecuali dalam koadaan
tertenta dapsat berkelanjutan.

Keadasn terientu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diartikan babwa bantuan sosia! dapar ciherilkan setiap tahun angearan sampei
penenins bantuan iclah locpas dar resiko sosial.

Belanja bantuan sosidl scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dianpgsrkan
dalam  APBD  sesuai dengan kemampusn Keosnpan Doeroh seteloh
mempriorilaskan pemeonuhan belanja veusan pemoerintahan wajib dan wusan
pemerinlaban phhan, kecuali ditentukan lain sesual dengan ketertuan
perAatlran perundang-undangan.

Pazal 61

Helanjs modal sebapaimana dimaksud dalam Pasal 52 avar (3} dipunakan
uttiuk mengsngegarkan pengeluaran sang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset wetap dan asct lainnya.

Pesgadaan ased letap sebagaimana dimaksud pada avatl (1) memenuhi kriteria
4. mempunysd mass manfaat lebib dari 12 {dua belas) bolan;
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B, dipunakan dalam Kegiaten Peaneninlahan Dacrah; dan
. hatas minimal kapitalisas: aset,

(3 Batas minimal kapitalizas asct schagaimana dimaksad pada avatl (2) harof ¢
diatur dalam Peraturan Walileota,

[ Aser lelap sebapmimana dimaksud pada ayat 2] dianggarkan dalam belanja
rodal sebosar harga beli atau bangun aset ditambaly selirub boelanja vang
lerkant dengan pengadaan/pembangiinan asel sampai saset tersebhut sap
diguararan,

Pasal 62
Phelarga mdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avar (3) mnelinuil

a,  belanja tanah, digonakan untsk mengangearkan tanah vang diperoleh dengan
malesnd untuk dipalkai dalam kepiatan operasional pemenntak dan dalam
leondisi siap dipakad;

k. belanmja peralatan dan mesin, dignnakan aniuk mengangesrkan peralatan dan
messin mencakup mesin dan kendaraan bermoior, alal eleklrondle, mventanrs
kantor dan peralatan lainnys yang ailainya signiikan dan masa manfaatnya
letnh dart 12 [daa belas) bulan das dalam kondisi siap pakad;

. belamia bangunan dan gedung, dicunakan poiuk mengangparkan pedong dan
bangunan mencalup seluruh pedung dan bangunan vang diperclel: dengan
mak=sud uatuk dipakai dalam kegiastan operasional pemerintah den dalam
kondisi siap dipakai;

. belanja jalan, wigasm, dan jarngan, digunokan untue menganggarkean jolon,
irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun och
pemcrintaly scrta Jdinilikl danfaing dikuassd oleh pemerinieh dan dalam
kondisi siap dipakai:

e, belanjn nsel tetap lainnys, digunaken untulk mengangrarkan aser tetap lainnya
Henah g dsel lelap vang Udak dapac dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebapgaimans dimaksud pada humaf a2 =ampat dengan hurut d, yang
diparoleh daen disnanfaalkan unluk kepiatan operasional pemerintah dan dalam
katdhisi siap dipakai; dan

f.  belanja aset lainnya, digunakan unluk menganeearkan sset tetap vang fidak
diguriakan untuk keperluan operasional pemerintan, tidak memenubi delinis
agsel letap dan harus cdisajikan di pos aset lainmyva sesvsi dengan nila
fercAatainia,

Pagal 63

Belanja bagi hasl scebapgasimmana dimaksud  dalan: Pasel 53 aval 1] Lorol a
dianggarkan dalam APRD} sesual dengan  kewenluan  perataran  perundang-
undangan.

Pasal &4

(1} PBclanja bantuan kevangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayau (4)
biurual T dibenkan kepada Daeral: lain dalam rangks kerjs sama daserah,
pemerataan peninglkatan kemoampuan kewosigon danfatao hyjuan fertentu
latrnya.
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Bantaan lkevangan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapsl diangearkan
seaual kemampuan Kouangan Dacrah sclelah memprioriteskan penienulban
belargn urusin pemenatahan wajib dan vrsan pemenntahan piihan sera
alukasi belanga vang diwapbkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesual dengan keteniusn peraturan perundangs-undangan.

Hantuan keuanean sebagaimana dimaksod puda ayat (V) terdini atas

4 banoean kevangan antar Daeral kabupalen  kots,

b bantuan Keuvanpsn Daersh ke Provinsi donforon provinei  Inismpe:
dat/atau

C mantian Keuanean Daersh kepads Kelumban,

Bantuan keuangan sebagaimara dirnaksod pads avat (3) bersifar umam atau
khusus,

Perantukan  dan pengelolasan Lanlosn kewangan vang bersilai umuoem
scbagaimana dimaksad pada ayat (8) dizerahkan kepads Pomerintah Dacrah
penerima bantaan,

Peruniukan banfuzn keuanpan vang bersifal khusus schagaimana dimaksud
pada ayat (4] ditetepkan eleh Pemetiniah Dacrabh pembern bantuan dan
pengelolonnnya diserahken kepeds penerima baniuan,

Pemiborl bantuan keuangan bemsilal Khiusos seliagairmana ditnaksud pada ava
(£} depat mensyaratkan pehvediaan darna pendamping delam APBD,

Pasal 65

Belanja nidak ferdhige sebagaimens  dirmaksud dalam Passl 53 aeat (3
mernipakan pengeliaran angparan atas Boehan APBT cntuk keadaan darnamat
termasuk keperliuan mende=ak seria pengembalian atas kelchihan pembayaran
atas Denedmann Daerah tabhun-lahun sebelumnya.

Dalam hal helanja ldek lerdugs sebagsamana dimaksud pada ayat {1] aidak

inencukup:, menggundkan ;

a dang dan ham! penjadwstan olang capatan Program doan Kegintan lainnyen
sl pengeluaren Pembiayasn delam iahun angearan begjalan; danfatan

3 memantaatian kas wAarg terserin

Penjadwalan ulang capsizn Program dan Kegiaton sebogoimana dimaksod
pada ayval (2) hurud o diformudasikan terlebih dabualu dalam Porubahan DPA
SKIPD.

Pazal 66

Eeadaon darurat sebagatmana dimaksiid dalam Pasal 65 avat {1} melipnos ¢

a.  bencona alam, bencuna non-alam, beneana sosial dan/atau kejadics iuar
biaga;

b pelaksanaan operasi pencarian dan periolongan; dan fatan

o korusakan sarana ) prasarands vang dapat mengpanggu kegiatan pelavanan
publilc.

Eeperivan mendesak sebepgaimans dimaksod dalam Pasal 65 avat (1) melipu -
2 kebutuhan doeroh delaom rangks Polayanan  Daser masyarakal vang
anggaranaya oehom teosedio Jdalam ahun anggaran berjalan;
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L. Belanja Daerah yang bersifat ruengikai den belanje yang bersifar waiiby;

o.  Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemeriniah Daerah dan
Hedak  dapa diprediksikan sebelumunyre,  serts amaenat peraturan
perundanp-undangan; dan/atau

d. Pengehiaran Daerah lainnyve vang apebila ditinda aksn menimbulkan
kerigian yang lehih hesar bag Pemerintah Daerah dan fatao masyarakat,

Kriterig keadssn darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayvat {2 ditctapkan dalam Persturan Tlacrah tentang APBD
Lubyun berkenaan.,

Fengeluaran  unluk mendans  keadaan  darural yvang  belum  lersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahuhy dalam RKA SKPD, kecuali untuk
ebiituhan tangeap darurat bencana, konflik sosial, dare fatan kejadisn luar
binsa.

Belamja untuk kebutuban tanggap darvrat bencane, konflik sosial, dan/fatau
kepdian huasr biass sebagaimana dimaksud pada avarn (4) digunakan sesuai
dengan Kelenluan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk mendsnal keperluan mendesak yvang belum  tersedia
anggarannya danfatau bdak cukup tersed: anggarmannya, difvrmulasikan
terlehit dabinslo dalam RKA SKPD dan/atar Perubahan DPA SKPD.

Bapian Kelima
Pembisyaan Dacrah

Paragraf 1

Umum
Fagal 67
Pembiavaar Daecrah sebagaimana cimaksud dalam Pawal 37 avar (1) hura! o
terdir atas ;
A, penerimesn Pembiayaan; dan

b, pengeluoran Permnbinyaon

Pembiayaar daerah sebagaimana dimaksud pada aval (1) dirioc meiara
Urusan Pemerinitahan Daerzh, organisasi, jonis, ohwek, dan rincian obwek
Pembiavaar daerah,

Peneritnaan Pemblayaan daerah sebaga.mana dimaksud pada avar {1) huref a
bersumber dar :
a.  SalLPA;

b, pencairan Tana Cadangan;

e, hasil penjualan kekayaan dacrah vangdipisahlean:

d.  penermeaan PimjamanDacrah;

g penerimaan kembal Pemberian Pinjaman Daershdanf atag

f.  penerimaan Pembiayaan lainnya sesuam dengan ketertuan peraturar

perandang-undangan.

Pengeluaran Pembiaysan schagaimana dimaksad pada ayal {1} huraf b dapat
digunakan untuk Pembbavannm ;

a. pombayacan cicilan pekok Ulang vang jatuh tempo;
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penyeriasn modal daerah;
pembentukan Dana Cadangan;

S

Pemberian Pinjarnan Daerah; dan aie
c.  pengeluaran Permbiayasn lainnya sesual dengan ketentuan perabiran
porundang-undangan.

Pembinyaan nelo merupskan  sclisth  penenimean  Pembiayaan terhadsp
pengeluaran Pemblayaai.

Perrbiayann nen sebagaimana dinaksud pada aya: (5 digunakan untuk
menulup defisit anpearan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pr=al 68

SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3} huruf a bersumber dari

H.

=

cheodl B

£-

2

"!:|

4

pelampauan peneritngan PAD,

pelampauan pencrimasn pendapatlan transier:

pelampauan pencrimasn lain-fain Pendapatan Daerah vang sab;

pelempauan penenmaan Pembiayaan;

penghematarn belangg;

kewajiban kepada pihak  keliga sampai dengan  akhir lahun  belum
terselesaikan; dan/atan

sisn done akibat tdak lercapainys capaian farget Kinena dan sisa dana
pengeluaran Pembiayzan,

Faszal 69

Pencairan Dana Cadongan schapsimana dimaksud calam Pasal 67 ayal (3)
humaf b digwakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening ®as Umum Dacrah dalamm dabiars
angoaran yeng horkenasn,

Jiymilah TNana Cadangan sehapgaimana dimaksod pada ayat (1) sesum dengan
jumlah vang telak ditelupkan dengan Pereturan Daerah tentang pembenlukan
Dana Cadansan boersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan dalam | {salu} lanun angearan menjadi penerimaan
Pembiavaan APEBD dalam tahun angearan yvahg berkenaan.

Dalam hal Dana Cadanpsn sebagaimana dimebesid  pada avat (1] belum
dipunalan sesuai dengar perunlukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
dalam portofolio yang memberikan hasil fetap dengan risileo rendah.

Posisl Dana Cadangan dilaporkan sebagai Dagizo vang Udak terpisahikan dar
lgporan perangrungjawaban APBD.

Pepgounean atas Dana Cadanpan vang dicsirkan  dar tekening Dana
Cadangan ke Rekening Kas Umum Dacrah scbagaimana dimaksud pade ayet
1) diangparkan dalam SEPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain scsusl dengan kotentuan persturan perandang-undangan .
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Pasal 7O

(1] Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkon sebagainana dhirnaksund
dalam Pasal 67 avat (3) huraf ¢ dilskokan sesual dengen ketentuan peraburan
peruandang-undangan.,

{3} Penerimazn atas hasil penjoalan kekayean cacrah sebagaimana dimaksuid
pada ayel (1) dicatat berdasarkan buki penerimaan yang sah.

Pasal T1

(1] Pensrimaan Pinjaman Daerah scbagaimans dimaksod dalam Pasal 67 ayal (3]
huraf d didasarkan pada jumlah pimjaman vang ekan diterima dalam tabun
anggaran berkenawn  sesuai cdengan  yeng  ditetapkan  dalam  perjanjian
pinjaman bersanglouian.

{# Penerimaan Pinjaman Dacrab sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dapai
hersumber dan

a. Pemerintah Pusal;

h. Pemennlah Daetah faimn,

v, lcmbaga keuangan banlk;

d. lembaga kcuaapan bukan bank: dan/fatau
e.  masyarakal.

{3}  Penecrnimaan  Pinjaman  Desrah  schagmmana  dimaksud  pada  ayat (1)
dilaksanakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 72

Penerimaan kembali Pomberan Pinjaman Daerah sebagaimana dimakeswd dalam
Pasal 67 ayat (3} hurul ¢ digunakan untuk netrganggarkan penerimaan kernbill
pinjprman  vang diberikan  kepada pibak pencrima pinjaman  sesuai dengan
kerenman peraturan perundeng- andangan.

Fasal 73

Peaerimaan Pembiayasn lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peaal 67 ayat (3
huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayasn lainnya sesual
dengan ketontuan peraluranperiindang-undangan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 74

Pcmbavaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimacsud dedam Pasal 6F ayat {4
huruf a dipunakan untizk menganggarkan pembayaran pokok Wiang yang
dicdlasarkan pada jumlah yamg harus dibayvarkan sesual dengan porjanjian pogaiman
dan pelaksanaannya merupakan  priorites utame  dari scharub kewsjpibuan
Pemerintah Trasrah yang harus disclesaikan dalam tshun anggarsan berkenoan
bordasarksn perjanjian pirgaman,

Pasal 75

i1} Darrah dapat melakukan penyeriaan modal sebagaimana dopaksud dalam
Pasal 67 ayat (4] burar b paca BUMD dan fatav BUMN,
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Penyertaan modal Pemennish Daerah sebagsimana dimaksud pada avat (1]
dapat dilaksenakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah diteiapkan delam Feraturan Dacrah mengoens
penveriaan modsl dasrah bersanglastan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan scbelam
persetujuan bersama antara Walikowa dan PRD atas rancangan Peraturan
Deeral rentangAPBD.

Penvertaan modal sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual
denpan ketentuan peraburan perundang-undangan.

Pazal 76

“rmenuhan penvertaan medal pads lahun sebelumnya tidak diterbitkan
Persituran Daerah tersendir sepanjang jumiah anggaran penvertaan modal
tersebuit tidale melehibi jumish penyertaan modal vang lelak ditetaplkan dengan
Peraturan Dacrah mengenal penyertasn modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Dacrah akan menambeh jumlah pooyertaan modat
melebihi jamiah penvertaan modal yang welah ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah  mengenai penvertaan  modal, Pemeriniah Daerah  melakubkan
perubahar Peraiuran Daesrah mengenai penverlaan modal sesual dengan
keteatizon peraturan perundang-undangzan.

Paszal 77

Dana Cadangsn sebogaimana dimaksud dalam Pasal 57 awval (4] horoal e,
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebuiuhban pembanglanan
prasarana dan sarana daesrabh vang tidak capar dibebankan dalam 1 (sertu)
tahun angoaran.

Diana Cadangan achagaimans dimalsud podn ayat (1) dopat digunakan untuk
mendanai kebutuhan linnya sesusl peratoran pesindaig- vedangan.

Dana Cadangan schagaimans dimagsud pada ayat (1) bersumber dan
penvisihan atas Penerimasn Daerah kecuali dari :
. DAK;

b Pinjaman Daerah;dan

¢ penenmasn lain vang penggunaannya  dibatasi untuk  pengeluaran
tertentu berdasarksan kelenluan peraturan perundang-undangan,

Dana Cadangar sebagsirnans dimeksud pada avat (1] diccmpatkan dalam
rekening tersendin dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pombenmikan  Dana Cadangan  sebapaimaena dimaksud  pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraluran Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Peraturan Daerah schagaimana diteaksud pada ayvat (3) ditetapkan sebelum
peractiijuan bersamns anlare Wabkota dan DPRD atas rancangan craturan
Daezah tentang APBD,

Pasal 78

Pemberian Finjaman Deacrah schagaimana dimaksud dalam Pazsal 67 ayat [4)
huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah vang
dibwerikan kepada Pemerintabh Pusat, Pemerintah Daersh lainnya, BUMD,
BiUMDN, koperas dan/ataul masvarakat.
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Pemberian Pinjaman Dserah dilaksanakan setslah mendapat persetujuan
PR,

Persetizjuan DPRN sebagaimana dirmaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang
dizepakati dalarm KUA dan PFAS,

Ketentuan nengenai tata cara Pemberian Pinjaman Dacrah sebagaimara

ditnakesud pada avat [1) sarnpai dengan ayat (3] diature dalam Peraturan
Weablikola scsual dengan ketentuan peraluran perundang-andangen

Pasal 79

Pengehzaran Pembiayaan lainnya sebagoimans dimsksud delan Pasal &7 ayal{1}
huruf e disunaksan untak mengangearkan pengeasaran Pembiayasn lainnya sesual
dengan ketentuan peratiranperundang-tndangan.

-3

Bagian Keenam
Burplus dan Defisit

Paragrof 1
Um i

Pasal 80

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan angparan Belanja Daerah
mengaldbitkan 1egadinya surplus alau defisic APBD,

Dalan hal APBD  diperkirakan surphus, APRD dapal digpnakon untuk
pengchuaran Pembiavaan Dacrah ysnyg ditetaplan dalam Peraturen Dacrsh
tentange APED vang pelaksanaanonys sesual dengan kelentuan peraturan
perandang-undangEan,

Dalam hal APRD diperkirakan defisit, APBD dapat cidamai dari pencrimaan
Pembiavaan Dacrab vang ditetapkan dalam Peraturan Daerai tentang APBD
yang pelaksanaannya  sesual dengan  kelenfuan  peraturan perundang-
undangan,

Paragraf 2
Surplus

Pasail 51

Penpgpuiaan surolus APTID divtamakan untuke

A-
.

2
E.

pembavaran ciclan pokok Utang yang jatun tempe;
peryer ldan modal Dacealy;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Dacrah; danalan

pergeluaran Pembinyean  laanya  sesua  dengan Ectentuan  peruluran
perundang-undangan,

Pasal 82

Pemerintah Daerah wajib melapeorkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan
mertod vang menyvelenggarakan urusan pemerintaban i bidang kevangan setiap
semester dalam tahun anggaran berkenasn.
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FParagraf 3
Defigit

Pazsl B3

Batas maksimal jumlah kumulatit defisit AFBL: dan hatas maksimal defisif
APBD wvang diblayal dari pinjaman dacrah ditelapkan oleh menlert yang
menyelengearakan urnsan pemerintahan di bdang keuangan paling lambat
sulan Agustus untuk tahun anggaran beribatonya

Pemcrintah Daerah wajin melaporkan  posisi defisit APDDR  scbagaimana
dimaksud pada ayar {1) kepada Menteri dan menteri yang menvelengzarakan
urusan pemerintehan di kadang keaangan setiap semester dalam tahun
angearan vang herkenpan.

Chubermur melakukan pengendalian delisic APBD  berdssarkan  penetapan
scbegaimana dimaksud pada ayal (1] pada saat cvaluasi werhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBL),

Pazal B4

Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus dapat ditutup dari
Pombiavaan neto.

Pembistyaan nelo sebapgai dimalksud pada aval (1} merupakan sclisib anlara
pencrimann Pemhbiavaan dengan pengeluaran Pembiayazn.

BAE IV

PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELARJA DAERAH

Baglan Hesatu
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara
Paszal B85

Walikola menvusun rancengan KA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengoou pada pedomen penyusunan APBD.

Pedoman penyvusunian APBTD sebagaimans dimalesud pada ayat (1) ditctapkan
oieh Menteri scwelah berkoordinas) dengan menten yvang menyelengearakan
urusan pemerintahan di krdang perencanaan pembangunan nasionak dan
menter vang menyvelenggarakan uriisan pemeriniahan di bidang kewangan

Rancangan KUA achagaimarna dimaksud pada ayat (1) memuaat
a. kondisi ckenomi makso daerab;

b,  asuwms: peovusunan APGD;

c.  kebijakan Pendapatan Daerah;

¢, kebijakan Belanja Daeralby,

. kebijpkan Pembicyuan Daerah; dan
. strategi pencapaian.

Bancangan PPAS schagaimana dimaksud pada ayvat (1) disusun dengan
tehapan :

. menenluksn skala prioritas pembangunan daeran;
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5, menentukan prunilas Program dan Kegalsn untul MAasing-musimg (5mussmn
ving disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum
dalarm rencana kerjd pemerintah sedap tahun; dan

Tl

menyvusin capiian Kmerjs, Sasaran dan plafon anggaran sementars
uotuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pazal 86

Walikota menyvampaikan rancengan KUA dan rancangan PPAS sebagaimabn
dimaksud dalam Pasal 85 pada avat (1] kepada DPRD paling lambat minggu
eedua budan Juli untulk dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dan
PRI,

Kesepakatan Lerhadap rancangen KUA dan rancangan FPAS sebagallrana
dimaksud pada ayst (1) ditandalangani oleh Walikota dan pimpinan DI'RD
paling lambat munggn kedua bulanAguasias.

KUA duan PPAS vang telah dizepakati Welikora bersama DPRD esebagaimana
dimaksud pada ayat {2) menjadi pedoman bag perangkal dacrah dalam
momyusin REA SKEPLD.,

Tats cors pombabasan rapesngan KUA dan rancangon PPAR sebapuimana

dimaksud pada ayal (1) daog eyal (2) dilakakan scsual dengen ketentuan
perafiran perundang-undaongan.

Pazal 87

Dalam hal Walikota dan RPRD tidak menvepakali bersams rancangan KUA dan
rancangan PPAS sebapaumann dimaksud dslam Pazal 86 avat (1), paling lama ©
[cnam] mingpu seak roncongan KUA dean rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD, Walikule menyampaikan Rancengan Perafuran Dacrah tentang APBD
kepada DPRDY berdasarkan REKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS vany
disusun Walikola, untuk dibahas dan disetgu bersama antara Walikola dengan
DEFRD scsuai denegan kerentuan peraturan perundang- urdansan,

4]

(3

Pasal B8
Kegiotan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 85 syat {4} bundd b dapal
dianggarikamn :
a.  umiuk | isatu} ahun anggaran;atau

. Tebiib dari } fseiu) ahun angearan dalam bentuk Kemalan Tabun Jamak.

Kegiaran Tahun Jamak schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bharas

memenhi kriteria paling scdilat :

A, pekerjaan konstruaksi atas pelaksanasn Kegiatan wvang secara toknis
mervpakan samu kesatuan untuk menghasilkan | (satu) Keluaron yang
memeriukan walktu penyelesaian lebih dar 12 (dua belas) bulan; atau

b, pekecjzan atas pelalksanaan Kegiatan vang menurut sifamya hams tetap
berlangsung peda porgantian tahun anggaran.

Penganggaran keglatan Tahun Jamak schagaimana dimaksud pade syl (2]
berdasarkan aias persendjuan bersama antara Waltkcota dan PRI,

PersecUjuan bersama zebagaimana dimaksud pada ayar (3 ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganasn KUA dan PPAS,
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Persetijuan bersama scebagaimana dimaksud pada avat (3] paling sediai
PHEIILNGE

a. nama Kegiatan;

b. jangka wekia pelaksanaan Kegialarn;

£ jumlah angearan; dan

d. alokasi angEaran pertahon.

Jangkn wakfu  penpanggaran  pelaksanaan  Kegiatan Tahun  Jamak
schagaimena dimalsud pada ayat (1) humf b fidak melampaw akhir tahun
masa jabatan Wulikotn beralchir, kecusli Kegiatan Tahun Jamak dimaksod

merupakan prioeitas nasional danfatau kepentingan strategis nasional seaum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Auggaran Satuan Herja Perangkat Dacrah

Pasal B9

Kepala SKPD menyusun RKA SKFPD berdasarkan KUA dan PIPAS scbagaimnana
dimaksud dalsm Pasal 85 avat (2] dan ayat [3).

REA SEPD sebagaimana dimaksud peda ayat {1) disuisan dengan
mengeunaikan pendekatan |

a. kerangka Pengeluaran Jangks Menengah Daerah:

b, pergaapgsdan e padu; dan

¢, penganggaran beedasacsan Kinera,

RKA SKPD schageimonno dimokeud pada ayat (1) disampaikan kepada [PPET
sebimgai balan penyusunan rancangan Persluran Daerah ontang APBD scaual

dengan jadwal dan mhapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tenlang
podoman perousinan APBD yang ditelapkan setiap tabun,

Pasal S0

Delam hal terdapal penambahan kebutuhan pengelusran akibat keadaan darurat
termaeuis belanja untuk keperluan mendesak, Kopala SKPD dapat menyusun EKA
SKPD diluar KUA dan PPAS schagaimana dimaksud dalem Pasol 85 oyat (2) dan
syal (3],

(1)

Pasal 91

Pendekatan Kerangks Pengeluaran Juangka Mepengah Dasrab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 avat {2) hura! a dilaksanakan dengan menyusun
Prakirgan Man

Prakiraan Maju scbagaimana dimmmksud paedes ayal (1) bensi  porkicaan
kebutuhan angzaran untuk Program dan Kepistan vang direncanakan dalam
Lehan anggaran beriltatnys darl tabhun angparan yang direncanakan.

Pendckatan Ponguangguaran Terpadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat {2} huruf b dilskoken denpan memadukan seluruh proses perencansan
dan penganggaran di ingkungan GK'D untuk menghasildkan dokumen rencans
kerja dan anggaran.
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Pendelsatan Penganggaran bordaserksns Kinerja sebagsimana dimaksid dalam

Pusal 82 ayat {2} hurul ¢ dilakukan dengan memperhatilian ;

4, keterkaitan anlara pendanasn dengan Keuaran vang diharapkan darl
Kepgiatan;

.  Hasi! dan manfaat yang diharapkan;dan

o,  eisiensi dalan pencapaian Hasil dan Keluaran,

Pazal 92

Unluk terlaksananya  penvusunan  REA-SKPD  benlasarkan  pendeleatun
schagaimana  dimeksud  dalam Pasal 89 ayal (2] dan  torciplanyva
kesinamnbutigan RKA-SKPD, kepala 3KPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
Program dan Kegintan 2 {dus) rahun anggazan schelumnya sampal dengan
scmester pertama tohun anggaran berjalan.

Evaluusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] beriujuen untule meniai
Program  dan  Hegiatan  vang  belum  dapal  dilaksaoakan atan belum
digelesaikan tahun scebelumnys untuk dilaksanaksn atey disslesaikan pada
lwhun vang direncanakan atau 1 {satu) tohun berikuinya dan tabun vang
diremcanakain.

Dulam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terslchie infuk pencapalan
oreslasi ketja yang ditctapkan, kebumuhan dananya harus disnggarkan pada
labnan vang direncanakan,

Pasal 93

Penyusundan REA SKPD denpan wmenggunakan pondekaian penganggaran
hordasarkan Kineris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 aya (2} burof ©
horpedornan pada ¢

1. Incikaror Kinerja,;

b, tolok ukur den Basaran Hinera sesnai analisis stendar befanja;

c. standar harga satuan;

d.  rencana kebuiihan BMD; dan

. Standar Pelavanan Minimal,

[ndileator Kinctja schagaimana dimubkusad pada ayat (1) huraf a merupakan
ukuran keberhasilan yang akan dicapasi dari Program dan Regaten yvang
direncanakan meliputi masukan, Keluaran dan Hasil,

Tolak vlour Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural b mercpaian
ukuran prestasi kerja yang akan dicapal dan kcadaan scmmula dengan
mempertimbangkan  fakior Jmalitas.  kuantitas, efisiensi, dan eclektivitas
peluksanaan dari setiap Mrogram dan Kegiatan,

Susaran Kineria schagaimana dimaksud pada avat (1) haruf b merupekaon
Buasil vang diharapkan dasi suatu Program atau Keloarsn yang dibarapkan
dari suatu Kepiatan wvang akan aian lelah dicapal sehubunpgan demgan
pEnesLnaan anggdran dengan kuantitas dan kuablas yang terukur.

Analisis slarvdar belania sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hural b
merupakan penilalan kewajaran stas hehan kerjs dan biaya vang digunakan
uniuk meloksanolion suntu Kegiatan.
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Standar hargn satuan scbepgsimana dimaksud pads syae (1) huraf c
merupskan hargn satuan barang dan jusa vang ditctapkan dengan keputusan
Walikota,  dengar  mempertimbangkan  standar  harga o satuan regionasl
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayal [2),

Srandar Pelayanan Minimal sebagaimana dimsksud pada ayat (1§ hurul e
merapakan tolel ukur Knerja dalam menentuban capaian jenis dan mutuy
Pelavanan Dasar yong merupakan Jrasan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Wargs Negara sccara minimal,

Pasal 04

RiA SKPPD scbagaimeny dimaksud dalam Pasal 89 ayal (1] memuat rendcans
pendapatan, belanja dean Pembiayaan untulk tahun yang direncanakan scrta
Prakiraan Maju untuk iahun herikumya.

Roncana pendapatan, belanja dan Pombiayaan achaguimane dimalsud pada
ava: (1] dirinei sampai dengan rincian obvek.

RKA SKEPD scbapaimana dirnaksud pada ayat (1) juga memuat informasi
mengenal Urisan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harega satuan dan
Kinerja vang alkan dicapai dan Program dan Kegiatan.

Pa=al 95

Rencana pendapatan sebappimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memual
Uriisan Pemerintahar Daerah, organisasi, kelompok, jonds, obyek dan rincian
obvek Pendapatan Dacrah.

Rencana pendapatan schagaimena dimaksud pada avat {1} ditenima oleh SKEPT
sesual dengan tugas dan fungsinya serta ditefapkan sesuai dongan kelenluan
peraluran pernindang-undangan,

Reccana belanja schagaimeana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1} divinm alas
Ursan Pemerintahan dacrah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanga
vang masing masing diursiksan menarul jenis, obvek, can rincian obyek
telanga.

Rencana Pembiayasn sehagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayvat (1) memuasa
kelompol :

a.  penerimaan Pembisyaan yang dapat digunzkan untike menutup deifisil
APBLY:; dan

lr  pengeluavan Poemblavaan yang dapat digurakan uniuk memanfaatlan
ztirplius APBD, vang masing-masing diuraikan menurut ‘enis, obyek, dan
rincian abyek Pembiayaan,

Urusan Pemerintakan dacrabh schagsimana dimeksid dalam Pasal 94ayat{3)
memuat Umisan Pomeriniahan dacrab pang dikelola sesuai dengan tugas dan
fangsi SKPD.

Orgamsds sebapmimang dirnpksod dalamn Pasal 99 ayat (3 memuat nama
BEPL selaka PA.

Prestasi kerja vang hendak dicapai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayal (3) terdiri dari indikator Kinerje, tolok v Kinerga dan Sasammn Kinena.
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Program schagsimana dimaksud dulasm Pasal 94 sys (3 memuat nams
Program vang akan dilaksanakan SKPD dalam tehun anggaran berkenann,

Kegiatan sebagaimona dimaksud dalam Pasal 94 ayar (3] memual hama
Kegiatan yvang akan dilaksanakan SKPD dalam lahun anggaran.

Pasal 96

Sekroturis  Daoerah zelalku  Koordinator Fenpelolaan  Keuangan  Daceah
meryusun pedomnan penyvimonar BKA SKPD sebagal acuan leepala SKPD
dalom menyuaan BEA SKPD,

Pedoman penyusinan REA-SKPD selagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat tentang :

a.  PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikat rencanas
pendapatan danpembiayaan;

b Sinkronisasi arogram dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal vangditetapkan;

¢, Batas wakn penyampaian REA SKPLD kepadal PR

d. Hal-hal lainnya vang perlu mendepatkan perhatian dan SKPD terloan
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, cleklifitas, lransparansi dan
akuntabilitas penyusunan angparan dalam rangka pencapaian prestasi
kenadan

e. Dotumen sebapgai lampiran melipud KUA, PPAS, kode rchening AT'BD,
format RRA SKPU, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Pedoman penyusunan RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat |1)
diterbitlean paling lambat minggu kedus bulan Apustus tahun smggaran
berkenaan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Deerah tentang APBD

Pasal 97

REA SEFPD yang lelah disusun olch kepala SKEPD sebagnimana dimaksud
dalarn Pzsal 89 gyl (1} disampaikan kepada TAPD melalai PPRD uniuk
deverifiliasi.

Verifikasi sehagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan olch TAPTY untuk
menelaah kesespaion antara REA SKPD dengar |

a HKUA dan PPAS;
b DPrakiraan Maju yang telah disctujul whun anggaran sebelomnya;
o dokumen perenhcanaan lammnya,

it

capaian Kinecja;
indikainr Kinerja;
e£nialisis standar belans;

standar harga satuan,

gl - SRC  ©

perencanaan kebeiltihan BMLD;

—-

Srandar Pelavanan Minimal,
proyels: perliraan maju untuk tahun angparan beribmenya; dan
k. Program dan Kegiatan antar REA SKPD,

b
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Dalam hal hasil verifikasi TAPD schagaimana dimaksud pada ayar (1) terdapat
ketidaksesuaian, kepala SKP1) melakukat penyempitnann.

Pagal 28

PPED menvusun rancangan Peraliran Dacrab tentang APBDdan dolurnen
peandukung berdasarkan REA SKPD yang telah disempramakan cleh kepala
SkI'D

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimansa cimak sud pada
avat (1) memuat lampiran peling sed:lkit tordinl awas ;

a

i-

L

[EL

ringkasan  APBD  vang diklasifikasi menumt  kelompnk dan  jenis
Pendapaisn. Belanja dan Pembiayzan;

ringkssan APRI) menurut Urisan Pemerintzhan deerah can OTEATIISASE,

fdacian  APBD menuru! Urusan  Pemerintahan  dacrah, omganisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jems pendapatan, belamja, dan Pemlnayaan;

rekapitudast belanjn den kescsuatan menurut Urissn Pemenalahan
daerah, organizasi, Program, dan Keglatan,

rekupitulasi Belanje Daersh untak keselarsssn dan keterpaduan Unisan
Pemelinmhan daerah dan fungsi dalam kerengks pengelciaar keuangan
Negara;

daltar pamlch pogawai per golongan dan porjalslan;

Aaftar Piutang Daerah;

daftar penyerisdan imodal ducrah dan investasi daerah laintya;
daftar perliraan penambahan den pensurangas asef tefap daerah;
daitar perkiraon penambeabian den pengurangan asel lamn-lam,

daftar Kegiatan Lahun anggatan sebelumnya yang belum disciesatkan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang dircncanaksn;

daftar Dana Cadangan,dan
daftar Pinfaman Dacrah.

Dokumen pendukung sebapaimana dimalesud pads aya: [1) terdind atas nota
keuangan dan rancangEn Peramiran Walikotn temianyg Penjabaren APED.

Rancangan Peraluman  Walikota  tootang  Penjabaran APDD  scbagaimana
dimaksud pada avat (3) mermmuat lampiran paling sedikit terdiri atas :

i

[

ringkasan penjabaran APBD vang diklasifikasi memarot kelompok, jenis,
obyok, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

perjabarsn APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelnmpok, jenis, obyek, rincan obyek pendapatan,
belanja dan Pembiayaan;

daflar nama penerima, alamat penerirng dan besarss hibah; dan

daflar nams penerima, alamar pererima dan besaran banivan sosial.

Paszal 99

Rancangan Peraburan Daerabh fentang APBD yeng telah disusun oleh PPRD
dizampeikan kepads Walikota,
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BAB YV
FENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Penyampaian dan
Fembahasan Rancangan Peraturan Daeral tentang APED

Paxal 100

Walikota wajib mengsjukan rancanpgsn Peraturan Dacrah temang  APHD
disertal penjelasan dan deloamen pendukungnys kepada DPRD paling lambat
ol fenam puluh) harl scbelum | {satu) bulan tahun anpesran nerakhir untuk
mempecsich persetujuan hersars antara Walikots dan DPRD,

Dalam hal Walikota tidak mengajukan rarcangan Persturan Daerah tentane
APRD sebagmimana dimaksud pada avac (1), maks dikenai sankai administratf
segusl dengan ketentuan peraturan perundeng andangen,

Pasal 101

Pernbabinsan rancangan Peraluran Dacrah rentang AFBD dilasksanakan oleh
Walikola dan DFRD sefelah Walikota menyampaikan rancangan Peraiuran
Daerah tentang APBD beseria penjelasan dan dokumen penduloing sesuad
dengan ketentuan peratiaran perundangandangan,

Pembahasan  rancangan  Peraturan Daerah  tentang APBD  schagaineng
dimalkzud padea ayar (1) berpedoman pade REPD, KUA dan PPAS.

Bagian Kedua

Pergetujoan Roncangen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

1]

(2}

(3

4

(1]

Belanja Daerah
Pasal 102

Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangsn Peratiran Daerah
tentang APED palng lambat 1 (satu} bulan schelum dimulainya  tabhun
angearan setiag talhan,

Berdusurkan perselujuan bersama sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Waltkota tentang Penjabarsn
APBD.

Dalam hzl DPRD dan Walikots tidak menyetujud bersama rancangan Peratuan
Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan scbhelum  dimuolrinya tahun
angraran setiap tabun sebuagpirmann dinaksad pada avat (1), maka dikenad
sanksi administratf sesvai dengan kelentuan peraturanperundang-undangan.

Baiam  hal keterlambatan penclapan APBD  carens Walikors  torambat
menyampaikan rancangan Peramiran Dacrah tentang APBED kepada DPRD dori
jadwal sebagsimana dimaksud deiem Pasal 98 ayat (1), sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] Lidak dapal dikenakan kepada angeota DPRD.

Passl 103

Dalam had Waltkota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalan
wakity 60 {enam puhth] har seiak disampaikan rancangan Peraturan Daersh
entang APBD opleh Walikota kepada DPRED, Walikotsmenyusun rancangsan
Peraturan Walikota tentang APRD paling tingsi schesar anska APDD lahun
angsaran sehelumoya.
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Rancangan Peraluran Waltkota teniang APBD sebagdimana dimaksud pada
ayat (1} diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikar dan belanja vwang
bersifat wajib.

Angka AFBD whun anggaran sebeluays sehaga nana dimaksud pads ayvat

(1] dapat difarnpaui apabila rerdapat

A kebijakan pemerintah vang mengakibatkan tsmbahan pembebanan pada
APBIY, dan /atan

b keadaan darurar termasuk keperluan mendesak sesna dengan keleniuan
peraluran perundane-andangan.

FPasal 104

Rancangan Persturan Walikots tentang APRT schagmimana dimaksud dalam Pasal
|03 ayat |2) memuar lampiran vang terdic alas

(=

b
.
d

—_ ?;u =r||

T,

f.

L)

ringkasan AFBD;
ringkasan penjabsoan APBD sam pal dengan rincian obyelk;
ringkaszan APBD menurue Urasan Pemorintalon daersh dan OUEATINE S

ricician: APBD mevurwl Urssan Pemerintahan daerah, orsanisssi, Prograr,
Kegistan, xelempok, jemis, ohyek, rineian chyvelr pendapatan, belanja dan
Pembaisyaan;

rekamiulas dan Kesesusian belanja menvrut Urisan Pemerintaban dasrah,
organisasi, Program dan Kegiatan:

rckapitalasi Belunja Dacrah untuk kesclarasan dan keterpaduan Urussn
Femenntaban daerah dan fungsi dalam  kerangka pengelolasn keuangan
negara;

daltar jumlah pegawal per golongan dan perjabaran:

dafrar Pilutang Dacrah;

daftar penyertaan modal dasrah dan investasi dacrah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengarangan asel letap daerah;
dafta: perkiraan penambeohan dan pengarangan aset lain-aia,

daftar Kegiatan lahun angearan schelumnya yane belum diselessilesn dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ing

dalzar Dana Cadangan;
dafiar Pinjarnan Dacrah;
dalftar nama penerima, alamar penerima dae besaran hibah; dan

daftar nama peperima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 105

Rancangan Peraturan Walikota sebagsimane dimaksud dalam Passl 103 ayar
(2} dapat ditclapkas menjadi Peraturan Walikota  sctelah memperolch
pengesabian dan Gubernr,

Untuk memperoich  pengesshan  scbagaimana  dimaksud  pacs ayat. (1),
rancangan  Peraluran  Wallkota  tentang  APBD  beserta  lampirannys
disampaikan paling lambat 15 {ima belas) hari terhitung ssjsk DPRD tidak
mengambil kepulusan bersama  dengan Walikota  terhadsp rancohngarn
Peraluran Daerah lentang APTD.
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Apabila dalam batas waktu 30 (figa pulub) har Gubernur tidak menpesahkan
rancangan PeraturanWalikorn sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Walikora
menctapkan rancangan Peratiiran Walikols rmenjadi Peraluran Walikota,

Pasal 106

Daam  hal  penetapant APRD mengalami keterlambe tan, Walikoks
melaksinakan pengeluaran selap bulan paling lingsi sebesat seporduabelas
Jjumlah pengeludran APBI) taliun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan schagaimana dimaksud pada ayar (1) dibatasi hanya

untuk mendanai keperluan mendesok sesual dengan ketentzan peratara
perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluazi Rancangan Paraturan Daerah tentang APED dan Peraturen Walikkota

{1]

(<

(1]

i2)
3

i

(L}

tentang Penjabaran Rancangan APED
Pazal 107

Rancangan Peratilran Ducrab tentang APBD vang telah disetujui bersama con
rancangan Peraluran Waliliota tentang Pergabaran APBD disempaikan cepada
Cuberruar paling lambat 3 {tign) han sejak tangsal persetujpan Rancangan
Peraturan Daerah lentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditewnpkan,

Rawvangsn Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraluran
Walikola lentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksad pada avat (1)
disertar dengan ERPD, KUA, dan PPAS yang disepakati anlara Walikota dan
NPRD.

Pasal 108

Walikota melalai TAPT) miclskuzan penvempurnean Rancansan Peraharan
Daersh bersama DBadan Anggaran DPRD berdasarken hasil evaluasi vang
dilakukon Gubernur sebmgrimana dimaksud pada Pazal 107 ayat (1) paling
lama 7 hari scjak hasil evalussi dilerima.

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditctapkan dengan
keputusan pimpinan DPRLD.

Reputusan pimpinan DPRD schagaimana dimaksud pada ayat (2] dijadikan
darar penetapan Peraluren Dacrah rentang APBD.

Reputusan pinpinan DPRT selagaimana dimaksud pada ayatl (2) dilaporkan
pada sidang paripurna hesikinya.

Kepuiusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksid pada avat (2) disampaikan
kepads Gubermur paling lambat 3 {tiga) hari setelah diletapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Da¢ruk dan Peraturan Walikots tentang
Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 109

Fancengan Peramuran Dacrah  teatang APBD dar rancatigatt  Perulumun
Walikols tentang Penjabaran APBD yang telah dievalussi ditctapkan oleh
Walikota rnenjadi Peraturan Daerah tentang APBD dun Peraturan Walikots
teniang Perngabaran APBILD.
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Penetapan rancatgan Peraturann Dacrah tentang AFBED dan rancanssn
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sehagaimana dimaksud paca
aval (1) dilakukan paling lambet tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Walilota, menyampuikan Percturan Dacrah lentang APBD dun Peraturan
Waolikota tcntang Penjebaran APBD kepada Guberor paling lamibal ¢ {lujuh)
bari setelah Peraniran Dacrah dan Peraturan Waliknota ditetapkan.

Dalam  hal Walikola berhalangan, pejabat vang berwenang menetaplan
Peraluran Daerah tentang APBD dan Peraturan Walkikota tontang Penjsharan
APED.

BAE VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAARN

Bagian Kesato

Umum
Pazal 110

semua Penerimaan dan Pengelusran Daeran dianggarkan dalam APBD dun
dilakukan melalul Relkening Kan Umum Doerah vang dikeiola olch BUD.

Dalam hal Pencrimaan dan Pengeluaran Daerah sehagrimans dimaikcsud pada
aval (1] sesua peraturan perundang-undangan tidak dilakulan melahp
Rekening Kas Umum Daergh, BUD melakukan pencalatan don pengesahan
Penenmann dan Pengehiaran Dhaerab tersebut.

Pasal 111

PASKPA, Bendahara Pencrimaan/Bendshara Pengeluaran dan orang ateu
badan yang ioenerima alau menguasei uvang/kekayvasn Dacrah  wajib
menvelenggarakan  penglausanaan sesual  dengan ketentuan  peratidran
perundang-undangan,

Fejabat yang menandatangani  den/atau mengesahkan  dokumen  yang
berlaitan  dengan  surat bukti yang senjadi  dasar  poncriimaan aldu
pengeluasun atns pelaksanaan APBD bertangpung jawab terhadap kebenaran
matcrizl dan akibad yang ombu! dari penggiinasn surat buksl dimaksud,

Kcbenaran material schagaimana dimaksud pada ayvat (2) merupakan

kebeparan atas penggunaan engparan dan Hasil vang dicepai etas Boban
APBD sesuai dengan kewenangan Pejubat vang bersangkulan.

Pasal 112

Walikola den SKPD dilarang melakukean pungulan sclasin dari vang diatur dalam
Pereluran Daerab, kecuali ditentikan lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 113

Penerimuun Poranglkat Deerah yang merupakon Penerimaan Dacrah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali diteniukan Jain sesuai dengan
ketentuan peraiurar perundang-undangan.
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Pasal 114

Hetiap Prjubat dilarang melakukan undakan yang berskibat pengeluarat stas
Beban APED apabila snggaran untuk membiayai pengeluaran tersebul tidal
tersedia atau tidak cukup tersedia.

Selap pengeludrar atas Behan APBD didasarkan aiss DPA dan 89D aau
dokumen lain yang dipersamakan dersan SPD,

Walikota dan SKPD dilarang melakukan pengeluaran alas Beban APRD untux
Lujuan lain dan vang telah ditctapkan dalam APBD,

Pa=zal 115
Unmig pelaksanaan APBD, Walikata menctapkan
4. pojabar yang diberi wewenang menandalangani SPD;
b, pejabal yang diberi wewenang menandatangani SPM:
pejabat yang diberl wewenang mengesahkan surat perangounsiawa bar:

B
d.  pejabat yang diberi wewenang menandalanpgsani SP20:
€. Bendahara Penerimasn dan Bendahara Pengeluaran;

p

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembanii:
tan

¥, Pejabac Ininnyva dalam rangia pelaksanaan APBLO.

Repulusan Walikota tentang penetapan pejabat sebagaimana dimalksud nada
avat (1) dilakukan scbhelum dimulainya tahun anggaran vang herkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Panatausahaan
Kas Umumn Daerah

Pasal 116

Dalam rangka pengelolsan uang dasrah, PPED selaln BUD  smembuka
Rekeraniyz Kas Umum Dacrah pada bank wonun vang sehal,

Bank umurn sebagaimana dimaksud pada ayar (1) ditetapkan oeh Walikols
sesuai denpan ketentuan pesatliran perundang-undzngan.

Penetapan bank umum sebagsimana dimaksud sade avar {2) dimuat dalam
perjorjian antara BUD dungan bank umuin vaae bersangkulan.

Pasal 117

Dalain pelaksunaan operasional Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran Dacran,
BUD dapat membuka rekening pencrimaan dan rckening pengeluaran pada
bank yang dileluapkan oleh Walikota,

Rekening penerimaan sebagsinmana dimaksued pada avas §1) dipgunakan untuk
menampung Penerimasn Daeroh aetiap harl,

Rekening penerimasn  scbagaimana dimaksud pada aval {1] dioperasikan
sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannva dipindahbu<ukan
ke Rekesing Kas Umum Daerah sekurang-kurangnva 1 {satn) kati 1 [zatn) hari
pada akhis ha-i



jdih.metrokota.go.id

(4} Dabern hal kewajiban pemisdahbukuan sebagaimana dimaksud syal [3) sceara
lekms belum dapat dilakuken setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakelan
secara berkala vang ditctapkan dalam Peraturan Walikora,

(@) Rekening penpeluaran sebagoimana dimaksud pada ayat (1} divperasiker
sehagel veleening vang menumpung pagu dana untuk membizyai Kegiatan
Pemerinlah Daerah sesual reticana pengeluaran yang besarannya ditetaphan
dengan Peraturan Walikota,

5 Pemindahbukuan  dana  dani rekening  penerimasan  dandatau rekening
pengelucran pada bonk umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilaxckan atas
perintaly BULD.

Pazal 118

(1]  Walikota dapat memberi twin kepada kcpala SKPD untuk membuka rekening
pencrimaan melaiui BUD yvang ditetaplean oleh Walikals pada bank wmam.

() Walikota dapal memberiken izin kcpada kepala 8KFD untuk membuka
reiecaing pengeluaran melalui BUD yvang ditetapkan nleh Walikota pada bank
Lmum untuk menampiing UP.

FPasal 119

Pemerintab Naerah berhak memperolebh bunga, jasa piro danfatan imbalan lainnva
atas dana yang disirnpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga donfatau
insa gire yang berlaku acsuai dengan ketentian peraiuran perundang-undangan.

Pasal 120

Biaya yang mbul schuburgan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pads kelenlusn vang berlalon pada bank vang bersangkutan dan sesuai
wetentilan peralusn perundang-undangan,

Pazal 121

Dalam  rargks mangjomen  kas, Pemerintab Daerah  dapat  mendepositokan
dunfalen neldkukan investasi jangka pendek atas wang milik Daerah yang
sementara behumr: digunskan scpanjang tidak mengeanpen liluiditas Keuanpan
Daerah, fugas daerah dan kuslitas pelavanan publik,

Bagian Hetlga
Fenyiapan Dolkummen Felaksanaan Anggaran Satnan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 122

(1} PPKD memberitabukan  kepads  kepsls SKPD ggar  mesyvusun den
menyampaikan rancangan DPA EKPD paling lambat 3 (tiga) hari selelahb
Perniurun Walikota tentang penjabaran APRD ditetapkan.

(4] Rancangan DPA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayal (1) memuat Sasaran
vang hendak dicapsi, fungsi, Program, Kegiatan, angearan vang disediakan
unluk mcncapal Sasaran terscbul, rencana penerimaar dana dan rencana
penarikan dana setiap satulan kera serta pendapatan yang diperkiralan,

[3) Kepala BKPD menwverahkan rancangan DPA SKPD vang telah disusun kepada
PPED paling lambat & [(enam} har setelah pemberstabuan sebagsimana
dimakszud pada ayvat (1) disampaikan.
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Pasal 123

TAPD melakukan verifikasi rancangsn DPA SEPD bersama dengan kepala
SKPD vang bersanglkatan,

Yerifikasi ams rancancan DPA SKBED sehagwmana dimaksud pads svat (1)
dizelesaikan paling lambat 15 lima belas) had scjak ditctaphannys Peratuias
Walikota tentang penjaporan APRED

Berdasarkan hesil verifikasi sebagaimana  dimalesued pada ayat (1], PPKD
mengesaikian  rancangan DPA SKPD setelih mendapalkan  perselujuan
sekrertans Daerah,

Dalam hal hasit verifileasi schagaimona dinakaud pada avat |1} tidek sesuai
dengan Peraluran Walikora teotang peniabaran APBD, SKPD melakukan
POLYCIPUIMIHET rancatgan DPA SHPD unfuk disahkan olch PPED dengan
prrsemjuan Sekretans Daerah,

DI'4 SKPN yang telah disahkan schagaimana dimaksud puda avat (3) dan ayat
4] disampailan kepala SKPD yang bersanghutan dan kepada satzan merje
yong secars fungsional melakukan pengawnssan daerah peling lambar 7 {juhy)
hari sejak tangpal disablan,

DPA SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (3| dan avat (4) dignnakan
sehapni dasar pelabsanaan anggaran oleh kepala SKPD selalos PA.

Bagian Keempat
Angparan Kas dan SPD

Pasal 124

PPET] selakn BUD menvusun Anpesran Kos Pernerintah Bacrab ustuk
mengatiur ketersediaan dana dalarm mendanal poogeludran  sesuad dengan
rencana penarikan dang vang tercanfum dalam DPA SKPD,

Angguaran Kas sebagaimans dimaksud pada ayat (1] memuat perkiraan aris
kas masuk yang bersumber darl pererimaan dan perkiman arus kas keluar
yang dignnakan uniuk mendaneas Pengeluaran Daerah dalam setiap perinde,

Pasal 125

Dalum  rangka manajemen  kuas, PPKD  menerbitkan SPD dengan

snerprer imnbanglean ¢

&  Anpewran Kas Pemerintsh Daerah:

b, ketersedisan deng di Kas Umum Daerah; dan

c. permpadwalan pembayaran pclaksanaan anggacan vang tercantum dalam
DPA BKPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada avar (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untui
ditandatangani oleh PPED,

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pelaksanaan penyrisanan Angparan Kas
dan S5PP sebagaimena dimalesud dalam Pasal 199 doan Paszaf 195 digsar dalam
Feraturan Waliketa berpedoman pada Peraturan Monteii sesuai dengas ketenluan
peraturan perundang-undangan,
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Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pendapatan Daerah

Fasal 127

Bendahare Pencrimaan wajib menyelur seiurub penerimaannya ke Rekening
Kas Urnura Thaerah paling Yambat datam waktu 1 (sah) han,

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit difangkau dengan komunikasi,
transportasl, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, scrta kondisi ohjclctif
lainnya, penyetnran pencrimaan sebsgsimana dimaksud pada avat 1] dapat
melebihi | (satu) hari yang diatur delam Peraturan Walikoa,

Setiap penerimacn harus didukung oleh buktl yang fengkap dan sah aluas
s {OTALL,

Buku scbagaimana dimaksud pada avat (3) depat meliputi dokumen
elekironik.

Penycloran penerimsan pendapatzsn sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
moengpultakan sural Landa setorat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara penatausehasn pendapartan diamar
claiam Peraturan Walikota,

Pasal 128

Penyetoran pencrimaan pendapatan sebagsimana dimaksud dalam Pasal 127
avat (3} dilakukan secara fina dang atan non unai.

Penyeloran schagaimana dimaksud pada avat (1) disngeap sah setelah Eoesa
BUD menerima nota kredit ateu doleumen lain yane dipersamalkan,

Bendahara Penerimaan  dilavang menyimpan vang, cek atau surat serharga

vang dalam penguasaannya -

2 lebih dun 1 (satu) hari, keeusli terdapat keadaan sebagsimana dimakend
dalam Pasul 127 ayvar (2); dun/atay

b aras namo pribadi.

Pasal 129

Bendahara Pencrimaar pada SKPD wojib menyelenspamakan  pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan peayetoran atas penoringan yang meniad]
tangEg jpwabrive,

Bendahara  Penerimasn pada SKPD  wajib  menvampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalut PPK SKPD pafing lambat
tanggad 10 bulan berikuiinga.

Bendzhars  Ponerimaan  pads  SKPD wajib - menyampaikan  laporan
pertangmungjawaban penerimaan kepada PG paling lambat tangeal 10 Lulaw
herikutnya,

PPED  melskulean  verifikasi, cvalvasi  den analisis  atas  luporan
pertanggangjawaban peneriinagn schagaimana dimeksud pada avat {3} dalam
rangka rekonsiliasi penerimaan,
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FPasal 130

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sifaunys berulang dan
terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimmaan yang hersangkulan,

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Dacrah vang sifatoyve tdak berulang
vang terjadi dalasn mhun vans sama dilakicoan dengan membchankan pada
rekening penerimaan yung bersanglotan.

Prngembalion alos kelebihan Penerimaan Dacrah vang silaloya iduk berulang
vang lrjadi pada dahun sebelumnya dilakukan dengan membebankaa pada
rekening belania tidak terdupa.

Bagian Keenam
Pelaksunuan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 131
Seilap pengeluaran harus didukung bukti yang lenekap dan sah mengenai hak
vang diperoleh oleh pilek yane menagih.

Pengeluaran kss vang mongakibotlkan Beban APBD tidak dopat dilakukan
sebelurn  rancengan  Peraturan  Dacrah  tentang APBD  dicclaphas  dan
divinbngkan dualam lembaran Daerah,

Pengeluaran kas secbagsimana dimabksud pada avat (2} tidak  termasik
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperhusn mondesak sesuai peratiiran
permndane-undengan.

Pazal 132
Bendalinrn Pengeluarsan mengajukan SPP kepada PA melalui PPE SKPD
berdasarkan SPL atau dokumen lain vang dipersamekan dengan SFD.

Pengajuan SFF kepaca KPA berdasarkan pertitnbangan besaran SKPD  dan
lokasi, disampakan Bendahara Pengeluaran pembantu melahn PPK Unit SKPD
berdasarkan 8PD atuw dokumer lals yaig dipersamakan dengan SPD.

Pengojuan SPP Lkepada KPA berdasarkon pertimbangan besaran anggaoan
Eegiatan 3KPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembanna melaiui PPE
SKETD berdasarkan BP0 atau dokumen lain vang dipersamakan dengan 8PD,

AFP schbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
a. SPPUP;

b, SPIGLY

5 =P T, dan

d. SPPLS,

PP schagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) lerdin stas ;
g. SPPTU, dan

b, BI'PLS.

Pasal 133

Fenerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahera
Pengehaaran dalam rangka pengisian UDR,
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Penerditan dan penpajusn dokumen 3PP GU  dilakukan oleh Bendahsra
Petigeluaran dalam rangka mengeant UP

Keleniuan lebih lanjut menpgenai besaran UP dan GU sthagaimane himaksod
pada avat (1] dan ayat (2) ditelapksn dengan Keputusan Walikota,

Pengajuan 8PP UP sebagaimana dimsksud poda ayat {1 diajukan dengan
melampirkan Keputusen Walikota tentang besaran UP sthagaimana dimakesud
pada ayat (3.

Pengajuan SPP GU schagaimana dimaksud pada avat {2} didlampiri dengan
dokumen asli pertanggungjawaban penggunasn UP.

Pasal 134

Bendahara Peapeluaran alau Bendahaes Pengeluaran pembantu mengajukan
SPT' T untuk melaksanakan Kegiatan yenp bersifar mendesal dan lidaks dapat
menggunakan SPE LS dan/wisa SPPUD/GUL

Ruilagn hal sisa TU tidak bab's digunakar dalam 1 {satu) bulan, sisa TU diselor
¢ Rekening Kas Umum Daerah,

Kelentuan batas wakiu penyetoran sisa TU schapaimana dimakend pada ayat
(3 dikeecuahkan unrolk

a4, Komamn yang pelaksanuannve melehing 1 isatu} bulan;dsn/atan

b Kepatan yang mengalami perubshan jadwal dari vang tclah ditetapkan
sebelumnya akiba: peristiwa d° luar keadali [AKPA,

Pengafuon SPP TU schbagaimana dimaksud pada avat (1) tnelampirkan daftar
FHlCial tenusng peaggunaan dana.

Paeal 13E

Peterbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilekukan oleh Rendahara
Pengeluaran unluk pembayaran -

2. gajl don tunjangan:
b kepada pihak ketiga atas pergadasn barang dan jass:dan

¢ kepuda pihak ketiga lainnya  sesuai dengan  kelentuan  peraturan
perondang-undanga .

Penggjuan dokumaen 8PP LS untuk pembayaran pengadaan barang dsn jasa
sebagaimana diraksud pada aswvat (1) hurof b dapat ‘uga dilakukan oleh
Bendshara Pengelusran pembantu dalamn hal PA melimmpahkan  sebagisn
leewenangannya kepada KPA

Paznl 136

Pengajuan dokumen SPP LS unluk pembayaran pengadasn barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat {1) hurof b oleh Bendashara
Penpeluaran fBendahara Pengelusran pembantya, dilaboikan peling lambot 3
(figa] hari ssjak diterimanya tagihan dari pihalk leetiga mcialui PPTK.

Pengajuan SPF LS dilampir dengan kelenpkapan persvaratan vang dilctapkan
scsuai dengan helenluan persiuran pory hdang-undangan,
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Pasal 137

Berdasarkan pengamjuan SPP UP sebapsimana dimaksud colam Pasal £33
aysel. (1), PA mcngajukan permittasn UP kepada Kuaso BUD  dengan
merierbitkean SPM UP.

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebageimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat
{2], PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepads Kuasa BUD
denpan menerbitkan 5PM G

Berdasarlean pengajuan SPP TU schapaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayar
(1), PA/KPA socogejukan permintaan TU kepada Euasa BUD  dengan
menerbitkan SPFM T,

Pagsal 138

Berdasarkan 8PP LS vang diajukan olch Bendahara Pergeluaran/Rendahara
Pengelnaran pemnbantu schagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat {1), PPK
SEPD/PPK Unit SKPD molakulkan verifikasi atas -

a.  kebenaran malenal surat bukt mengenal hak pihak penagih;

b kelenghkapan dokumcn vang menjadi persvaralan/ sehuhimgan dengan
kalany perjantjian pengadaan barang/ jasadan

¢ setersedisan dana yvang bersangloaran,
Berdusarksn basil verifikasl schagaimana dimaksud pada avat (1), PA/KPA

memermilahkan oocmbavaran atas Beban APRDY melalui penerbilan SPM LS
kepada Kuasa BULL

Dalam hal hasil verilikasi tidak memenuhi syaral, PA/EPA tidak menerbitlzan
BPMLES.

PASKPA mergembalikan dokumen SPP LS diulam ha! hasil verifkasi tidal
memanlihi syaral sehagaimana dimaksud pada avat (3) paling lambat 1 (saty)
han lerthitung sejak diterimanya S0P,

Pasal 139

Fuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkzan SPM vang diterima dari PAJKPA
yang difujukan kepada bank operasional mitra kerjanva.

Penerbilan SP2D sehagaimany dimakesud pada avat (1) paling lama 2 {dua) han
sejuk SPM dilerima.

Daam ratgka penerbilan 31%20 scbagammana dimaksud pada avat {2), Kuasa
BLUD berkewsapban untuk ;

a. menelili kelenpkapan S8PM yang diterbitkan olenn PA/KPA berupa Surat
Pernyetann Tanggung JawabPA fKPA;

h.  meneiji  kebemaran  perhitungan tagithan  atas  Beban APBD yang
ercantum dalam penniah pemboyaran;

o, menpujl ketersediaan dana Kegiafan yang bersangkatan; dan

d.  memennlabkan peneaman dana sebagai desar Pengeluaran Dacrab.
huasa BUD tidak menerbilkan S1%2D yang diajukan PA/KPA apabila :

a. Tidak dilengkapi Surat Pernvataan Tongeaog Jawsh PASEPA; dan/atan
k. pengeluaran tersebul mebanpaui pagy.
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{5}  HKiasa BUD mengembealikan deloamen BPM delom hal ketentuon seboagaimana
dimaksud peda ayud (4] paling lambar 1 jsaiu) hari techitueg sejak ditcrimanya
=1

Fazal 140

(1)  Bendahara DMenegcluaran/Bendahara Pongeluaran  pembantu melaksasnakan
penibayaran setelali
a. mernelit kelengkapan dekumen pembayaran yang dilerbslkan olel PASKPA
beserta bukl transaksinyd;

b, mmengujl kchenaran perhitungan tamhan vang tereantum dalam dokumen
permcbayaran; dan

c. menguaji ketersediaan dana yang bersangkutan,

(3] DBendahore Pengeluaran/Bencahara Pengeluoran pembantu wajib menolak
maclakulean  pembayaran danl PASHPA apabila  persyaracan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ddak dipenun

(3] Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantn bertangeung javwab
secara pribadi aws pembayara: yang dilaksanaliaanya.

Pagal 141

Bendahara Peregeluaran/Bendahara Penpgeluaran Pembantu scbhagal wailh pungut
Pajak Penghasilan (PPh] dan pajak lunnya waglb menyctorkan scluruh pencrimaan
potongan dan pajak vang dipungutnyas ke Hekening kas Umum Negara.

Pasal 152

PAEPA dilarang menerbitkan 3PM yang membebani telvan anggaran vang
berlcenann setelah tahun angparan erakhic.

Pasal 143

(I Zendahara Pengeluaran secera administratif wajib mempertzenggungjawab-kan
nengglunadan UR/GU/TUSLS kepada PA melahnl PPR BXPD paling lambat
tamgeal 10 budan beribolony @,

21 Bendahara Pengeluaran;Bendakbars Pengeluaran pembantu pada SKPL wajib
memperianggungawablon  aecoara fungsional slus pengeleloan uang yong
el LENTIEELIT bR prwalurva denggn tenyampaikan laporan
pertanggungjawahan pengeliaran kepada PPED =elaku BUD paling lambat
ranggal [0 balan heriinatnva.

[3) HKetentusn batas wakitu  penerbitan surat pengesahan  laporan
pertanggiingiaaaban pengeliatan dan sanks keterlambatan penvampaian
laporan pertanggunggawalsan ditelapken dalam Peraturan Waliloota.

4]  Penvampalan  pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bencahara
Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimalesad pada ayat [(2)
dilaksanakan  setelah  dilerbithkan sumal  peneesanan pertanggungawaban
perpelusran oleh PASKEPA,

(5] Unmmk -ertb laporar pertangsungawaban pada zkhir lahun anggaran,
pettangpuingawabhan pengshiaran dara bilan Desember disampaikan paling
lambat tanpgal 31 Desember.
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Bagian Ketujuh
Peluksunaan dun Penatuusshean Pembieyuun Dacruh

Pasal 144

Pelaksanaon dan penatausahssn penenmasan dan penpelusarsan Pombiayaan
Daerah dilakukan olch kepala SKETPKL.

Penerimaan dan pengeiicrcan Pembilavaon Doerah sebogaimone dimaksad
pada aval [1] dilakukan nwlahii Rekening Kas Umnm Dacral,

Dalamn hal penerimasan dan pengeluaran Pembiavaan Doacrsh schagamana
dimaksud pada avet (2} sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
tdak dilakukan melalui Rekening Kas Urmeum Daersh, BUD melakukan
pencalaten dan pengesahan penerimaan don pengsluaron Pembiayoon Doerab
Lersebial.

Pasal 145

Kecadaan yang menvcbabkan SiLPA tahun scbelumnya digurnakan dalam tahun
anggaran berialan untuk :

a.
1,

7

{2

3

{1}

menuhapi defisit anggaran;
mendanal kewapiban Pemerintah Daerah vang belum tersedia anggarannye;

membavar bunga dan pokok Utang dan/atan obligasi Daerah vaag melampatii
anggaran vang fersediz mendahului perubahar APRLD;

arelonast kewajiban bungs das pokoik Utang,
mendanai kenaikan payl dan turjangan Pegawa: ASN akibat adanye kebijakan

Permeritituah;
rhendandl Program dan Kegialan vang bhelum lersedia angearannya; dan fatau

mendanai Kagintan yang cappian Sasaran Kinerjenyva ditingleatkan dar? vang
telah ditetapkan dalam DFEA SKEPD wahun anggaran berjalan, yeng dapat
diselesaikan sampal dengan batas akhir penyelessian pembavaran delam
tHhn Hngaaran boergalan

Pasal 146

Pemindabbukuan darm rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Upmium
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesual
peruniukannya,

Pernindahbukuan sebagaimana dhimaksud pada aval [2) paling tGngpl sejuamlab
pagu Dana Cadangan vang akan digunakan sesus peruntukannva pada tahun
angparan yand berkernsan sesusi dengan yang ditelapkan dengan Peraluran
Duerah lenlang pembentukan Dana Cadengan,

Peonrnwdabibodowary davt rekening Dang Cadaopan ke Bekening Eas Unoom
Daerah sebapeimana dirmaksad pada seat (1) dilakukan denpgan surat pennlah
semindahbukuan oleh Kuasa BUD atas perseiujuan PPRDD.

Paaal 147

Pengalokasian aneparan untuk pembentukan Dana Cadangsn dalam tahun
angparan yvang berkenaan sesual dengan jurmlal vang ditetapkan dalam
Peraturare Duesah teniung pembeniubkan Dana Cadangan,
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(2} Aloxas anggoran schapgaamana dimaksud pada ayat {1) dipindahbukukon dord
Fekening Kas Umum Dacrah ke rekening Dana Cadangan,

k3 Pemindahbukuan scbagaimana dimalsud pada ayval {2) dilakukan dengan
surat perntah Kuasa BUD atas persetujuan PPED.

Pasal 148
Dalam rangka pelaksanasn pengelusran Pembiayasn, Koosa BUIE berkewajitzan
rintrke
w mencliti kelengkapan perintah  pembayaran vang diterbitkan oleh kepala
bac 4 L

b, menguji kebewiaran perhitungan pengeluaran Pembiayaou yaop Tercasolum
dalam perirtah pembayaran;
o mengull ketersediaan dana yang bersanglmitar) dan

4 menolak pencairan dans, apabils perintah pembavaran atas pengehiaran
Pambiayaan tidak memenuhi persyaratan yvang ditetaploan.

Bagian Kedelapan
Pengelolasn Barang Milik Daerah

Pasal 149

A Pengelolsan BMD adalab keschirubhan Kegiatan wang meliputi perencansan
kebutubhan  dan peonganggaran, pengadaan, peongeunaan,  pemanfoaean,
pengarndndn dan pemnelibacaan, penilaisn, pemindabrangacan, pemusnahan,
PENENAPISAT, penataissabasn dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2 DPeneclolaan BMD sebagaimana dimaksod pads aval (1) dilaksanakan sesusd
dengan ketentuan peraturan peruncang-udangar,

BARB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APED DAN
PERUBAHAN APBI}

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasgal 150

1y Pomerintah Dacrah menyusun laporan vealisasi semester pertama APBL dan
prognosis untuk & (cnam) bualan berikutnya.

2}  Laporan scbagairmanas dimaksud pada ayat (1) dissmpaikan kepada DPRD
piding lambat pada akhir ulan Juli tahon anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pa=al 151

i1l Laporan reslizasi semester pertama APBD sebapaimunes dimaksod dalam Pazal
150 meajadi dasur perubshan APRTY,

i  Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukar
apabila terjad: @
a.  perkembangan vang tidak sesusi dengan asumsi KLA;
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b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggoaran antae
organisas:, antyr umil organisest, anlar Progeaen, antar Regioban dan antae
Jjemsbelania;

¢. hkeadaan vang mcivebabkan SILPA tahun anggaran scbelumnya haros
digunakan dalam tahun anggaran berialan;

d.  keadaan dartarat; den/atan

e, keadaan haar biasa.

Bagian Eetiga

Perubahan Kebijakan Umum Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Prioritas dan Plafon Aoggaran Sementara
Pasal 152
Perkembangan vang tidak sesual dengan asumsi KUA sehagaimana dimaksud
dalom Pasal 151 apat (2) huraf o dapat berape terjadinga :
a. pelampavan ateu tidak tercapainva provekst Pendapatan Dacrah;

. pelampavan atsa tidak tercalisasinya alokasi Belanja Dacrah; dan/ stau
.  peruababan sumber dan penoeeunaarn Pembiayvaan dacrah.

Walikera memformulasikan perkembangan vang tidalk sesuail dengan asums
KUA sebogaimana dimalisud pada ayot (1) ke dalam raacangan peruabchan
HUA serta perubmlan PPAS boodasaskan peiubaban RKPD.

Jalam rancangan oerobabhan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2
disertzi penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnyva.

Dulam rancangon Perubichan PPAS sebognimana domaksad pada ayat [2)

hiserian penpelasan :

a. Program dan Kegiatan vang dapat dimsulkan untak ditamoung dalam
periibahan APRD denpan mempertfimbangkan sisa waktn pelaksansan
APHOD lshun sanggarsn benalan;

b. capaian Sasaran Kinerjg Program dan Kegtatan vang haras dikaicaog
dalam perusahan APBD apatela asurmes KUA tidak tercapal; dan

o, capaian Basaran Kinerja Program dan Kegiatan yang bams ditingkatkan
dalarm perasahan APBD apabila melampain asuwms KUA,

Bagian Keempat
FPergeseran Anggaran

Pasal 153

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasy, snilar Wil organisasy, anlar
Program, antar Keplatan, dan antar jenis belanja, antar obvek belanja danfatau
griar rincian obyek helanja.

(4

Pazazl 154

Perpgeseran angeardn atelar orgerisast, snlar unit orgsnisasi, antar Program,
antar Reglatah, anlar subkegalan dan antar Jenis belamga sebaganmana
dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan melalui petubabon Peraturan Dacrah
tentang APRIN
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Pergoscran anggaran antar obyels belanjs danfatau antar rnncion obyei belanja
schagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan melalui  perobahan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBL.

I"ergeseran antae obnyek belanja dalam jemis belanja dan anfar tincian abyek
belanja dalam obyek belanja sebapaimana dimaksud pada avar {2 ditetaphan
oleh Wakixma,

Pergescran  anggaran  sepagaimoann dimeksud pada avat {1 dan awvat (2
diformulasikan dalam Perubahan DPA BKPD.

Perubahan Perasturam Walikota cntang  penjabaran APRBD  sebspaimana
dimaksud pada ayal (2 selagjutava ditvangkan dalam rancangan Peraluran
Iaerah tentang poribahan APBD atan ditampung dalam laporan teslisasi
AERATHIL,

Perubahan Peraturan  Walikota  tentang  penjabsran APEHD schegaimana

dimmakaud pada ayat (3] ditampung dalam laporan realisas anggaran apabila ;

a  hdak melakckan perubahan APBD; ata

b pergeseran dilalakan setelah ditctaphanoya Peraturan Dacrale eslang
perubahan APRID,

Ketentuan ebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran digoar dalam
Preraturan Walikota sesual dengan ketentuan peraiuran perunduang-undangan.

Bagian Kelimg

Fengpunaan 5isa Lebih Perhitungan Anggaran Tahuon Sebelumnya Dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Fasal 155

Pengganaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan penpeluaran schagaimana
dimakasnd dalarm Pasal 151 ayat {2) horol ¢ diformulasikan terlebil dahula dalam
Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

(1]

(]

it

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 156

Pemerintah Dzerah mengusuiken pengelusran unluk mencanal keadaan
darirat yarg belum tersedia anggarannya schapaimana dimaksud dalam Pasal
&3 wyat (1} dalam rencangan perubahan APBD,

Dalama hal pengeluaran umtuk memdanai keadasn dararat schapaimana
dinaksud pada avat (1) dilakuken selelah perubahan APED atau dalam hal
Pemerintah Daerah ridak melalakan perubaban APBL maka pengeluaran
terschut disampaikan datam laporan realisasi angearan,

Bagiaun Hetujuh
Fendanaan Eeadaan Luar Biasa

Pagal 157

Perubahan APBID banva dapat dilakulan 1 (saru) kali dalam 1 (saty) ahun
angesran, kecuall dalan keadasn luar biasa sebagaimana dimaksax? dalam
Pasal 151 ayat (2) hurai e
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{1]
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Headaan luar hiass sebagmmaena dimaksud pade ayaor (1) merupolian keadoon
yvang menyebabkan eslimasi penerimaan danfatan pengeluavan dalam APBD
mengalaml kenatkan atau penuunan lebih besar dari 30% (fima puloh
DPFSEN).

Ketentuan mengenad perubahan APBD akiteal leeadean luar biasas sehegaimana
dimaksud pada ayst (1) diatur dafam Poraturan Walikets scaus dengun
ketentuan peraturan poiundang-undangan.

Pasal 158

Dalam hal keadzan luar biasa yang menychabkan esbiimas: penetisnaan dalam
APBLD mengalami kenaikan lebih dard 50% (lims pulul persen) sebagaitnans
dimalesnd dalam Pasal 137 ayrat [2) dapat dilaloikcan penambanhan Kegiatan
pary danfaton peningkaton capaiarn Sasaran Kinerja Program dan Eegatan
dalam tabmn angearan beckcaaan,

Thalam hal keadean luar biasa yeng menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBRD merngalami penurunan lehih dano 50% {bma pulubh persen} scbagaimsna
dimaksud dalam Pasal 157 avat (2] dapat diakukan penjadwalan ulang
dan/aan pengurangan capaian Basaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya
dalasn taban anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyasunan Perohahan Anggoren Pendopatan dar Belanja Daerah

Pasal 159

Rancangsn perubahan KUA dan rencangan perubabian PPAS schagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 ayat [2) disampaikan kepada DPRD paling lambat
e perlanna Dulan Apustas dalam tahin angearan vang DErgKenasn.

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubaban PPAS sebagaimana
dimaksud pada avat {1] dibaha=z herssma dan disepakatl men'zdi perubaban
KUA dan perubshan 'PAS paling lambal minggu kedus bulan Agusiun delam
tathun anpearan vang erkendarn.

Pazal 160

Perubahan EUA dan perubahan PPAS vang telab disepakati Wealikota bersama
DPFRD scharaimana dimaksad dalam Pasal 152 avat 2) mengadi pedoman
porangkal dacrah dslam menvuson REKA SKPT

Perubahan KUA dan perubshan PPAG schagaimana dimaksud pada avat (1)
disempaikar kepada perangkal dacrah disertal dengan :

d. Program dan Kegmatan baru;
b, kriteria DPA SEPD vang dapat dmbatby;
¢,  batas wakou ponyvampalan REA SKIPD keoada FPEDhdan/ atau

d. dokumen schagal lampiran meliputt kode refening perubahan APBD,
format RKA SKPT), Aanalisiz standar hefanja, standar harga satuan dan

perencanaan kebutuhan BEMD serta dolumen lain vang dibatuhbkan.

MPenyvampalan achagaimana dimaksud pada ayat (2) dilabukan paling lambat
retigea kelips bulan Apustus tahun snggaran berkenaan.
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Pasal 161
Kepala SKFD menvusuti REA SKEFD) berdasarkan perubahan KUA dan
parubahan PPAS schapaimans dimaksad dalam Pasal 160 avat (2]

REA SKPD scbagaimang dimsksud pada ayvel (1) dissmpalkan kepada PPED
sebagal buhan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubabasn
AR,

Pasal 162

Kelenduan mengensi tata cara penyusunan REA SKPD sehagalmana dimaksad
dalam Pesal 92 sampad dengon Pasal 99 berlaku secars mutatis mutandis terhadap
poaynsunan REKA BKPD pada perubahan APTID.

(1)

k)

{1}

1)

Pasal 163

DPA SRPD vang dapat diubah schagaimana dimaksud dalarm Pasal 160G ayat i2)
huruf b berupa peninglatan atau pengursngan capaian Sasaran Kinerja
Program dan kematan dan vang telah diletapkan setndla,

Peninghkatan atau pocngurangan capaian Sasaran Kinera Program duen Kegioton
scharasimuna dimaksud pada gyat {1) diformudasikan dalam perulbahan DPA
bl 48 B 8

Perubahan DPA SHPD memuat capaisn Sasaran Knera, kelompox, jetis,
obuvek, mnoan obyek pendapatan, belanja dan Pembiavaan baik scbhelum
dilakuken perubahan meaupen sctelah perubahas.

Pasal 164

REA BKPD wvang memuat Program dan Kegialan bara dan perubaban DPA
SKPIY yanz akan dianggarkan dalam perubahan APBD vang lelsh disusun oleh
SRPD disampaikan kepada TAPD melatui PPRD untuk divenhicasi.

Verdikas) sebapaimana dimoksud pada avat (1) dilsboukan odeh TAPLD untuls
e nielanb kesesuaiae aclara RHKA BEKPD den perubahan DPA BEPD dengalns
a.  Perubahan KA dan Permuabohan PPAR:

b. Prakiraan Maju yane whah disctujoad;

¢ dokumen perencanaann ainnve;
capaian Kinerja;
ind kator Kinctja,

f analisis stondar belanja;

g smandar harga satuan,

b perencanrasn kebutuluog BMD,

1. Standas Peiavanan Muumal; dan

j-  Program dan Kegiatan antar KKA SkPD dan perubahan DPA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sehagaimana dimaksad pada ayai {1} erdapai
ketidakzesuaian, kepala BKPD melakukan penyvempuraaarn.
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Pasal 165

PPEN menymisin rancangan Peraniran aersb fervane perubanan APBRD dan
dokumen pendukong berdasarkan REA SKPD dan perubchan DPA BEPD vang
telah disermpumnakan oleh kepaia SKPD,

Rancangan  Persturan Daerah lenlang . perubahan  APBD  sebagaimana

dimaksud pada aval (1} memuat lampirun palinge sedikit terdin atas

. mingkssan APBD wanp  diklasifikast memuamr lelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan Pemblayasu;

h  rminglkasan APRTY menunat Urusan Pemerintahan daerak dan organisasi:

& rowlar APBE menpwruot  Urasan Pemernmtahan daerabh, organisasi,
Program, Kegalan, kelempok, jenis pendapatan, belanga dan Pembiayaan;

i rekapitidlasi  DGelanja  Daerah donn Resesusisn menurat Urusan
Pemerntahan dacrah, organisasi, Program dan Kegiatan;

e rekambuias Delanja Daevah untuk kesclaraszan dan keterpaduan Jnmasan
Pernerinlaban doerah dan fungsi dalam keranglen pengelolaan keuangan

NEegara;

L duiter jumiah pegawst por oiongan dan porjabata

g daftar Piutang Daerah;

h daftar penyeriaan modal dacmab dan mmvestas: dacrah Lennys;

i datter perkiraan penambahan dan senguarangan asct teiap dacrah;

1 daltar perkiraan penombahan dan penmurangan asot lzin-lzin:

. dallar Kegiatan ahun anggaran seoclumnys yang belum disclesatkan can
dianeparisn kembal dalam tahun anggaran berkenan;

L daftar Dana Cadangan dacralh; dan

m. daltar Pinpaman Dacrah,

DDokumen pendulkung sebagoimana dimogsad poda oyatr (1) terdiri atas nota
Leuangan dan rancangan Peraburan Wabkota tentang penjabaran pormbahan
AP,

Rancangen  Peraturan Walkola tentang  penjabaran perubahan APBD

sebagaimana dunaksiad pada ayat (3 memual lsmpiran palmegsedikir terdiri

atas |

a.  rmngkasap penjabaran perubahan APBD vang diklasifikasi memamit, jenis,
ubryek, dan rincizn obvek pendapatan, beanja dan Pembiayaan;

b penjabaran perubahan APBD menumat Urasan Pemerintahan  daerah,
organisasi, Program, Kegatan, jenis, obyek, riccian obyek pendapatan,
beianja dan Pembhagyaun;

(] dafter nsrmea penerimea, alamat penorima dan besaran hibahdan

d  daftar nama penenma, dlamatl penerima dan besaran bantuansosial.

Pasal 166

Fancanpan Persluran Dacrah tentang perubshan APBD vang 1elah disusen oleh
PPED disainpaikan kepada Walikora,
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Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pazal 167

Waliliota wajib menvampaikan rancangsn lematuran Daerah tenmng perubabian
APBD kepuda DPRD discrtmi penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas
dalam rangks mempercleh nersetijuan bersama paling lambat minggu kedus bulan
Soptember tohun onggoran berkenaan.

{2

[

(

Paszal 168

Pembahasan  rancangan  Peroluran  Dacrah  teptang perababan APBED
dilaksanakan owch Walikula dan DPRD sclelah Walikota menyampailean
rancangan Peraturan Duaerah tentang perubahan APRD beserta pemckasan dan
dakumen  pendukung  sesuai dengan ketenluan  peraturan perundang-
uridansan.

Pembahasan rancenpan  Peratwan  Deerah  enlang  perubahan  APBD
berpedoman pada perubshian REPD, perubahan KUA dan Perubahan PPAS,

Baglan Hesepuluh
Pergetujuan Rancangen Peraturan Daerah tentang Pernbahan APBD

Pasal 169

Pengambilan kepulusan mengenal rancangan Peroturan Daerah tontang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota paling lambat 3
ftiga) ualan sebelum tahun anpgaran vang berkenaan berakhor.

Dalurn hel DPRD sampal batas wakiyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lides mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadep rancangan
Peraturan Duerah  enlang  perbahan APBD,  Walikola  melaksaoaloes
pengeluaran vang tclah diangearkan dalam APBL tahun anggaran berkenaan.

Penielapar: rancangan Porataran Daerak tentenp perubahan APBD dilakukan

aelelun  ditetapkannva  Peraturan  Daerab  lentang pertanggungawaban
pelaksanaan APBD rahun schelummnya.

Bagian Kesebelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahsn APED dan Peraturan

i

(¥

Walikoia tcntang Penjabaran Perubahan APED
Pasal 170

Rancangan f‘eraturan Dacrah tentang perubehan APBD vang telab disetunn
hersama dan rancangan Peraturan Walikora tentang penjabaran perubahan
APBL disampaikan kepada Gubermnar sebagal wakil Pemermiah Pusal paling
lambar 3 (tige} harl scjak nggal perseiujuan Rencanpgan Peraturan Dacmih
tentang perubaban AFBTD untuk dievaivas sebelam ditetapkan olch Walikota.

Rancengan Peraturan Duersh  (enlaog perubahas APBD dan rancangan
Perpturan Walikotd lenlang  penjabaran pemubahan APBD schagairnana
dimaksud pada ayat (1) dizcrtar dengan perubahan BREFD, perubahan KUA,
dan Perubahan PPAS vane disepakall snlara Walikola dan DPRIDL

Eraluasl schagaimena dimaksud pada ayar (1) dilakukan untuk mengun
kesesuaian vancangan Peraluran Daerzh tentang perubahan APBRD dan
rancangan Peraturan Walikcta tentang penjabaran perubahan AFBD dengan ¢
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. Holentuan peraluran perundsng-und4ngan yang Tehih tngs:

b Kepentimgsn QoL
-~ Perubaban BKPD, perubahan KUA dan perubahan PEAS tfan

d.  REPIMD.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] citelapkan dengar
kepuasan Gubesour,

Dealam hal Gubernur menyaiakan hasil evaluasi rencangsn Peraturan Daersh
termtane  Perubahan APBLD  dan  rancangsn Perahwan Wallkets tentang
prnicbaran perubaban APBD sebagaunana dimaksud pada ayal (4} scsum
dengan ketenman perindang- undangan yang lebih tingoi, kepenfingan 11mum,
perubahan RKPD, perubahan KUA, poerubaban PPAS, dan RPJMD, Walilota
menetapkan rancangen terssbut menjadi Peraturar Tiaerah dan Peraturan
Walikota sesuai dengan kelentuan peraturan perundangan-undangat.

DBalam hal Gubernur menystakan hasil eveluasl rancangan Peraturan Dacral
tentung  perubahan  APBD  dan rancamgan  Peraluran Walikods lontang
ponjabaran perubahan APBD sebagaimana dimalestld pada ayar (3} tidak
sesuni dengan ketenluan peroiuran perundangundangan ¥ang lebih tinggg,
kcpontingan umum, perizbahan REPLD, porithahan KUA, Percbhahan PPAS dan
REJMD, Walikots bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
itujuh) hari sgjak haasil evaluasi dilerina,

Pazal 171

Penyeripurnaan hasil evalussi sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 170 fyat
i7) dilakukan Walkels melalui TAPD bersama dengan DPRD meiahn badarn
ANEATra,

Hasil penyempurnaan sebagoimana dunaksad peds ayat (1] ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD schagaimana dimaksud pada avat (2} dijadikan
dasar penetapan Peratiran Dacrah tentang perubanan APBD.

Kepuinisan pimpingn DPRD scbagaimana dimaksud pada aval (2] dilaporkan
pada widang paripromna herikutnya.

Kepulusan pimpinan DPRD sebagsimans dimakend pada ayat [2] disa s Pl
kepala Gubernur paling lambat 3 itign] han seielah keputusan tersebut
diletapian,

BAB VIlT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DARRAH

Bagian Hesatu
Almntans Pemerintah Dasrah

Pasal 172
Aleuniansi Pemerintah Daersh dilaksanakan herdasarkan -
a. Kebjjakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD: dan

o, BAS untul Dacrah sesuai dongsn kelentuan peraiuran  perandang-
undangan,
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Alcuntanai  Pemerintah  Dacrah scbagaimung dimaksud pada ayat {1
dilakesanukan obeh entitas aluntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 173

Kebijakan Akuntansi Pemerindah Diacrah schagaimana dimaksud dalam Pasal
172 aval (1) hurmif a, melipuli kebijakan alcuniianst pelaporan keuargan dan
kebijakan akuntansi aldn,

Felijakan aluintansi pelaporan keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
memusl  peniclasan atas  unsur-unsul laporar lkenangan  yang berfungs
sebagni panduan dalam peayajian pelaporan keuangun.

Kebijakan akuntansi akar scbagaimana dimzlesued pada aval (1) mengatur
definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dar /atau pengungkapan lransalesl
atan peristiwa sesval dengen SAF.

Pagal 174

SAPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 172 awai {1 burud b, memoat
pilihan progedur dan teknik alkunternsi dalam melaloaizan identifilas transaks,
pencatalan pada jurmal, posling kedalam buku besur, poayUsunan noracd
saldn dan penyajian laporan Keuarigan.

Penvajlan laporen lkeusmgan sebapgaimana dimaksnd pada avat {1} paling
sesTikir snelipnadl -
a. laporan realisasi anggaran;

b. lapuran peruabahan saldo anggaran lebih;

-
L

neraca;
laporan operasionsl,

laporan =uskas,

e R -

leporan perihahan ckaitas; dan

g, cataian alas laporan keuangan,

SAPD schagaimana dimaksud pada ayat {1} mehipul! sistem ahilatanst SKPXD
dan siztem akinfans: 3KPD,

Pasal 175

Bas untuk Daerah echapaimana dimaksuod dalam Pasal 172 ayat (1} hurul
merupakan pedomsn bagh Pemennab Doerah dalam meiakokan kodoh casi
akun yang menggamberkan struklus APBD dan laporan kcusngan secard
lengloap.

RBAS untuk Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1) bertzjuan uniak
mewnyjudkan statistik keuangan dan laporan keuangan scours nasinnal vang
celorns dan  terlonsolidasi antora Pemerintah Pusat dengaa Pernerinialky

Dasrah, yang melipul penganggaran, pelaksanaan angsaran dan laporan
Ezuangan.

HaAY untik Dacrah sehagaimans dirmksad ayat {2) disclaraskan dengan bagan
alunn  standar Pemeriniah  Pusai  sesual  dengan  kKetenluan  poraluran
perardang-undargan,
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Baginn Kedua
Pelaporan Eevangan Pemerintah Daerah

Pasal 176

Pelaporan kcudngan Pemmeriniah Daersh merupuian proscs peaylusunan dar
prenvajian laporan keuangan Pemeriniah Dacrab uleh entitas pelaporan sebagai
hasil konsalidasi alas loporan kevangan SKPD selaku entitas alonlans.

Lapuran keuangan SKPD sebagaimana flimaksud pada ayat 1) disusun dan
disajikan oleh kepala SKPD sclaku PA sebapai Entitas Alantansi paling sodilct
meliput

4 laporan realisasianggaran;

b, nersca;

¢, laporancperasional;

d  laporan peribahan ekuitas;dan

¢, catatan alas laporamn keuangan,

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimuksuel pada ayat (1) disampaikan

LepadaWalikotamelalui PPKD paling lambat 2 [dus; bulan selelad tahuan
anggaran herakhir sesual dengan ketentuan peratiaran aeriindang-undangan.

Pasal 177

Laporan keuangan Pemerintals Dacrah sebagaimans dimaksud pada Pasal 176
avat (1) disusun dan disajikan olch kepala Sk PHD selakn PIKD sebagat Enbites
Pelaporan uniuk disampaikan kepads Walikota dalam ranghs  memenuhi
perianggungmawaban pelaksanaan APBD.

Lupotan keuangan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada aval (1)
paling scedikit meliputi :

., |aporan realisas) anggaran;

b. laporan perubaban saldo anggaran lebah;

¢ meraca;

d. leporan operssional;

c. laporan aros kas;

f. laporan perubahan ckuitas; dan

g, catalan atas laporan Kewenogai,

Laporan keuangan Pemerinrah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Walikota melalui Sekeetaris Dacrah paling iambat 3 {ziga)

balan setclah tahun anggaran berakhis sesual dempan ketentuan peraturan
perundang-undangas,

Pasal 178

Laporan keusngau Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaloeig pada Pagal 176
ayal (1] dilakukan revin olen apenal pohgawas internal pemerinioh sesual
dengen  keteniuan  peraturan  perundang-undengan sebelum  disampaiken
Lepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilskukan pemeriksaan,

Taparan kruangan Pemerintsh Daersh scbagaimana dimaksud pada avar 1]
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Kouangan paling lambat 3 (tga) alan
setelah tahun paggaran berakhir,
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Permenksann laporan keuangan oleh Badan Pemerikss Keuangan sebapgaiiuqna
dimaksud pada oyat (2] diselesaikan paling lembar 2 {dua} bualan setelab
menerima kporan keuangan durt Pemerintan Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Kruangsn belum menvampailan laporan hasil
pemetiksaan paling lambal 2 (duaj bulan seielah monerima laporan keuangan
dari  Pemerintah  TDaerah, rancangan  Peratuman  Daersh  tentang
perlangauingawaban pelaksanaan AVBD dinjukan epaca DFRD

Pasal 179

Walikoly tmemberikan -angmapan dan melakukan penyesiaian terhadap laporan
hasil pemcriksaan Badan Pemcriksa Kevangano alas faporan keuangan Pemprintah
Diaerah sebazpimana dimaksod Pasal 178 ayat (3]

i

i)

k)

Pasal 120

Dalam raneks memenuhi kewajiban senyampaian informast kewangan daerah,
PA memusur  dan menyaiikan  laporan keunaneunn SKPD bulanan  dan
scmealeran untuk disampaikan kepada Walikata melalii PPED sesual dengan
keiealuan peraturan porandang undangan.

Dalam rangks memenubi kewajiban penvampaian mformiasg kcaangan dacrah,
PPKD memyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semestcran
uniuk disampaiksn kepada Menteri dan menterl yang menvelenggarakan
wrassn  pemerintabsn di bidang  keuangan  sesuat ketenluen peraturan
perLridangal.

BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 181

Walikota menyampaikan rancangan Peraluran Daerah tentarg
pertangrungawsban  pelaksansan APBD  kepada DPED dengan dildrmpiri
laprran kenargan vang felah diperiksa oleh Badan Pemerksa Keuangan serla
ikhiisar laporan Kinerja dan laporar keuangsn BUMD paling lasnbat & (cnam)
bulan sciclah tahun nngzaran berekhis,

Rancangan feraturan Daerah lentang perlunggunyjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibahas Walikata Dorsama DPRD uniuk
mencdapat persctujuan bersama.

Persefujuan bersama rancangan Peraturan DNacvah sebagaimana dirmaksud
puda ayat (2] dilakukan paling lambot 7 {tujuh) bulan setelah tahun anggaran
heralknir.

Alas dasar persciyjuan bersama sebopgaimona  dimsksud  pada ayar (3],
Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikcta ‘entang penjabaran
perisnggungjawaban pelaksanasn APED.

Pagal 182

Rancangan Peraturen Dacrah tentang pertnnggungswaban pelaksansan APBLD
yang telah disetajui bersame das raocangan Peralurao Waikola lenlang
penjabaran perlangeongjawaban  pelaksanaan APHD disampaikan  kepada
Wibernur paling lambat 2 [ligal hari terailung sejak tanggal persetijuan
rancangan Peraluran Daerah tentang perrangmungjswaban pelaksanaan APBD
wtuk dievaluasi sebelum ditctapkan.
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Chshermur melakukan evaluasi terhadap rancangsn Icraluran Dacrah leniang
pertanggungawaban pelslksanaan APBD dar rancangan Peraturan WEl_Lliknta
tentang penjabaran purisngrungawaban  pelaksanaan APBD sebegannana
dimaksud pada ayat (1) uniuk mengaji keseeuaian dengan Peratiran [Daerah
tenlang APELY, Peraluran Dacrah  lentang perubahan APBD, Peraburan
Walikota tertang penjabaran APBD, Peraluran Walikolplentang penjabaran
peribahan APBD danfatau temuan  lsporan hasil pemeriksaan  Badan

Femerilisa Kouangan.

Hasil cvaluasi disampaikar: oleh Gubernur kepards Walikota paling lambal 15
fima belas) haei wrhibmg sejak ditenmanya. mancangan Poraturan  [laerah
tentang pertangguagiawaban pelaksaneann APBD dan rancangan Peruiuran
Walikota temtang penjabaran  pertanggungiawaban  pelaksanaan APDD
zebagaimana o ' maksud pada ayat (1},

Dalam hal Gubemur menyatakan hasil evaluasi rencangan Peraturan Dacrah
tertang peranpEungawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perataran
Walikota tentang penjabaran pertoepungjawaban APBD sudab scmiai dengan
Peratluran Daerah tenlung APBD, Peraturan Dacrah tenteng perubahan APBD,
Peraturan Wailkota Lentang penjsbaran APBD, Peraluran Walikota tentang
penjabaran perubahun APBD dan lelah menindaklanjuti femiaan laporan hasil
pemerksaan Badan Peweriksa Keuangan, Walikots meneta plan rancangan
Poraturan  Dasrah  Lersebir  menjadi Peraturan Daecrah  dan  rancsagan
Peraruran Walikota menjadi Peranaran Walikota,

Dalam hal Gubermur menvatakan hasil evaluasi rancangan Peralucan Dacrah
tentang pertangrungjawaban pelaksanaan APBED dan rancangan Peraturan
Walikaln ftentang  penjabaran  pertangpungiawaban  pelaksanasan  APBED
bertrmtungan dengan Peralumn Daerah tentang APBD, Peruluran aerah
tentang perabahon APED, Peruturan Walilkes lentang penjabaran APSLD,
Peraturan  Waliketa  tentsng  penjabaran perubohan APRD dan tidak
menindaklanjuti  temuan laporan  basil pemeriksoan Badan Pemeriksa
Kreuangan, Walikota bersama DPRD melzkukan penyempurnaan paling lama 7
ftajuh) hari werhatung sejak hasil evahiasi ditenima,

Pasal 183

13alam hal dolom wakta | {sato) bulan scjak diterimanya rancangan Peraturan
Dagerall lentang pertanggungjawaban pelaksanasn APBD cari Walikota, DPRD
lidak menganibil keputusan bersama dengan Walikola terhadap rancangan
Peratiiran Dacrah lenlang pertanpggurgjawaban pelaksanaan APBD, Walikoia
menyustin dan menetapkan Peraturan Walikota lentang pertanggungjwaban
pelaksanaan APBLY

Runcangan PFeraturan Walikota sebagaimana  dimabsud pads  ayse {1]
ditetapkan sctelah memperoleh pongesahan Qubemur bagl Daerah.

Untak memperdeh  peogesahizn sedagaimana  dimaksud pada ayel (2),
rancangan  Peraturan  walikota  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanano
APADN heserta lampiranrya disampaikan paling lambat 7 (tojuh) han tevhining
acjak DPRD lidak mengambil kepulusan bersama dengan Walizola tarnadap
rancangan Peeaturan Dacrah teniang pertangsungjawaban pelaksanaan AFSD,

Dalem hol dolam bams wakiu 15 (lima  belas) hari Gubernur  hdak
mengesahksn rancangen Peraturan Walikots schageimong dimalesud pada
ayat (3], Walikols menetapkan rancangan Peraluran Walikola toeschut merjads
Peraturan Walikowa,
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BAB X
KEHAYAAK DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piatang Daerah

FPasal 184

(L Seliap pejabal yang diberi kusea untuk mengelols pendapatan, beianja, dan
kekavaan dacrah  wajls mengusahakan  agar  sedap  Frtang Naerah
diselesaikan se.urunnya denpgan wpat wakio.

£  Pemerintah Daerah mempunysl hak mendahulul atas plulang jenis tertentu
sestal denpan etenluan peraturan perundang-urdangat.

(% Piutanpg Daerahk yang tidak dapai disclesailan sclurubhnya dan fepat waki,
diclesnikan sosuai dengan kelentian peratiiran perundang- undangan.

#  Penyelesaian Piutang Dacrah yang mengakibatkan masalah Perdata dapal
dilakukan melalni perdamainn, kcouall mengenal Piutang Dacrah vang cara
penvelesalannya sesum dengan Ketenbuan peraturarl perundang-uridangan.

Pasrl 1B5

Piutang Daerah dapar dihapuskan secara mutlak atan bersvarat dan pemhbukuan
sunngl dengan koeleniuaan persturiatt perundanp-undangan yvang nengaur menZenai
penghapusan piutang negarn dan Daerah, kecuah mengens Piutang Dacrah vang
cara penvelcsaiannye dilakuakan sesuwal dengan kelentuen peraturan perandang-
undarerai.

Pazal 186

Ketentuan lebih lanjur mengenai penvelesaian Piulang Daeral yang mengakibalikan
maselabh  Perdats  sebasaimana dimaksud  dalam Pasal 184 avat (4} dan
penghapusan Mulang Daerah sebagaimana cimaksud dalam Pasal 185 diatur
sesnial denean keteniuan peraturan perundang-andangan.,

Bagian Hedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Paszal 187

Pemerinlaks Traerah dapal melakukan investasi dalem rangka memperoleh maonfadl
eknnomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Hetiga
Pengrelolaan Barang Milik Daerah

Pazal 188

Peagclolaan BMD mclipuli rangksian Kegialan pengelolasan BMD sesuai dengsn
kerentuan peraiuran perundang-undangan.

Eagian Keempnat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 189

1] Waliknta dapat melakukan pengciolasn Utang sesual dengan getcnbuan
peraturan perundang-undangae,
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Walilkes depal melakukan pliamen scuula dengan koteniuan peralutail
perundang-undangan.

Biava yang timbul skilat pengeiolaan Uteng don Pimatnan Daerah dihehankan
pacla angparan Belanja Dacral,

BAE XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 190

Pemerintah Dacrah dapat membentuk BLUD dalam rangka meninghatkan
pelavanan kepada masyarakal sesual cengan ketentuan peraturdan perundang-
undangan.

Nelam rangka meningkatkan  pelavanam kepada masyaraket schagaimana
dimaksud pada aya: |1}, Walikela meneiapkan kebijakan leksibilitas BLUD
dalam Peramiran Walikois vang diiaksanskan olch pejabal pengelola BLUD.

Pejabal pengelola BLUL sebagaimans dimaksud pada wyat |3} bertangeang
‘awah atas pelaksanaan kebijokan fleksibilitas BLUD dalam pemberian
Kegiatan pedayanan umum leritama pada dspek manfaat dan pelayanan yvang
dihosilan,

Pasal 191

Pelayanan kepada masysrakal scbagainana dimaksnd dalam Pasal 190 ayat (1)
meliput ;

i

b

it
2

(2
H

penvedinan barang dan/atan ja&a lavanan wumurmn;

pengelolaan dan khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/«tau layanan
kepada masyarakat; dan/atau

perigeolaan  wilayah/kawasan  tortentu unluk tujuan meningkatlan
porekonnmian masydarakal atan layanan umarm.

Pasal 192
RLLD mempakan bagian dari Pengelolasn Keuangan Daerah,
BLUD merupakan kekavaan daersh vang tidak dipisahlean yang dike:ola untuke
menyelenggaraltan  Keglutun  BLUD  vang  bersangkutan  sesuai  dengan
ketentiian pUrdlursT peruendang-andangan.

BLUD menyusun rencana bisnls darn anggaran.

Laporan kousangan BLUD disusun berdasarkas SAP.

Pasal 193

Pemnbinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD
dilukulkon oleh kepala SKEPD yeng bertanggungjawab atas Urosan Pemerintzhan
veue Bersanghoatan.

i1}

Pa=zal 194

Selurub pendapatan BLUD dapat digunakan langsung unluk membiaysi
belunja BLUTY yvang bersangkutzn,
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(2l Pendapslan BLUTD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) melipot pemdupaan

vang diperoleh dari aktiiras penmgkatan knalitas pelayanan BLUD sesusi
kelutuhian.

Pazal 195
Heneana bisnis dan anggaran serla lapoman keuangan dan Kineris BLUTY disusun
dur: disajikan sebagai bagian yang tdak terpisabikan dari renvana kerge dan
anggaran, APRD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pa=al 196

Pedoman teknizs mengenal pengelolasn kevangan BLUD mengacu pada kezenluan
peraturan peruncang-undangan mengenal BLUD.

BAR XTI
PENTELESAIAN KERIUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 197

Setiap korugian Keuangan Deesall yang discbablan oleh Undolcan melanggar
Fukrm atau kelataian scscorang wajib scpera diselesailan sesuai dengan keteniian
peratran perundang undangan.

Pasal 198

() Sctisp bendahara, Pegawal ASN hukan bendohara alau pelabat lan yang
karena perbuatannya metanggar hukurm atail meladailan kewajibarnya, haik
lanpsung Atau udak langsung merugiken Kevangan Dacrah wajib mengpant
kerugian dirmaksud.

Ketcnluan mengenai penyelesaan kerugian daerah schapaimana diomaksud
dalam Pasal 197 herlalen secara mutatis mutandis cerhadsp penggantian
kcrugan.

(%  Ketentuan nengenal tala cara pengganlian keruglan Dacrah sebagaimana
dimaksud pada avat {1} diatur sesual dengan keientuan peralUraty perundang-
undangan.

BAB AIlI
INFORMARI HEUANGAN DAFRAH

Pazal 199

(1] Demerintah Daerak wajib menyediskan nformasi kousngan daerah dan
divmurnkarn kepada masysrakal.

) Informasi keuangan daerah sebagaimens dimeksud pacla ayat (1) pahng scdilat
memua,  informasi  penganggaran,  pelakssanaan anggaran dan lapocan
keuangan.

(%  Tnformasi keuangan daersh sebagaimana dimsaksud pads ayat (1) digunakan
untuk

a membantu Wellkota dalam menyusun anggaran dasrah den lapuaraco
Pengelolaan Keusngan Daera’;

b membantu Walikota dalamn mceramuskan kebijaxan Keuangan Daeral;

¢ membant Walikota melalmakan cvaluasi Kinerja Kevangan Deaeraly,
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d  menvedizkan sialistik keusangan Pemerintah Daeraty,
e mendukung ceterbukasn informasi kepada masyarakat,
{  mendukung penyelengparaan sislem infarmasi keuanegan daenih; dan
g  melakukan evaiuasi Pengelolaan Kenangzn Daerah.
{)  informasi kewangan dasrah sebagaimans dimaksud pada ayal {2) harus madah

diakses olch musyorodsat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri
vang menyelenpgarakan urusan pemerintahon di bidaag Kewangan.

BARB XIV
PEMRBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 200

Pembinaan dan pongawassn Pengelolaan Kevangar Daerah dilaksanakan olen
Walikola,

Paral 201

{1} Pembimaan sebagamana dimaksud daiam Pasal 200 dilakukan dalam bentuk
Easililami, konsultansi, pendidiken dan  pelatihan, serta  penclitian dan
peneT e s,

(2] Peagawasan schagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ditelaikan dalam bentk
audil, reviu, evaluasi, pemantatan, bimbingan tekris, dan bentuk penguwesan
Jainnya sestai dengan ketentian peraturan penindang- undangan,

Pazal 202

Pemnbinsan dan pengawassn schagaimans dimaksud daawmn Pasal 200 dan Pasal
20 dilaksanakan sesual dengan ketentusn pereturan perandang-undangan,

Paszal 203

{11 Uniuk mencapai Penpelolaar heuangan Daerah yang coonomis, efelenf, ofisica,
ransparan  dan akuntabel, Walikola  wajib  menyelenggarakan  sistem
pengendalion intornal alas pelaksansan Kegiatan pemerintzhan Nasrval.

() Peoyclenggaraan sistom pengendelian inlernal schagaimana dimaksud pada
avat [1] sesuai dengan ketentnan peratiran perundang-undangan.

Poaal 204

[ Pembincan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU dan DAK dalam
APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantaian dan pengevaluasian.

(3 Supervisi, pemasiauan dai pengevaluasian penggucasn DBH, DAL, dan DAK
schaprimana dirmalisud pada aysi (1] bertujuan untulk :

4. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaaiksn secara optunal uniuk
memblayal Umisan Pemerintehan yvang menjad! kewenangan dacrah dan
sceual dengan prioritas doerah termasuk Uraean Pemernniahan Lerienny
vane digtur Jalas perataran perundang-undangai;
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b, memastikan bahwa DAU sudah dimanlaaikan secara pptimal  uniuk
memnbiayat Urisan Pemennizhan yang menjadi  kewenangan dacrah
ierulama  untik  penvedisan  polayanan piinlil  sesual peraturin
perundang-undangan; Gdan

e memastikan bahwa DAK swish dimanfaatlkan secara aptimal unfak
membiayvali Urusan Pemerintuhan pada Reglatan khusus yang roeTLjed
kewenangan dacrah dai scsusi dengan prioritas naszicnal pada t=zhun
angearan yang berkenaan.

@ Kelentizan mengenal (ata cars pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan
ponpevaluasian sebagaimana dimeksud pada ayat {1] dilaksunakan 85 Ll
denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal Z05

(1} Pemcrintah Dacrah mencrapkan sistem  pemetintaban berbasis elektromk
dalam Pengelolaan Keuangan Dacraby.

(4 Pencrapan sistem pemenntaban perbasis elektronik sebagaimeanas dimakaud
pada avat (1} depat dilakalean secara bertabep dizesuaikan denpan kondisi
dan/alau kapasitas Pemerintah Daerah.

(31 Pemerinlah Dacrab  wajib  menerapkan  sistem pemerintahan  berbasis
clelctronik di hidang Pengelolaan Keuangan Daerah serara rerintegrasi paling
gedikit meliputi :

a  pemyusunar Program dan Kegiatan duri REPD,

=

penyusunar rencana kerja SKPD,
c.  PCTyUSUNAN ONEEHTAT
d.  penzelalaan Pendapatan Daerah;

¢, pelaksanaun dan penalausaiizan Kousigan Daerah;

f akuntansi dan pelaporan; dan

g, pengadasn barang dan jasa.

(4} Prlaksanaan penerapan sistom pemerintahan berbasis clekironik di bidang
Pengelolaan Keuvangan Daerah herpedoman pada  peraturat perundang-
undangen yang herlakun,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 206

Hal-hal tokris menpenal pengelolaan keuangan daeroh sebagoimana diatur dalam
Peramiran Daersh Kotz Meiro Nomor 2 ‘lshun 2010 remtang Fokox-pokok
Pengelnlaan Keumngan Dacrah dinyatakan masih tetap bBerlaku sepanjang Lirdnk
hertenrangan dengan Peraturun Dasrah ini.

BAB XV1
HETENTUAN PENUTUT

Pasal 207

(17 Pada sual Peraturan Dacruh i mulai berlaky, Peraturan Daerab Kota Meiro
Nomor 2 Tabun 2010 temiang Pokoi-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeruh
[Lembaran Daerah Kota Melro Tabun 2010 Newmor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Motre Nomor 1) dicabut dar dinyeialen tidak berlaku,
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{Z] Petunjuk Pelaksanasn Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling
lemibat 1 (sata) tabun terhifing wejak berlakunya Peraturan |3acrah in

Pasal 208

Peraiuran Daerah ini mulai berlaka pada langgal diundangkan.

Agar sciap orang dapat mengeLabumys, memerinlankan pengundangan Peraturan
Derah im dengan penempazannys. dakam Lembaran Dacrah Kota Melrn.

o Ditetapkan di Metro
pada Langazal Jﬂ,;‘f@ww?ﬂ?ﬁj

WALIKO RO,
a5
ACE PAIRIN
Driundangkan di Metro /”
pada tanggsl 89 ofdmber 2020 :

Pj. SEKRETARIS [JAERAH KETA METROC,
it

MISNAN

".'r"

LEMBARAN DAERAH KOTA METRCQ TAHUN 2020 NOMOR ......

L AECH

NOMOR REGISTER FERATURAN DAERALL KOTA METRQ, PROVINGL LAMDPIING, 407 03 102 MTE 2
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PERJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Diundanegksnnys  Undang-Tndang  Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintzhan Dacrah merupakan dinamika dalam perksmbangan Pemerintahan
Naerah dalam runpks menjawah permnasatabien yang terjodi pada Pemerniniahan
Daersh, l'erubahen kebijakan Pemerintahan Dacrab yarge dintug calam Undeng-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemernntabien Daerah tclabh mermberikan
dampak vang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan vahg
mengatur mengenal Pemerintahan Daerah, termasuk  pengaiuran TICTLEETIE
Pengclolaan Keusngan Dasrah.

Pemennleh Kota Metro metniliksi tupas dan  langeuang  jawab untak
menpatir dan mengurus sendin urusan pemerintahan daerah menurut asas
otonomi dan tugas permbantuan, untuk terwujudnya kescjahleraan masyarakat
melabiii  peninglatan daya saing daersh dengan  memperhaliken  prinsip
demolkasi, pemerstean, keodilan dalwm  sistem Nepara Kesatuan Republik
Indonesia. Saluh salu tugas dao tanegang jawab yang dijalarkan olch Pemenntab
Kota Metro adalah peneelolaan keuvangan daerah yang tertib, taal pada permiocan
perundang-undangan, elisien, ekonomis, efektil, transparan, dan bertangming
jmwah denpan momperhadkan asas keadilan, kepatutan, dan menfaat untuk
masvarakat,

Selanjutnys, berdasarkan prnsip, asas, dan landasan umam penyLsunaen,
pelaksenaan, ponatausshaan, pelaporan, pengawdsan dan peruangsugiswi b
Keuangan Daerah, Pemennlah Daerah diharapkan mampi menciptaksan sislem
Pengolilaan Kenangan Dacrah vang sesuai dengan keadsan dan kebutuban
setemnpat dengan letap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tingg
scrta meninjau sistermn toracbut sccars Lerus menerus depgan Lujuan mewajudkan
Penwelolaan Keuangan Dacrah yang efekul, clisicn dan transparan. Deongan
terbitnve Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolusn
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah kota Metro Nomor 2 Tahun 2U1L4 wnisng
Poko'c-nokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidale sesusi, maka perlu
ditinjau kembali.

1. PASAL DEMI PASAL

Paanl 1
Cusup jolas,

Pawmal 2
Cukup jelas.

Maanl A
Ayeil |1}
Yang dimsksud denegan “lertibh” adalah Keuangan Dacrab dikelsa
secara topet wakla dan tepat guna yang dwdukung dengan Drikil
administrasi vang dapat dipertenggungiawabkan.
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Vang dimaksud dengan "efision” adslab pencapaian Keluarun yang
maksirmm dengan masukan ferfentul atau pengglinaan masukan
terendah untuk mmencdapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ckonomis” adaiab  peroiehan masukan
dengan kualitas dan kuantites tertent pada tinpkat harga yang
Lerenidah.

Yang dimaksud denpan “cfekii™ adalah pencapaian Hasil Program
dengan Sasaran wvang tclah  ditetapkan, yaitu  dengsn  cara
membandingkan Keluaran dengan Hasil

Yang dimaksud dengan “transparan” adash prinsip keterbukean
vang memungkinkan  masvamakat  untuk mengelabin dan
meadapalkan  akses informasi seluas-luasoya tontang Reuaagan
Dacrah.

Yang dimaksud dengan “bertangmump jawab” adalah perwujudan
Kowajiban ST AT AT atau ma bian kerja untuk
memoertanggungjawebkan pengelolaan dan  peneendadan suimber
dayva dar pelaksanacn kebijuksn yang cipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang t=lah ditetapkan,

Yang dimaksud dengan *keadilan” adalah keseimbangan distrilras
kewensngan dan pendanaannys.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adelsh tindoicon atou suatu
silap yang dilakukan dengan wajar dan proporsinal.

Yang dimaksud dengan *manfaat wuntuk  masyarakat” adalah
Keuangan Daerah dintamakan uniuk  pemenuben  kebutuban
magvarakal,

Yang dimaksud denget “taat pada ketentuan persturan perundang-
uidangan® adaiah Pengelolaan Kenangan Dacrah  harus  sesual
dengan ketcntusn peraturan perundang-undangan,

Avat (2]

Culoup jelas

Ayral {3

Pasal 4

Culkup jelas.

Ayat (1}

Cubup jelas,

At [2)

Culup jclas.

Aat (3)

Cukup_it:lm.

Aval 14

Humaf a

Yaag dimaksud densan "koordinator”™ adaiab terkait dengan
peran dan fungsi sekretaris dacrah membantn Walikata dalam
merivusun lkebijalion don mengoordinamban perivelengparaan

Vrusan Pemerintahan dacrak termasuk Pengelolaan Keoangan
Daeral:.
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Huraf b
Cukup clas.
Hurut' ¢
Culoup jelas.
Ayval [3)
Cakaag jeias.
Avar (6
Cukup jelas.
Masal 5
Cukunp jelas.
Paual &
Cukup jelas.
Faszal 7
Avat (1)
Cukup jeias.
Avat (2]
Hurul a
CukLp pcias,
Hurul b
Culup jelas.
TTarul ¢
Cukup jeas.
Huruf d
Cukup jelas,
Humri:l e

Kewenangan permungutan pajak dacrab dapat dipisahkan dari
kewenangan SKPHD scsual dengan  keientuan peraturan
perindang-undangan.

Hurul [

Candoup joelas.
Huruf g

Culup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf i

Culrup jolas.
Huruf j

Cukep pelas.

Panal &
Avat 1]

Cukup jolas,
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Moyat. [2)
Cukuyp jelas.
Ayak {4

Hunaf a

Culiup jelas.
Huruf b

Culaap jelas,
Humaf ¢

Cukup jelas.
Humaf <

Cukup jekas.
Hurul e

Culoup jelas.
Huzul {

Chakuap jelas
Hurul g

Cukup jelas,
Hurul h

Cukenp jelas.
Huruf 1

Yang dinaksud dengan *melaksanakan Pembedan Pingaman
Daerah atas nama Ponerintab Dacrah™ adalab hanva terkait
clsckusi Pembenian Pinjaman  Daemmbh buxan kebdjakan
Pemberian Finjaman Dacrah.

Huruf j
Cukmap elas,
Hurul
Cukup wlas
Apat (1)
Cukup jclas.
Paaul ©
Culcup julas.
Prazal 10
Avat (1)
Hurul &
Culap jelas.
Hurual b
Cubiup jelas.
Hurual' e

{hakp gelas.
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Hurul d

Cukup jelas
Hurui ¢

Cauloup jelas.
Huruf {

Cukup jelas.
Huraf g

Cultup jolas,
Huruf h

Cukup jelas.
Hurul i

Yang dimaksud dengan “mengelola Umang dan Piutang Daerah
vang menjadi tangmung jawab BKPD vang dipimpinnya” adalah
sebagad akibal yang ditimbulkan darl pelaksanaan DPASEDPD.

Huruf
Culkup jekas.
Hurud k
Cudoup jeims,
Hiiraf
Cukup jelas.
Hur:l m
Cukup jrlas
Huruli n
Cukup jelas.
Ayvac {2]
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayak (1)

Yang dimaksud dengan “Unit SKPD™ lermasuk unit pelalosans ieknis
dacrah,

Ayat (2]

Cubiup jelas,
Ayat (2]

Culiiep jelas,
Aval (4]

Cukup jelas,
Aval {3)

Coukugp jelas.
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Puasul 12

Aval (1)

Yang dimaksud dengan "PASKPA dalam meaksanakan Kegiatan
menctapkan pejabat pada SEPD/Unil SEPD selaka PPTK adalah
FA/EPA menctapkan FPTE melalun usulan alasan lanpsung pejabat
yang hersangloutzn,

Avar (2)

AVET

Pasal 13

Yang dimaksud deogan “membantu tugas® adaish tugas  yang
ditentukan aleh PASKPA dalam rangka melaksanakan timdakan

vang mengokibatkon pengeluaron atos Beban angearan  belanja
vang mclaksanakan anggaran SKPD vang dipimpinnya vaita ;

a. mengendalkan pelaksanasn Kegraan;
b,  melaporkan perkembangan pelaksanaan Repiatan;

¢, monyiapkan doloamen dalam rangka pelaksanaan anggaran atss
Bchan pengcluaran polaksanaan Kogiatan; dan

d. melaksanakan kemalan pengadasan barang asa sesoal denpan
kotentuan  peraturan porundang-undangan yvang  mongabuor
nengadaan harang/jasq.

{})
Cukup jelas.

Chulman jelas.

Fasal 14

Cukup jelas,

Tasal 15

Culiup jelas,

Peaal 15

Culkuap jelas.

Pagal 17

Cukup jelas.

Pasal 1=

Culkup jelas.

Pasal 19

Culoap jelas,

Masal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
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Pagal 22
Culaap jelas.
Pasal 43
Avat {1
Cukup jelas.
Avat (2]
Culiap jeles,
Ayat (3}
Yanz dimaksud dengan "fungsi otorizas” adalah angparan daersh
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun berkenzan.
Yang dimaksud dengan *funpsi percncanasn” adalah anggaran
daerah memjad: pedoman bagl manajcmen dalam mercncansloan
Kegiatan pada tzhur berkenaan.
Yanz dimaksud denpan “fungsi pongawasan” adalsh  anggaran
daerah menjadi pedoman untux menida  gpakab Keglatan
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah scsual dengan ketentuan
vang telah ditetapkan.
Yaneg dimaksud dengan “lungsi alokas:” adalab anggaran dacrah
warus diarahkan vntuk menciptalsan lapanpan $enja/menpursng
pengangeuran dan pemborosan sumber dava zerta  meningkatkan
chgiensi dan efeltivitas perekonomian,
Yang dimaksud dengan “fangsi  distribus"  adalsh kebijakan
aniggaran  <daerah  barus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan
keparitan.
Yang dimaksud dengan  "fungsi  stabilisasi® adaleh angzaran
Pemerintah Daesrah meniadi alat onick memehihara dan
mengupayaskan keselmbangan lndamental perekonomian Daecrals.
Mot (4]
Caaknep elas,
Pazal 24
Avat {1)
Cukup jelas.
Avat {Z]
Cudmap jelas.
Avat (3]
Cukup julas
Avat (4]
Coudeup jelas.
Avat (3]

Culmap ielas.

Movat {8)

Cukup jclas.
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Aoyrt (T)
Yang dimaksud dengan “danggarkan secara brto” adalab jumlan
Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak holeh dikurang dengan
belanja yvang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
terzebut canjfaman dikurangl  dengan bagian  Peomerintan
Fusat] Dacrah lain dalam ranglea bag hasil.
Pasal 25
Cukup jclas.
Pa=zal 26
Cukup jefos,
Pasal 27

Culmap jelas.

Pasal 28

Avat (1]

Yang dimaksud dengan "ckuitas" adalah selisih antara asct lancar
dengan kewajiban jangka pendek.

Avat 2}

Culkup jclas.

Avat (3}

Pasal 29

Cukup jclas.

Cukup jelas,

Pasal 30

Cubkap jclas.

Masal 31

Culmap jelas.

Pasal 32

Cultap jelas.

Freagal 33

Culiup jelas,

Pasal 34

Coloap jelas.

Pasal 3o

Cukup jcles.

Pasal 36

Ayai (1}

Cukap jelas.
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Ayat (2}

Huraf a
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan® adalab
pejolk vang dikenakan atas bum dan/atau bangonan yvang
dimililci, dikuasai, dan/atau dimanfaalikan di kKawasan yang
dizunakan umtuk kegiatan wssha, antara lain perkebunan,
perhutanan, dan  perlasmbangan sesual dengan ketentian
peraturan perundang-undangan.

Huril b
Cukup jelas.

Pasal 37

Culoap jelas.

Fasal 38
Cukup jelas,

Pusal 3%
Culkup jelas.

Paaal 10
Cukup jelas,
Peagal 41

Yang dimaksud dengan “Pendapatan bagr hasil” merupakan bagl hasil
pajak kendaraan hbermowr vang dibagikan oleh Dacrah  provins
kepada Daerah kabupaten/kota diwilayahnya.

Puasgl 42

Culup jelas.

Paual 43
Hurut a
Yang dimeksod denpan “Hibah" odalah boil dalam bentuk devisa,
rupialy, barang, Jdenfatau jasa, termasuk tenaga ahi damn
pelatihan vang tidak periu dibayarkembali,
Huraf b
Culoap jelas,
Huruf e
Culeup jelas.
Fasal 44

Yanp dimaksiod dengan "Hibah" termasuk sumbangan dard pibak
keupa/sejenis  yang tidak mengkar, tidak berdassthan perhalungan
tertennicn dan  tidak  mempunval konsebuens: pengeluaran atan
pongurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi scrta tidak
menvebabksn ekonomi eava tingsl

Pasal 45
Cukup jelas.
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Taaal 46
Cukup jelas.
Pasal 47

Yany dimaksud dengan Tiaerah wajin mengalskasikan bolanja” adalah
alokasi belanjs yang sesuni dengan kelentuan peraturam EJf:rundang—_
undengan  antara  lain besaran  slokasl  helanga unkuk  fungs
pendidikan, anggaran keseharan dan insfrastrakir,

Fasal 47
Avat (1)
Cubkup Jolas,
Avat (2)
Cukimn Jelas,
Ayat (3

Yang dimaksud dengan *standar hargn satuan regional” adalah harga
satuan baraneg dan jasa vang dilelapkan dengan mempertimbangkan
tinghat kemahalan regional, TPenelapan hargs  safan  regional
dilakukan cengan memperhatibken lingkat kemahalan regional yang
berlaky di sualu Daerah.

Moyant (1)

Yang dimaksud dengan “standar harga satuan” adaiah slandar

satuan  harga Daerah dengan memperhatikan Lingkat kemahalan
vang berlaln di sustu Dasrah,

Aval [D]
Cukup jclas.
Avat {5)
Cukup jelas.
Ayal (7]
Cukup jelas.
Pamal 49
Citkup jelas.
Pragal 50
Culmap jclas.
Pryxal 5
Chakusn jelas,
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas,
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Avat

Hurul &

Yang dimaksud denpgan “belanja modal® antara lain berupa
bolanja mndal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
beianja modal gedung dan bansunan, belanja modal jalan,
irigasi dan aringan, can asct tetaplainnya.

Huruf ¢

Cukup elas.
IMurudf d

Carkaap jeias.
i<}
Cukup jelas.

Axat 3}

Cukup jelas.

Avat [4}

Pazal 53

Carkap pelas.

Aval (1}

[Tvtaf a

Yang dimaksud dengan “belanja pegawai® antara lsin berupa
gaji  dan mnjangan, mmbahan penghasiian Pegawsi ASHN,
belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DI'RD
gerls Walikols [ Waldl Wahkora, msennf pemunoutan  pajak
duaerzh dan reltibusi daerah, dan honorariun.,

Hural b

Cukun jelas
Huruf ¢

Cuup jeiag
Hurufl d

Cukup jelas
Hurul «

Cukp elas
Huruf f

Crrloap jelas

Aral [2)

Cubcup jelas.

Ayl (3}

Cukup plas.

Avat (4]

Cukup jelas.
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Pasal 5d

Aval (1)

Cubkup julas.

fovat (2]

Yang dimmaksid dengan “Pepawal ASN® adalab profesi bagl pesawar
negen saipil dan pegawal pemerinish denpan perjanjian kega yang
beleerin pada instansi pemeriniah.

Avat (3

Pa=zal o5

Cukup jclas.

Avat (1)

Yang dimakszud dengan *mempemleh persetgjuan DPRDT adalah
dilelcakan bersamaan dengan pombahasan KUA,

Avat {21

Yang donaksad dengan Tambahan penghasilan berdasarkan el
kena diberikan kepada Pegawai ASN vang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas vere dindlai melammpaul beban kerja narmal.

Yang dirnaksud cenpan Tamibabhan penghasilan berdasackan empat
bertugas dibenkan kepada Pegawad ASN vang delam melaksanakan

tapasnya berada di Dacrah memiliki tingkal kesudilan Unegi dan
Paerab terpencil.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan kondis
kerja diberikan kepada Pegawal ASN yang dalam  melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kega yang memulikd resikotimeg?,

Yang dimaksud dengan Tembahan penghasilan  berdasacsan
kelangkaar profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
mengemban nigas memiliki keterampilan khusus dan langha,

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan prestas:
kerja diberikan kepada  Pegewai ASN  vang memiliki | proestas:
kemga vang tingg danfatan inovasi.

Yang dimaksud dengan Tambahan peoghasilan  berdasarkan
pertimbangan objekff lamnya  dibertkan  kepada  Popawal  ASN
sepanjang diamanatkan aleh peraturan perundang-undangan.

Avat [3)

Cubkup jelas.
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Panul 56

Aval [1)

Yang dimaksad dengan “belanja barang dan jasa” antara lam berupa
belanja barang pakai habis, bohan/material, jasa kontor, jasa
aguransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah feedhimg/audang fparkir, sewa =sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan perslatan kantor, mabkanan dan
mimimman, palmaian dinas dan atributnya, pakaian  keeja, pakaian
khusus dan hari-hari tercentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah  tugas.  pemulangan pegawai, pemeliharapn, iAsa
kansultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payvment), lain-
lmin pempadasn harang/jass, belangs Binnvs vang seems, belanja
Larang danfatan jasa yeg diserahkan kepada masyarakat/pmhak
ketiga, belarga berang dan/awu jasa vang dijual keoada  masvarakat
atau pihak kertiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja
kursus, pelatthan, sosialisasi dan bimbingan feknis PNS dan
belania pemberian LAang yvang diberikar  kepads  pihak
keliga / mmasyarabal.

Yang dimaksakl dengan “barang/jasa vang akan diserabhkan atan
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga® adalah barsng/jasa vang
terkait dengan pencapaian Sasaran poioritas Daerale vang tercaniiem
dalam REIMD.

Avat (2)

Fasul 57

Cukup jelus.

Yang dimakeud dongan "belanja bunga”  antara kn berupa belanga
bungs utang pinjaman dan belama bungs atang obligas:.

Fasal 58

Couliup jekas.

Pasal Ho

Aval (1)

Pembernan hibsh didasarkan stas usulan tertuhis yvang dieampatkan
kepada Walikota, Pembenan hibah juga berupa pemberian bantuan
keudnpan kepada periad podibik vane mendapalkan kurs: di DERED
sesual dengan ketenluesn peraluran perundang-undangan,

Arat (2]

Cukup jolas,

Avar (3)

FPasad ol

Culup jeiaa.

Aval {i]

Yang dimaksad dengan resilio sosial adalah kejadian atau peristiwa
vang dapat menimbulkan poensi terjadinya kerentanan sosial vang
dilangeung aleh individy, keluarga, kelompok danfatau masvarakat
sehagai campak krisis scial, knisis ckonomi, knosis polink, fcnomena
alam dan bencana aiam vang jika tidsk diberikan belanja bantoan
sosial akan semakin toopuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
WRJELE.



jdih.metrokota.go.id

Ayat (2
Culkup jeias,
Aval (3
Cukup jelas.
Paszal 61
Aval (1)

Yang dirmaksue dengan "belanja modal® antara lam berupa belanga
modal anah, belanja medal peralatan dan mesing, belanja  modal
gadung dan bangunan, Helanja modal jalan, irigasi den jarinean dan
amer tefap lainnya.

Avar [4)

Cukup jeins.
Avat (3}

Cukup jelns.
Axart (1)

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup iclas.

Pasal 63
Culoap jelas.

Tazal 64
Aval (1)

Yang cimaksud dengan “fujuan tertentu lainnya®™ adalah dalam
rangka  memberiken manfaat bagi pembern dan/atau  penerirmna
DRAT1 LLEHT] SO UH T,

Aval 2]

Cukup jeias.
Aval [3)

Cukup jelas.
Axal (1}

Cukuap elas.
Awat {3]

Cukup jelas.
Avat [f)

Culmp jelas.
Avat {T]

Cukap jelas.
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Pasal 65
Avat (1)

Tang dimeksud dengar “Keperluan mendesak”™ sesual dengan
karmkieristik masing masing Pemerintzh  Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Kenangan Megara.

Avat (2]
Cukup jelas.
Aval [}
Cukup jelas.
Pasal 66

Culoup jelas.

Pasal 67
Cukup 1elas.

Forsnal 65

Cukap jelas.
Pasal £9

Cukazp jelas.
Pasal 70

Axart (1}

Cukup jeias.
Axal (2]

Yang dimaksad dengan “hakri penerimaan™ aeperti
dolkumen lelang, akia jual beli, nota kredit dan deokumen sejenis
laimnya,

Poazal 71

Cukup jelas.
Pazal 72

Culaip jelas.
Poanl 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukoup jelos.
Fazal ¥o

Cukuap jelas,

Pasal Y&

Cukup jelas,
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Pasal 77
Cukup jelas.

Pazal 78
Cukiip jelas,

Pasal 79
Culap jefas.

Pasal #()
Avnat {1}

Yang chmakand dergan “sumplus APBRD® adala sshish lebnh o antars
Pundapatan Daerab dan Belama Dacmah,

vang dimaksud dengan “defisit APBDY adatah selisih kurang anlara
Pendapatan Therab dan Belanjallaerah.

Avas (2]
Cubip Jelas.
Aval {3}
Cusup Jelas.
Pasal 81
TVoarsl 2
Yung chimaksud dengan “pembayaran ocilan polok Ulang vang
jatuh tempe” adalah pembesyaran pokok Utang vang belum culkup
t::rr;l_':dilg angearann dalam pengesluaran Pembilayasn stsual dengan
perjarjiar,
Hurui b
Cukup jclas.
Huruf e
Culuap jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Pasal 82
Culp jelas
Pazal B3

Culduy jelas,

Prsal 84
Culmp jelas

Pasal 85
Avaz (1]
Cukup jelas.
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Aval [Z)

Yarnge dimaksuc dengaon “Pedomen penyvusunan APBD® antars [ain
Temeak

a.  kebyjakan penyusunan APBID;
b telknik peogusunar APED, dan

¢, hal khusuas lninnva.

Avat (3}
Humf a
Culup jelas.
Humit b
Cukap jclas.
Huruf
Cukup elas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul ¢
Culoup jelas.
Buru!l [
Yang dimsksud dengan®strategl pencapalan” memuat langkah
konkret dalam mencapai target.
Aval (4}
Culoap jelas.
Paga. Hb
Culoup jolas.
Pasai 27

Yang dimaksud densan Welikota menvampaikan Rancangan Perda
tentang APBD bordasarken EKA SKIPPD vang disusun dengan mengaca
pada EKPL, rancangan KUA dan rancangan PPAS vang disusun aleh
Walilkcota.
Masa' 28

Avar (1)

Culkup jelas.
Avat ()

Hurula

Yarnp  dimsksud  dengas “pekeraan konstruks: atas
pelakzanaan Kegatan” mengacu pada Program vang tercantam
dalam BPRIMD.
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Huruf b

Aval {3

Yarg dimaksued dengan “pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan
vang  memrrot sifatnya harus tetap berlangsang pada
porgantsn whun  angparan” anlara lain penanarman
Premiiby S habaal,  penwhijmoase:, pelavarean perirdis ool udara,
makanen: dan obal i rumah sskil, pelayaoan pembusangarn
sampah, din pengadasn jass pelavanan kebersihan (cleoning
seriios).

Cukup jelis.

Avat ()

Cukup jelas.

Avat ()

Cukup jolas.

Aval (b

Culkup jolas.

[*azal 89
Awat (1)

Yang dimaksud denpan Kepala SEPD menvusun BEA SEPD adalah
untuk xesinambunean penyusunsan BEHKA SKPD, maks hepala SKPD
mcengevaluasi: hasit pelakssnaan Program dan Kegiatan 2 (dua)
tabiun anggaran schoclwnnya sampal dengan  scmcstor  pertama
talnin angearan berjalan,

Asmat [2)

Cukup jeias.

Axar [3)

Cukup jelas.

Paszal 90

Culup jelas.

Pasal 91
Avat (1)

Yoange dmaksud dengan Penyusunan BEKS SKPD dengan pendekatan
HKerangka Pengcluaran Janpgka Moncneoah dilakukan sccara bertahap
discsuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (&)

Crukup joias.

Aval (3)

Cukugp jelas.

Avat (4}

Culoup 1elas.

Pasal 92

Cuakup jelas,
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Pasai 93
Cukaip jeias.

Pazgl 94
Cukiup jelas.

Pagal 95

Cukup jelas.
Pusgal 96

Cukup jelas,
Fasgal 97

Culoup jelas.

Pa=al 95
Myat (1)

Yang dimaksud dengan fancangan Peraturan Daerah tentang APBD
memuat informasi Kinero berdasarkan Sasaran capaian Kinoerpa dan
indikator Kinerfa masing-masing Program dan Keglstan.

Avat (2]

Cukup jelas,
Avat (3]

Cukup elas.
Axyat {1}

Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Aval [1)

Yonz dimaksad dengan “penjeloson don dokumen  pendukuang”
antara lain nota kewangen, RKPD, KUA dan PTAS.

Avat {2}
Cukup jeias.
Pasal 101
Cukup jclas.

Pasal 104
Cudoap iclaa.

Fa=al 103
Avat [ §)

Yang dimaksud denman "angka APBD tahun anggaran sehelumeya”
adaiah pagu jumlah pergeluaran APBLD vang ditetapkan dalam
peribahan APSD tahun sebelumnyn.
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Ayat (4

Yang dimnaksad dengan *belacja vang bersifat mengiikat” adaiah
helanja  wvang  dibutuhlan  secars  terus meneres  dan hars
dialolcasiltan olch Pemerintah Dacrah dengan jumbah yang  cukinp
untak kcperluan setiap bulan dalam tahun anggaron berlsenasn,
sepertd belanja pegawai dan belanje baramng dangasa.

Vanp dimaksud dengsn “belanja vang bersifal wajib” adalah belanja
untuk terjaminnys kolangsungon pemenuban pendanaan Pelayanan
Drasar masyarakal snlar laion pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, zewajiban pembayaran  pukok
pinjamen, bunga pingaman yang telah jawah tempa, dan kewajiban
lminnya sesnal dengan kelenfian peraturan perundang-undangan.

Aval [}

Cukupr jclas,

Paszal 10+

Culaap jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Puaaal 106

Cukap jelas.

Pasgal 107
Chulnap jelas,

Pasal 108
Culkup jz=las,

Pasal 109
Cukp jelas

Paszal 110

Avar

Avar

Magal 111

i1

Cukup jelas.

]

Yane dimaksud dergan Penerimaan dan Pengelosran Daerah yang
tidak dilskuksan melahs Rekening Kas Umum Dacrah, andara  lain
sumber penerimasm yeng beroaesl darik Pembiagmsn pimjaman
dan/atan hikah Tuar negert Udak hamas diladmbean mclalul Bekening

Kas Umum Dacrah namun terap haras dibugvkan dalam Kekening
Kas Umum Daerzh.

Cukup clas

Pazal 112

Culoan jelas,
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Payanl 113
Culmup jelas,
Pasal 114
Avat (1)

Cukup jelas.

Avart [2)

Yang dimaksud dengan “dokumenlain yang dipersamakan  dengan
SPD” antara lnin keputusan tentang pengangkatan pegawal,

Avart (3]

Culkas jelas.

Pazal 1105

Culoap jelas.
Pa=salll6
Asar (1]

Yang dimaksud dengon “banit umum vane sehal® adalah bank
umum di Indoncsia yang aman/schat sesual dengsm Kerentian

peraniran
perbankan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3}
Curup jelas.
Pasal 117
Cubiup jelas,

Pasal 118

Cukup jelas.
Frsui 119

Catkn jelas.
Pagal 120

Cukug jelas.

Pasal 121

perundeng-undangan yang  mengatur | mengens

Yane dimaksud dengan ‘mendepositokan” adalah penempatan deposito
dilasukan pada bank wmum i Indanesia yang aman/sehat  seszal
denpan ketentilan  perafuran  ferundang-undanpgan  yang  merngaiar
tnergetial perbankan dan tidak melampant tahiin anggaran berkenaan

Pasal 122
Avat {1]

Cubkup jelas.
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Axyat (2)

Yang dimaksud dengan rencsna  penerimaan  dana hanyvo
diberlakukan bagt SKPD vang memililed hygas dan firmmgsi pendapatan.

Ayat 3)
Cukiups jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cadoup jesdas.

Pasal 125

Culaip jelas.

Pasal 126
Cukup jelas,
Paral 127
Culkup jelas.

Pasal 125
Culaup jelas.

Pasul |29
Cukup jelas

Poasal 120
Axat [1)

Yang dimaksud dengan *Penerimaan aerah vang sifatnva berilang”
adalah penerimaan vang seliap tahun rmuin danggarkan, saperi
pendapatan pajak. pendapatan reirbusi dan lainnva.,

Ayl [E)

Yang dimasksud denpan “Penerimasn Daersh oyang silaimys  didak
berulang” adalah penerimaan yang Gdak seliop labon dianggarkan,
scpertl pendapatar tuntifan gant rogi,  pendaoatan penjiaslan
kekavaar daerah yang dipisahkan dan lainnya,

Aval [3)
Chiaup jelas.

Pasal 121
Culop jelas.

Pasal 132
Culap jelas,

Fazal 133
Cubkup jclas,
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Pasal 134
Culun jelas.

Pasal 135

Cukun Jelas,
Pasal 136

Cukug jelas,

Pasal 137
Culup jelas,

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 159

Avas (1)
Cukup jelas.

Avat (2]
Cubup julas.

Avar {3
Huruf g

Ciriiup jelas.

Huruf b

Yang dimaleud dengan "perintah pemboyaran®adalah perintoh
membayvarkan darn PA/RPA,

Hurmf o
Cukup jelas.
Hurmf d
Culkup jelas.
Aval {4
Cukup jelas.
Axa (3]
Culkup jelas,
Pasal 140
Culkug jelas.
Fasal 141
Cukuo jelas.
Paaal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.
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[lasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cuknap jelas.
Pasal 146

Cuknrp jelas.

Pazal 147
Cubaap jelas.

Pazal id8

Culoap jelas

Pazal 199
Culoup jclas

Poged 130
Ayat {1)

Yang dimaksud dengan  "prognosis”  adalabh prokiraan dan
pemclasanmya vane dkan direalhisir dalam 6 (enam) ilan beriluamnya
berdasarkan realisas,

Al {2)
Cubnap jelas,
Pasa: 121
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukuap jelas.

Pa=zmt 153
Culcup jelzs.

Paxa: Log
Culkoup jelaa.

Pasal 155
Culeup jolas.

Pasa: 156
Cukup jelss.
Pazal 157
Ayl [1)
Cukup jelas,
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Avui (2]

Tang dimaksed denpan “lebih bosur dan 20% {hima puluh perscenj®
adalah batas persentase minimal selisih [gap) kenalkan antors
pendapatan dan belanja dalamal’B,

Avat [3)
Cuboup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pazal 1549
Culaap jelas.
Pasal 160
Culmp jelas.
Magal 161
Cukrup iclas,
Hasal 162
Cukup jclas.
Pasal 163
Cukcup jelas.
I"azal 164
Culoap jelas.

Pamal 105
Cudoap jelas.

Posol 16
Cukuap jelas.

Pazal 167

Yang dimaksud dengan "penjelasar dan dokumen pendukung” antara
lain note keuangan, perabahan REKPD dan perabahan KUA danPPAS.

Pasal 168
Cukup jclas,

Pasal 169
Cubup jelas,

Pasal |70

Culoup jelas,
Masal 171

Cukup jclas.
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Prspl 172
Culup jclas.
Vasal 173
Cukup jclas.
Pasal 174
Avar (1)
Cubkup jelas.
Ayar (2)
Hurif a

Yang dimaksud dengan “laporan rcalissasi angparsan” adalah
laporan yvang menggambargan perbandingan antard gnogaran
dengan realisasinya dalam 1 (sstn) periode pelaporan sesuad
strulttur APBD voane diklasifilineiloon ke dodam kelompos, jenis,
chvek dan rincian obvelk pendapatan, belanja danPembisavaan,

Hurf b
Culoup jelas.
Huouuf ¢
Culup iclas.
Huruf d
Culoap jolas,
Huruf e
Cukup jelas.
Huewf [
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jcias.
Avat (3]
Culboup jolas.
Paaal 175
Culmp jelas,
Pasal |76
Chulsup jelas,

Pasnl 177
Chnkoup jeslas.

Pasmal 173
Cukup jelas,

Pa=al 170
Cukup jelas,
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Pusal 180
Cukup jelas.
Paasal 1851
Culkup jclas,
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukap jolas
Pasal 184
Cukup joias

Paszal 185
Culkup jelas,

Pazal 156
Cukup jelas.

Pazal 187
Yang dimaksad dengan “investasi” dilakuksan sepanjang memberi
manfaxt bapl peoningkstsan Pendapatan Dacrah, peningkatan
kespjahternan  masyvarakat. peningkatan pelavranan masvarakat

dan S atan tdalke mengpangpu ilkmditas Keuangoan Daerah.

[Pazal 188
Cukup jclas.

Prazal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas,

Pazal 191
Hurul s
Yang dimaksud dengan "penyvedisaan barang danfatau jasa layanan
winurn”  anilara liin rumah o sakit  dacrah,  penvelenggaraan
pendidikan, peleganan liscnsi dan dolumen, penyelengearaan jasa
penyiran publik dan pelayanan jasas penclitisn dan pengujian.
Hurul b
Yang dimuksud dengan "dana khusus untuk  meninglatkan
ekonom! danfarau lavanan kepada masyarakat" antara lain dana
bergubr, usaha mikra, kecil, menengan dan 1abmisapan perimahan.
Huetl
Cukup jrlas.
Pazai 192

Cukup jelas.
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Pusol 193
Cukup jelas,

Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasa. 196
“koap elas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Fasal 198

Culaup jelas.
Pasal 192

Culup jelas,
Pasgal 200

Culmup jelas
Pasal 201

Cukup jelas.
Pasal 202

Cukuap jelas

Pasal X33
Cohikup edas

Piasaal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Culkup jelas.
Pasal 205
Culoap jelas.
Pasal 207
Cudnap jelas.
Pazal 208

Cukun clas.
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